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MOTTO :

“Kita ini bagaikgn ulat. ................. (merayap) hidup bagaikan
daun yang berguguran. . ..(terombang —ambing)............ , dan
pikiran kita bagailan air hujan. . ........ (mengalir)”

(Sebatang Pohion Ditangah Hutan; Y.A. Ajahin Chan)
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ABSTRAK

Era globalisasi menyajikan kenyataan baru yang ditandai dengan pasar
tanpa batas-batas negara, revolusi teknologi komunikasi dan revolusi
teknologi informasi. Dengan kata lain globalisasi ekonomi telah
menciptakan tantangan bisnis yag semakin besar yaitu kompetisi
(competition) yang semakin tinggi, teknologi (technology) yang semakin
~ canggih, peraturan perundangan (legislation) yang semakin ketat, serta
pelanggan (cusfomers) yang semakin berpengetahuan.

Tantangan semacam ini menghadapkan para pelaku bisnis maupun
produsen pada dua pilihan yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan
melakukan perubahan dan perbaikan atau keluar dari kompetisi tanpa
dibebani dengan perubahan dan perbaikan.

Oleh karena itu diperlukan alternatif strategi bersaing yang tepat agar
perusahaan tetap memiliki kekuatan untuk tumbuh, bersaing tetap
meraih keuntungan dan tetap berprospek secara berkesinambungan.

Dengan dimikian fungsi SDM mempunyai peran yang luas diseluruh
bagian organisasi mulai dari Top Management sampai dengan kegiatan
teknis. Semakin berkembangnya aktifitas perusahaan, mengharuskan
berkembang pula fungsi SDM secara proporsional, agar mampu
mengikuti dan mengendalikan berbagai aktifitas perusahaan. Otomatis
ketersediaan SDM yang mempunyai Knowlegde, Ability dan Skill yang
tinggi juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan
dengan kata lain dukungan tenaga ahli yang handal memegang peran
utama (main siream) dalam menentukan kinerja perusahaan.

Mengingat sumber daya manusia yang memiliki Knowlegde, Ability dan
Skill terhadap suatu bidang tertentu atau biasa kita sebut dengan tenaga
ahli amatlah terbatas jumlabnya. Sedangkan, perusahaan dalam melayani
masyarakat juga seringkali mengalami benturan terhadap ketersediaan
tenaga ahli yang siap untuk melayani kebutuhan tersebut. Perlu
dipikirkar. alternatif bagaimana cara yang paling sesuai dengan
kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan bersaing perusahaan
nantinya. Untuk itulah kerjasama antar perusahaan sebagai pilihan yang
paling sesuai dengan keadaan ini, kerjasama ini diwujudkan dalam
berbagai bentuk pola kerjasama yang akan diuraikan dalam penelitian
tesis ini beserta dengan hubungan hukum yang terjadi didalamnya
sampai dengan bentuk-bentuk pertanggungan jawab yang harus
ditanggung masing-masing pihak.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pada perusahaan yang bergerék dibidang jasa-jasa
Secara umum kualitas pelayaqan vang dikberikan o¢leh
perusahaan jasa tersebut amat tergantung pada fungsi
Sumber Daya Manusiak(SDM). Fungsi SDM mempunyai peran
yang luas diseluruh bagian organisasi mulai dari Top
Managemént sampal dengan Kkegiatan teknis. Semakin
berkembangnya aktifitas perusahaan, mengharuskan
berkembang pula fungsi SDM secara proporsional, agar
mampu mengikuti dan mengendalikan berbagai - aktifitas
perusahaan. Otcmatis ketersediaan SDM yang mempunyai
Knowlegde, Ability dan Skill yang .tinggi juga merupakan
faktor yang menentukan keberhésilan perusahaan’, dengan
kata lain dukungan tenaga ahli yang handal memegang
peran utama (main qtream) dalam menentukan kinerja
perusahaan.

Mengingat sumber daya manusia yang memiliki
Knowlegde, Ability déh Skill terhadap suatu bidang
tertentu atau biasa kita sebut dengaﬁ tenaga ahli

amatlah terbatas ﬁumlahnya. Sedangkan, perusahaan dalam

" Tulisan Budhi Cahyono, “Kuantifikasi dan Konsekuensi Ekonomis Fungsi Sumber Daya
Manusia (Analisis Terhadap Sikap Dan Perilaku Karyawan)”, Gema Stikubank edisi Nopember
1998 hal 85-86,




melayani masyarakat Jjuga seringkali mengalami benturan
terhadap ketersediaan tenaga ahli yaﬁg siap untuk
melayani lebutuhan tersebut.

Pada keadaan dimana sebuah perusahaan membutuhkan
tenaga ahli, perusahaan melakukan proyeksi kebutuhan
tenaga ahli untuk kurun  waktu tertentu. Tugas
berikutnya adalah mengambil langkah-langkah yvang
diperlukan untuk-mengisi berbagai kekosongan dan suplai
akan tenaga ahli, kekosongan ini bisa dipenuhi melalui
2 {dua) cara yaitu bisa bersifat internal akan tetapi
murigkin pula bersifét eksternal?. Pemenuhan perkiraan
kebutuhan tenaga ahli secara Internal dapat dilakukan
dengan audit sumber daya manusia dalam organisasi
perusahaan. Hasil audit akan menghasilkan berbagai
jenis informasi sumber daya manusia dalam organisasi
seperti tentang Jjumlahnya, pengalaman kerja, umur,
jabataniyang pernah dipangku, pendidikan dan pelatihan
vang pernah ditempuh, pengetahuan dan keterampilan
khusus vyang dimiliki, bakat, minat, besar _kecilnya
taﬂggung Jjawabo, jenié pekerjaan vyang dilakukan dan
informasi lain vang memberikan gambaran yahg lengkap
tentang éetiap pegerja dalam organisasi yang

bersangkutan. Bahkan juga informasi tentang kelemahan

% Sondang P. Siagian, Prof, Dr, MPA, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta,
2000, ha! 66




atau kekurangan serta kelebihan atau kekuatan
seseorang’. Pemenuhan secara Eksternal yaitu, betapapun
matangnya perencanaan sumber daya manusia dilakukan
tidak semua lowongan bisa diisi oleh tenaga-tenaga vang
sudah terdapat dalam organisési. Artinya tidak senua
lowongan dapat diisi melalui mutasi kepegawaian, baik
melalui promosi, demosi, alih tugas maupun alih wilayah
kerja. Disamping itu dalam organisasi bisa saja
ditétapkan kebijaksanaan bahwa ada lowongan-lowongan
tertentu yang hanya diperlukan untuk pelamar dari luar
organisasi®’. Selain berbagai pertimbangan tersebut
diatas mengingat juga sifat dari pekgrjaan vang tidak
selalu tetap. Maka alternatif pilihan vang ditempuh
oleh perusahaan dengan melakukan kerja sama dengan
perusahaan lain dengan tetap menjuniung tinggi asas
saling menguntungkan.

Termasuk didalaﬁnya kerjasama ;ntar perusahaan
dalam urusan pemanfzatan tenaga ahli. Perusshaan dalam
melakukan hubungan kerja sama sifatnya sementara,
otomatis pemanfaatan ténaga ahli tersébut ijuga bersifat
sementara, berdasar dari misi pekerjaan vyang harus

diselesaikan. Adanya hubungan kerjasama ini menimbulkan

3 Ibid, hal 67
4 Ibid, hal 69-70




hubungan hukum’ yang mengakibatkan hak dan kewajibanl

yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang berkompeten,
antara lain. Pertama, hubungan hukum antara perusahaan
asal tenaga ahli (prihcipal) dan perusahaan vyang
memanfaatkan (user) tenaga ahli. Perusahaan principal
berkewajiban untuk mensuplai tenaga ahli yang
dibutuhkan oleh perusahaan user dan Dberhak atas
kompensasi yang disepakati. Perusahaan user berhak atas
suplai tenaga ahli vyang sesual dengan kriteria yang
diinginkan dan Jjumlahnya serta berkewajiban untuk
memberikan kompensasi atas tenaga ahli yang disediakan
oleh perusahaan principal. Kedua, ﬁubungan hukum antara
tenaga ahli dengan pe;usahaan Qrincipal adalah hubungan
kerja, sehingga tenaga ahli tersebut bertanggung Jjawab
untuk menjaga nama baik perusahaannya selama tenaga
ahli tersebut terikat dalam masa kontrak dengan
perusahéan user. Hubungan hukum antara tenaga ahlil
dengan perusahaaﬁ user adalah hubungan profesional
sehingga tenaga ahli tersebut harus menggunakan segenap
kemampuan yang dim&likinya untuk menyelesalikan

pekerjaan dibawah | koordinasi  perusahaan vang

5 Hubungan Hukum ialah hubungan yang ada antara dua atau lebih subjek hukum, atau antara
subjek hukum dan objek hukum yang berlaku dibawah kekuasaan hukum yang ada.
Sebagaimana dikutip dari kamus hukum Dr. Andi Hamzah, SH, Ghalia Indonesta, 1986, hal 244.
Hubungan Hukwm disini adalah hubungan hukum antar perusahaan user dan principal yang
melakukan kerjasama dan hubungan hukum antara tenaga ahli dengan perusahaan user, principal
dan owner.




memanfaatkannya untuk memuaskan pihak ketiga owner yang

terikat hubungan kerja dengan perusahaan user.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan lata£ belakang diatas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sbb:
l.Bagaimana pola kerjasame antara perusahaan principal
dan user mengenai tenaga ahli?
2.Bagaimana hubungan hukum pada kerjasama antara
perusahaan principal dan user mengenai tenaga ahliv?
3.Bagaimana pertanggunganjawaban tenaga ahli terhadap

perusahaan principal, perusahaan user dan owner ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan permasalahaﬁ yang akan dibahas,
penelitian ini bertujuag untuk :
1. Memahami dan - menjelaskan pola kerjasama antara
perusahaan principal dan user mengenai tenaga ahli.
2.Mem§eroleh kejglasan dan akibkat hukum dari hubungan
hukum pada kerjasama antar perusahgan jasa mengenai
tenaga ahli.

3.Dapat mengkaji bentuk profesionalitas dan
pertanggungjawaban tenaga ahli terhadap perusahaan

principal, perusahaan user dan owner.



D. KONTRIBUSI PENELITIAN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi
1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis penelitian ini pada akhirnya
akan memberikan sumbangan pemikiran yang cukup
penting bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya,
dan hukum yang mengatur téntang pola kerjasama
pemanfaatan tenaga ahli, hubungan hukum dan
pertanggungjawaban para pihak.mengenai tenaga ahli
antar perusahaan Jjasa pada khususnya.

2. Aspek Praklis | /

Penelitian ini dapat memberikan masukan
kepada pembuat kebijakan dalam membuat keputusan
tentang kerjasama antar perusahaan jasa mengenail
pemanfaatan tenaga ahli juga manfaat bagi kalangan
tenaga ahli terutama yang bersifat kontrak yang

akan melakukan hubungan hukum tersebut.

E. KERANGKA PEMIKIRAN -

Berkembangnya perusahaan-perusahaan jasa dewasa

ini tidak lepas dari peran pefusahaan sebagali pelaku




ekonomi, vyang notabene melakukan serangkaian perbuatan
hukum®. Hukum merupakan nilai dasar vyang ada dalam
masyarakat yang mengatur tata kehidupan dan hubungan
kepentingan antarg individu ataupun badan hukum sebagai
subijek hukum’ melalui peraturan dan atau undang-undang
{ruang -lingkup hukum perdata). Hukum diperlukan
dalam kehidupan  ber-masyarakat, dengan hukum
{peraturan perundangan} harus dapat memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat termasuk masyarakat pelaku
ekonomi. |
Mengakhiri abad dua puluh dan ﬁemasuki abad dua
puluh satu, berbagai jenis ~organisasi termasuk

organisasi niaga, organisasi dilingkungan pemerintahan,

' organisasi sosial bersifat nirlaba akan manghadapi

perubahan yang bervariasi, intensitas dan cakupan yang
belum' pernah dialami sebelumnya. Dimasa depan berbagai
jenis organisasi tersebut hanya akan berkembang dan

maju apabila cepat tanggap terhadap perubahan vyang

® Adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Hukum disini meliputi :
a. perbuatan dalam bidang perjanjian
b. Dbertindak dimuka hakim, dan
¢. perbuatan tersebut termasuk dalam pelaksanaan perusahaan sehari-hari atau tidak, kecuali
perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dilakukan oleh bebeapa orang sekutu atau
perbuatan-perbuatan khusus yang memerlukan kuasa dari sekutu yang lain seperti
penandatanganan wesel
sebagaimana dikutip dari “Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum dan
Undang-undang Tentang Usaha Kecil” : Makalah Prof. Dr. Sti Redjeki hartono, SH, dalam
seminar nasional peranan hukum dalam pembangunan ekonomi untuk mengantisipasi peluang
dan Tantangan usaha kecil memasuki era pasar bebas Universitas Sebelas Maret, surakarta,
1996, hal 4
7 Subyek Hukum adalah Pemangku Hak dan Kewajiban




pasti akan terjadi.‘Manajer masa kini dan masa depan
dituntut untuk tidék sekedar Dbersifat luwes dan
beradaptasi dengan lingkKungan vyang bergerak sangat
dinamis akan tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai
bentuk perubahan dan secara proakfif menyusun berbagai
program perubahan yang diperlukan®.

Kiranya tidak akan menjadi pernyataan klise
apabila dikatakan béhwa perencanaanf pada umumnya dan
perencanaan sumber daya manusia kbususnya mutlak periu
guna 1iebih menjamin bahwa setiap organisasi semakin
mampu memperhitqngkan faktor-faktor vyang berpengaruh
terhadap kehidupan organisasi yang bersangkutan dimasa
depan. Dengan kata lain setlap organisasi pasti
menghadapi tantangan dibidang sumber daya manusia, yang
pada gilirannya tercermin pada pentingnya perencanaan
yang dapat dikategorikan pada tiga jenis yaitu

1. Tantangan Eksfernal
Adalah berbagai hal vyang pertumﬁuhan dan
perkembangannya berada diluar kemampuan organisasi
untuk mengendalikannyah akan tetapi harus
diperhitungkan karena pertumbuhan dan perkembangan

tersebut pasti berpengaruh, baik secara positif

8 Sondang P. Siagian, Prof. Dr, MPA, Teori Pengembangan Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta,
2000, hal 1 :




maupun negatif terhadap érganisasi. Berbagai
tantangan tersebut antara lain

Bidang Ekonomi, tidak dapat disangkal bahwa
situasi perekonomian secara makro tidak bisa tidak
harus diperhitungkan meskipun suatu organisasi
muﬁgkin tidak dapat berbuat banyak dalam mengambil
posisi untuk mensikapinya. Fluktuasi yang terijadi
seperti inflasi, stagflasi resesi, depresi,
tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dsb
merupakan aspek;aspek perekonomian yang harus
diperhitungkan. Harus diakui bahwa tidak mudah
memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Alasannya
;ntara lain iaiah‘karena sifat perekonomian dewasa
ini yang ditandai oleh ketergantungan bukan hanya
pada . tingkat domestik, akan tetapi Jjuga pada
£ingkat multilateral, regional bahkan global.
Berarti bahwa resonansi suaﬁq .gejala ekonomi
disuatu negara atau wilayah terdsa dengan segera
dinegara atau wilayah lain, apalagi kalau negara-
negara kuat atau' yang industrinya sudah sangat
maju turut terlibat.

Bidang Sosial, merupakan suatu kenyataan
bahwa seélalu terjadi pergeseran nilai-nilai sosial

yang dianut oleh suatu masyarakat. Adakalanya



pergeseran itu mempunyai dampak langsung terhadap
manajemen sumber daya manusia dan ada pula dampak
vang tidak-langsung, contoh pergeseran nilai yang
berpengaruh adalah persepsi tentang peranan
wanita. Dalam banyak masyarakat persepsi vang
dominan mengenai peranan wanita yang sudah menikah
adalah pendamping suami dan sebagai ibu rumah
tangga bukan selaku pencari nafkah apalagi utama.
Pergeseran nilai tersebut herupakan kenyataan
berkat terbukanva kesempatan yang sama bagi pria
dan wanita untuk memperoleh pendidikan hingga
jenjang tertinggi, semakin banyak wanita karier
dalam berbagai bidang profesi dan tidak sedikit
diéntara kaum wanita vyang berhasil menduduki
Jjabatan puncak didalam dan diluar pemerintahan
artinya banyak wanita karier yang berkarya dalam
beraneka ragam organisasi karena keinginan untuk
mengabdikan ‘pengetahuannya kepada masyarakat,
bangsa dan negaranya, bukan hanya motif untuk
mencari nafkah. '

Bidang Politik, resonansi perubahan yang
terjadi dibidang ﬁolitik térasa pula pada semnua
bidang dan segi kehidupan pada tingkalt individual,

tingkat organisasional, tingkat masyarakat dan
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bahkan tingkat negara. M%salnya terjadl perubahan
dalam pemégang kendali kekuasaan pemerintahan
negara, bhaik yang berlangsung secara demokratik
maupun karena terjadinya karena coup dfetat baik
yaﬁg berdarah maupun vyang tidak atau melalui
revolusi, tidak mustahil texrjadi perubahan
dibidang politik mungkin secara mendasar. Tekana
dibidang politik otomatis mempengaruhi bidang
militer; ekonomi, sosial budaya dan pendidikan
tentunya implikasinya terhadap ketenagakerjaan
akan menjadi sangat luaé, suatu hal vyang patut
diperhitungkan secara matang.

Bidang Pgrundang—undangan, telah umuam
diketahui bzhwa ekstensi dan kelangsungan hidup
éuatu organisasisi tentukan pula o¢leh ketaatannya
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Misalnya, bidang ketenaqakérjaan berkagai
ketentuan hukum diberlakukan seperti ketentuan
tentang upah minimum, hubungan industrial,
keharusan untuk ﬁempekerjakan orang cacat tubuh
tanpa diskriminasi, keharusan untuk mempekerjaﬁan
kaum wanita dsb. Kesemuanya harus diperhitungkan
dan ditaati dan tercermin dalam perencanaan sumper

daya manusia.



Bidang Teknologi, tidak dapat dipungkiri
bahwa pemanfaatan teknologi secara tepat akan
meningkatkan efisiénsi dan produktifitas kerja
suatu crganisasi. Dalam kaitan ini tantangan yang
dihadapi c¢leh manajer ialah bagaimana memanfaatkan
kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat
pesat tanpa mengorbankan manusia dalam organisasi.
Segi lain dari teknologi vyang berupa tantangan
bagi para manager ialah timbulnya persepsi bahwa
pemanfaatan teknologi akan tentu berakibat pada
“tergesernya” manusia dalam proses produksi.
Anggapan itu ternyata tidak sepenuhnya besar,
kenyataan menunjukan bahwa manusia tidak
“tergeser” oleh perkembangan dan pemanfaatan
teknologi meskipun benar timbul tantangan baru
daleam arti bahwa tenaga kerja vyang pekerjaannya
diambil alih oleh mesin sangat mungkin harus
mengalami pendidikan dan pelatihén tambahan vang
dituntut oleh  tugas baru‘ yang dipercayakan
padanya. Bentuk hyata tantangan tersebut bukan
hanya dalam bentuk perubahan dalam cara bekerja,
akan tetapi jugaldalam kebiésaan berpikir.

Pesaing, dinegara atau masyarakat vang

menganut paham ekonomi pasar bebas, - persaingan
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dikalangan dunia usaha merupakan kenyataan hidup.
Idealnya persaingan, yang terjadi secara “fair”

antara lain melalui peningkatan mutulproduk, harga -
vang wajar, palayanan yang memuaskan, kegiatan
promosi yang Jjujur dan usaha-usaha lain sejenis
sedemikian rupa sehingga para konsumen atau
pelanggan tidak mersa diperlakukan sebagai “pion”
dalam permainan para pengusaha yang dengan segala
cara ingin meraih keuntungan yang sSebesar-
besarnya. Dzlam suasana demikian adanya persaingan

sudah merupakan tantangan eksternal vyang herus

" dihadapi. Tantangan persaingan menjadl lebih berat

lagi dalam hal terjadinya persaingan tidak sehat

" yang sesungguhnya tidak dapat dibenarkan dilihat

dari segi hukum, tanggung Jjawab sosial bahkan.
moral. Seseorang yang berusaha dengan jujur akan
mampu menghadapi tantangan demikian antara lain
memalui ketaatan kepada etika bisnis yang
disepakati bersama, peningkatan mutu produk,
kesadaran akan rtanggung jawab  sosial serta
kepatuhan kepada berbagai peraturan perundangan
vang berlaku.

Kesemuanya itu hanya akan terwujud apabila

dalam organisasi terdapat sumber daya manusia yang
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bukan saja mahir melaksanakan tugas, akan tetapi
menjunjung nilai-nilai sosial‘ dan moral vyang
berlaku dimasyarakat.
. Tantangan Internal

‘Berangkat dari pendapat bahwa setiap
vrganisasi ingin melestarikan keberadaannya,
adalah logis bahwa setiap organisasi berusaha
untuk meningkatkan kemampuannya menyelenggarakan
semua fungsi organisasi dengan tingkat efisiensi,
efektifitas dan  produktifitas yang tinggi.
Reberapa faktor internal antara lain

Rencana Strategik, sesungguhnya setiap
keputusen. vang diambil o©leh manajemen pasti
'berpengaruh pada perencanaan dan pemanfaatan
sumber daya manusia. Berarti semakin tinggi nilai
strategik suatu keputusan, semakin besar pulsa
pengaruhnya terhadap sumber daya manusia vang
berada dalam.organisasi tersebut. Misalnya suatu
rencana strategik menentukan arsh vyang . hendak
" ditempuh dimasa bdepan dikaitkanﬁ dengan Dberbagai
hal seperti tingkat pertumbuhan yang ingin
dicapai, barang atau jaéa baru vang | ingin
dihasilkan, pangsa pasar .yang hendak dikuasal.

Dapat dipastikan hal-hal tersebut turut menentukan
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jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang

diperlukan dimasa yang akan datang. Agar sasaran

jangka panjang tercapai pelaksanaannya menuntut
adanya perencanaan jangka panjang dibidang sumber
daya manusia vang disusun oleh tenaga-tenaga
spesialis yang tidak hanya mahir dalam teknik-
teknik perencanaan tetapi sekaligus mampu
mengkaitkan kebutuhan sumber daya manusia dengan
berbagal sasaran strategik yang ingin dicapai itu.

Anggaran, telah umum diketahui bahwa anggaran
suatu organisasi untuk satu kurun waktu tertentu
dinyatakan dengan jumlah . uang. Penyesuaian
terhadap anggaran merupakan bagian dari komitmen
manajemen dalam menghadapai berbagai tekanan baik
internal maupun eksternal, vyang Jjelas anggaran
merupakan instrumen operasionalisasi jangka pendek
dalam rangka usaha mencapail sasaran jangka panjang
vang biasaﬁya memang memerlukan penahapan.
Sehingga bertambah dan berkurangnya anggaran
mempengaruhi pengédaan dan pemanfaatan sumber daya
manusia.

Estimasi  Produk dan  Penjualan,  dalam
menentukan rencana produksi dan volume penjualan,

banyak faktor vyang harus dipertimbangkan oleh
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pimpinan suatu organisasi niaga. Preferensi dan
selera konsumen atau pelanggan, situasi
persaingan, kondisi perekonomian; jenuh tidaknya
pasar. Bila dirasa memiliki prospek cerah maka
akan mempengaruni peningkatan prcduksi dan volume
penjualan vyang Dberakibat pada rencana baru
dibidang sumber daya manusia. Sebaliknya
prospeknya tidak cerah maka Rancang Bangun
Crganisasi dan Tugas Pekerijaan, szlah satu
konsekuensi logis dari berbagai faktor yang telah:
dikemukakan diatas sebagal tantangan ialah sering
perlunya . restrukturisasi organisasi.
Restrukturisasi organisasi dapat menyangkut
berbagai hal, seperti perubahan tipe organisasi
vang digunakan, misalnya dari tipe lini menjadi
tipe 1lini dan staf’ atau tipe 1lainnya vyang
dipandang cocok, perubahan ini akan mempengaruhi
jumlah Jjabatan baik yang strutural maupun yang
fungsional yang'berarti pula ada penampahan atau

mungkin pula pengurangan.

* Tipe Lini, sifat organisasi lini ini umumnya masih kecil dan sederhana cirinya jumlah karyawan
masih kecil, pemilik sekaligus pemimpin, hubungan kerja biasanya langsung, tingkat spesiafisasi
dan fungsi orgasnisasi masih sangat rendah, alat produksi masih sederhana dan produksinya
belum beragam.

Tipe Lini dan Staf, mempunyai ciri organisasinya besar dan komplek, jumlah karyawan besar,
hubungan sudah menjadi tidak langsung dan terdapat dua kelompok besar dalam organisast,
Siagian P. Siagian, MPA, Ph.D., “Peranan Staf Dalam Manajemen’”, Gunung Agung, Jakarta,
1979, hal 27-29 : .
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Usaha Baru, jika manajemen memutuskan untuk:

berkecimpung pada usaha yang sama sekali baru,
pengaruhnya terhadap perencanaan sumber daya
manusia menjadi tidak terelakkan. Akibat tersebut
dapat mengambil dua bentuk yaitu dapat berlangsung
dengan bertahap, akan tetapi mungkin menuntut

penanganan secara cepat.

. Situasi Ketenagakerjaan Dalam Organisasi Tersebut

Para perencana tenagakerja vyang profesional
harus memperhitungkan situasi ketenagakerjaan
dalam organisasi vyang Dbersangkutan. Berbagail

faktor penyebabnya antara lain

~a. Pemensiunan,

Proses alamiah setiap pekerija akan

mencapail usia pensiun.

b. Pemberhentian,
Satu hal vyang tidak mungkin dicegah dan

pasti terjadli dalam kehidupan organisasional

ialah adanya - pekerja yang meﬁgajukan
permohonan berhenti. Meskipun demikian
dikatan perlu untuk memenuhi dinamika

organisasi vyang selalu membawa “darah” baru,
perspektif baru, keahlian dan ketrampilan baru,

teknik baru dan metode kerja baru.
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¢. Pemutusan Hubungan Kerja,

Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja
merupakan tindakan vyang sejauh mungkin harus
diusahakan jangan sampai terjadi. Akan tetapi
pengalaman menunjukaan bahwa pemutusan hubungan
kerja sering tidak terelakkan. Apapun alasan
pumutusan hubungan kerja vyang Jelas Dbahwa

lowongan yang ditimbulkan harus diisi.

. Cuti Panjang,

" Dewasa 1ini ada dua bentuk cuti panjang
yaitu : Dbentuk pertama, bentuk cuti vyang
biasanya diberikan oieh organisasi kepada
pegawainya vyang telah bekerja terus menerus
untuk kurun waktu tertentu dengan prestasi vang
memuaskan kompensasi gaji tetap diberikan
kepada vyang bersagkutan dan Dbentuk kedua,
bentuk cuti diluar tanggungan ‘organisasi vyang
memperkerjakannya biasanya permohonan seperti
itu diajukan kgrena dipaksa oleh keadaan yang
~dihadapi oleh - yang Dbersangkutan, bersifat
pribadi, mendesak  dan penyelesaiannya
diperkirakan memakan waktu yang lama. Dalam
keadaan tersebult segala kémpendasi gaijl maupun

jabatan vyang ditinggalkan tidak ada Jaminan
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untuk bisa di perocleh kembali. Situasi vyang
cdemikianlah menjadi tantangan para perencana
sumber  daya ménusia karena disatu pihak
penyelenggaraan tugas pegawal yang cuti tidak
terganggu dalam arti ada pegawai lain yang
dapat mengisigya, sedangkan dipihak lain
rekrutmen tenaga baru belum tentu perlu
dilakukan karena ketidakhadiran mereka vyang
cuti itu tidak bersifat permanen®®.

Berdasar paparan diatas sering kita Jjumpai bahwa
sejumlah perusahaan-perusahaan jaéa mengalami masalzah
dengan ketersediaan tenaga ahli, persoalan ini
barangkali lebih baik dapat dipecahkan bila Kerjasama
diadakan' Pemikiran suatu perusahaan dalam kerjaséma
merupakan salah satu dari beberapa variasi yang mungkin
ada padé konsep semangat perusahaan. Beragam' bentuk
kerjasama diciptakan untuk menjawab tantantan kebutuhan
akan tenaga ahli. - |

Mengingat perusahaan adalah bagian dari ma§yarakat
pelaku ekonomi vyang nd%abene dalam kesehariannya sarat
dengan kegiatan .ekonominya vyang. artinya juga sarat

dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu tentu saja

'7bid, hal 49-62
' B. Van Der Meer, Ec, Drs, J.T.C. Simorangkir, SH, Skets Ekonomi Perusahaan, Pradnya
Paramita, Jakarta 1975, hal 241
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dapat menimbulkan hubungan hukum yan§ akhirnya muncul
berbagai akibat hukum sesuai deggan Jenis perbuatan
hukumnya. Hukum disini adalah hukum yang positif atau
hukwn yang berlaku, karena hubungan ker3jasama antar
perusahaan mengenal tenaga ahli dilakukan oleh dua
perusahaan atau lebih maka hubungan yang terjadi adalah
hubungan timbal balik yaitu apabila pihak-pihak vyang
mengadakan hubungan hukum masing-masing memperocleh haﬁ
dan kewajibannya'?, perusahaan sebagai Owner (perusahaan
pemilik proyek), perusahaan sebagai user {perusahaan
Jjasa yang membutuhkaﬁ tenaga ahli), perusahaan
principal (Perusahaan yang memiliki Tenaga Ahli) dan
Tenaga Ahlil yang bersangkutan. Jika dilihat dari aspek
yuridisnya merupakan suatu rangkaian tindakan atau
perbuatan perusahaan vyang saling membutuhkan. Lihat

skema

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990,
hal 25
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Gambar 1: Hubungan Hukum antara Pemilik Kerja (owner), Perusahaan Jasa (user), Perusahaan Asal Tenaga
Ahli (principal) dan Tenaga Ahli

PEMILIK KERJA

OWNER
HUBUNGAN |__,, HUBUNGAN KERJASAMA
KERJA MENGENA! TENAGA AHLI
Perusahaan Jasa yarg Perusahaan yang
membutuhkan Tenaga Ahli ' memiiiki Tenaga Ahli
USER ) . . PRINCIPAL
HUBUNGAN | : ,ﬂ”#J j
PROFESIONAL . e k\
A HUBUNGAN |
KERJA i
TENAGA AHLI |

Sumber : Hasil pengamatan di lapangan

Skema diatas adalah skema dengan pertimbangan
kepraktisan atau efisiensi dengan harapan hasil yang

memadal atau mung'kin akan lebih mahal fjika dikerjakan

- sendiri, hal inilah yang mendasari mengapa kerjasama

perlu diadakan. Persoalannva menjadi lain jika
pekeriaan vyang diserahkan kepada pihak ketiga itu
bersifat strategis dan berjangka waktu panjang vyang

pada gilirannya mempengaruhi core bussiness (bisnis

utama) perusahaan tersebut. Tindakan menyerahkan
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pekérjaan atau sejumlah tenaga ahli untuk suatu

pekerjaan yang bersifat strategis jangka panjang dari

1 suatu perusahaan kepéda perusahaan ‘lain (kerjasama)

dengan kata lain menggunakan sumber ‘daya eksternal

untuk meningkatkan efisiensi usaha dalam rangka memacu

daya saing suatu .perusahaan atau dikenal dengan
outsourcing.

Sedemikian kompleksnya konsep kerjasama ini maka,

dalam rangka untuk mengetahui lebih lanjpt mengenai

| hubungan hukum dari kerjasama antér perusahaan jasa

mengenai tenaga ahli 1ini perlu diadakan penelitian

bagaimana hukum vyang ada mengatur tentang hubungan
kerjasama tersebut sertaz hak dan kewajiban beserta

permasalahannya yang timbul akibat dari kerjasama ini.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pedekatan
Metode pendekatan yang dipakai dalam

| penelitian ini adalah

a. Pendekatan yuridis normatif

Mengingat cbijek penelitian ini pola
kerjasama dan hubungan hukum mengenai
pemanfaatan tenaga ahli, maka pendekatan
yvuridis neormatif inil digunakan. Xarena tujuan

dari penelitian ini untuk menemukan hukum dari
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suatu perkara inéoncreto yaitu suatu upaya
untuk menemukan hukum yang sesuai diterapkan
inconcreto guna menyelesaikan suatu perkara
tertentu, dan dimanakah bunyi peraturan
tersebut ditemukan®®. Pendekatan ini mengacu
pada data sekunder, maka dilakukan identifikasi
dan inventarisasi peraturan perundangan vyang
mengatur tentang kerjasama antar perusahaan
sehingga dapat dipercleh @eraturan. hukum vyang

komprehensift.

. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan ini dimaksudkan, karena pola
kerjasama dan hubungan hukum mengenai
pemanfaatan tenaga ahli tersebut merupakan
gejala dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini
dapat diperoleh data primer vyang diperlukan
untuk mendapatkan fakta-fakta vyang relevan
dengan poia kérjasama dan ‘hubungan hukum
mengenai pemanfaatan ;enaga ahli. Fakta-fakta
inilah akan banyak dijumpai dalam pelaksanaan
kerjasama anfar.perusahaan tersehut vyang sangat

berguna dalam upaya mendiskripsikan dan

'3 Ronny Hanitijo Soemitro, Op cit, hal 22
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menyingkapkani  fenomena vyang menjadi cbyek

penelitian.

2. Spesifikasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian
diskriptif analisis, maksudnya suatu penelitian

yang berusaha memberikan data vyang seteliti

mungkin tentang suatu keadaan'® yaitu mengenai

hubungan hukum dalam kontrak kerjasama antar
perusahaan tentang_tenaga ahli. Selanjutnya data
yang telah diperoieh akan dianalisa untuk
memperoleh gambaran faktual dan akurat terhadap
pelbagai aspek hukum yang mengatur tanggung jawab

dalam hubungan hukum tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini data vang dipergunakan
adalah data primer dan data sekunder, yang akan
diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi

lapangzan.

a. Data Primer

Data 1ini dipercleh melalul penelitian
lapangan dengan melakulan observasi langsung

pada perusahaan jasa yang bersangkutan.

14 Soériono Soekanto, Pengantar Penelitian Hulum, Jakarta, Ul-press, 1986, hal 10
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b. Data Sekunder.

Data ini diperoleh melalui studi
kepustakaan, Data sekunder ini berupa

Bahan hukum primer terdiri dari : Norma
dasar Pancasila, Ketetapan MPR, peraturan
perundang-undangan- : Kitab Undang-undang hukum
perdata, Peraturan Perusahaan dan peraturan-
peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan  dengan permasélahan vang akan
diteliti.

Bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-
buku karya para pakar, makalah-makalah senminar,
naskah di berbagai media masa yang berhubungan
benelitian‘

Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus
hukum, dan kamus lain vyang dapat membantu
peneliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengurﬁpulan data
Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, maka metode pengumpulan data vang

dipergunakan adaiah_:

 aprs e s o e




a. Studi dokumen atau kepustakaan

Studi ini dilakukan terlebih dahulu agar
pengetahuan dan data vang dipercleh dapét
dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan

wawancara terhadap dokumen-dokumen vyang telah

disebutkan dalam jenis data dan sumber data.

vang meliputi bahan hukum primer, sekunder

maupun tersier.

. Wawancara

Tipe wawancara yang digunakan adalah
wawancara tidak terstruktur (instructured
interview), yang dilakukan dengan cara terang-
terangan {overted interview) . Penentuan
responden sebagali sample akan dilakukan secara
purpousive sampling mengingat - homogenitas dari
kerjasama antar perusahaan jasa mengenal tenaga
ahli. Apabila dari sample awal ini belum
berhasil, . maka akan dilakukan pemilihan
responden lagi ‘sebagai sample lanjutan. sampai
variasi informasi tidak ditemukan.

Dalam wawancara ini responden merupakan
sumker informasi, karena mereka . dianggap
mengetahui dan terlibat secara langsung dengan

obyak penelitian. Oleh karena itu Jumlah

26




sumoer informasi bukan merupakan pertimbangan
utama melainkan seberapa jauh sumber informasi

mengetahui dan menguasai permasalahan dalam

penelitian ini

5. Teknik Analisa

Data primér maupun dafa sekunder vang
berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini
dianaliisis dengan mengunakaﬁ metode analisis
kualitatif. Analisis yuridis empiris dilakukan
dengan menelaah data-data vyang diperoleh dari
bahan hukum primer berupa telaah terhadap asas-
asas hukum dan sinkronisasi vertikal

Asas-asas hukum yang digunakan untuk menelaah

- dalam analisis yuridis empiris ini adalah asas-

asas hukum perundang-undangan vyang berkaitan
dengan kontrak dan tanggung jawabnya dan dilakukan
secara deduktif‘éksplanatoris, yaitu dengan cara
mengarahkan fokus penelit%an pada maszlah {(domain)
tertentu untuk mendiskripsikan/ menjelaskan

fenomena yang ditemukan dalam penelitian.
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G. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB .I

BAB

Bagian Iini adalah dasar dari penelitian ini vang

PENDAHULUAN

meniadi pedoman pada proses penulisan bab
selanijutnya.
IT TINJAUAN PUSTAKA

Bagian

ini menjadi bahan pembanding untuk

melakukan analisa dari data yang telah diperoleh.

Pada bagian ini secara garis besar memuat

A,

Kerjasama perusahaan jasa pada umumnya

1. Pengertian Kerjasama

2.

Tinjauan Usaha Bidang Jasa

. Tujuan diadakannya Kerjasama

. Tipe kerjasama

. Fakter lingkungan yang mempengaruhi
\Hubungan Kerjasama Antar Perusahaan Jasa

. Unsur-Unsur Kerjasama Antar Perusahaan

Jasa .

Pola Kerjasama pada umumnya

1.

Pengertian pola Kerjasama

2. Jenis-jenis pola Kerjasama

a} Pola Kemitraan
) Pola Joint Venture

c) Joint Enterprise
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a)

o}

c)

a)

b}

aj
b)
c)
d]

e)

Kontrak Karya
Production Sharing

Penanaman Modal dengan DICS-Rupiah

Penanaman Modal dengan Kredit

Investasi

Portofolio Investment
Turnkey Project
Direct Investmgpt

Bentuk-bentuk lain

C. Hubungan hukum pada kerjasama antar perusahaan

1. Dasar Hubungan Kerjasama Antar Perusahaan

Nilai Kepercayaan Dan Kerjasama

Pendekatan Dalam Sistem Allansi

Strategis

Konsep Dasar Sistem Aliansi Strategis

2. Dasar Hukum Kerjasama

Kebebasan dalam berkontrak

Pembatasan dalam berkontrak

3. Asas~asas perjanjian kerjasama

Asas Lgéalitas

Asas Hukum Kontrak Bersifat Mengatur
Asas kebebasan bérkontrak

Asas pacta sunt servanda

Asas konsensualitas
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f) Asas cbligator
4. Unsur-unsur Perijanjian kerjasama
a) Ada Perjanjian - tertulis
b) Para Pihak, sebagai subjek hukum harus
sebuah badan usaha
c) Ada Tenaga Ahli vyang siap untuk
dimobilisasi
d} Ada Keuntungan Timbal Balik
e) Ada tujuan yang akan dicapai
f) Ada sasaran yang akan dicapai
5. Arsip-arsip
a) Pengertian Arsip
b) Tujuan Arsip
¢} Penggolongan Arsip

d} Tenggang Waktu Hubungan Kerjasama

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN'PEMBAHASAN
Bagian ini’ mendiskripsikan berbagai temuan
diiapangan, dilanjutkan dengan melakukan analisa
data dari hasil rpenelitian dengan memanfaatkan
teori yang ada dan tinjauan pustaka.

BAB IV : PENUTUP
Bagian ini adalah simpulan dari pembahasaﬁ hasil

penelitian yang .diuraikan pada Bab terdahulu.




Bagian ini pula disampaikan sejumlah rekomendasi

yvang relevan dengan simpulan yang diambil.

. 31




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. KERJASAMA PERUSAHAAN JASA PADA UMUMNYA
1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama dalam dunia wusaha adalah hasil

terjemahan dari bahasa Inggris Partnership, dan
Black’s Law Dictionary memberikan ilustrasi

sehubungan dengan pengertian kerjasama, vyaitu:

“A voluntary cantract between two or more competent person (o
place their money, effect, labor and skill or some all of them in
lawful commerce or bussiness with the understanding that shall

be prolyor!ional sharing of the profits and losses between
)15

them.’

Disini konsep kerjasama diwujudkan dalam,

sebuah perjanjian yang disepakati oleh dua orang

atau lebih yang berkompeten untuk menginvestasikan

uang, aset, tenaga kerja dan ketrampilan mereka,

atau beberapa dari mereka yang berkecimpung dalam

dunia perdagangan atau bisnis secara proporsional

terijadi pembagian keuntungan dan kerugian diantara

mereka.

“An associatiod of two or more persons o carry on, as co-
owners a bussiness for profit. A synnatlagmatic and commutative
contract made between [wo or more persons for the mutual
participation in the profits which may accrue from property,
credit, skill or industry, furnished in defermined proportions by
the parties ™ -

Tidak tertutup kemungkinan vyang mengadakan

kerijasama adalah sebuah asosiasi terdiri dari dua

 Black Law’s Dictionary-with pronunciations by Henry Campbell Black, MA, fifth edition, 1979,

Page 1009
% Ibid
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orang atau leblh sebagai wakil dari pemilik
usaha, untuk menjalankan bisnis untuk memperoleh
keuntungan, dalam perkembangan sekarang wakil dari
pemilik usaha vyang memiliki kewenangan untuk
menentukan arah dari perusahaan demi menjamin
eksistensinya dikenal dengan sebutan CEO (Chief
Executive Official). CEO’ inilah vyang menentukan
keberhasilan menajemen strategis, CEO bertanggung
jawab menentukan Jjenis wusaha vang dijalankan
perusahaan dan menyesuaikan peluang pasar bagi
produk terbaik vyang menggunakan sumber daya
perusahaan sebaik mungkin. Orang ini  harus
mengkonseptualisgsikan strategil tersebut dan
kemudian mengawali dan mempertahankan proses
manajemen strategis”. Kegiatan perencanaan adalah
bagian dari keseharian peran CEO, kegiatan
perencanaan ini sering melibatkan pemikiran,
tulis-menulis, digkusi dan waktu vyang sepi untuk
merenungkan kongep apa saja vyang akan menjadi
éébuah kebijakan' perusahaan. Oleh karena itu
penekanan peran CEO lebih banyak menyediakan waktu
untuk mengelola pefencanaaﬁ stfatégis dari pada

mengambil keputusan strategis, namun peran yang

'7 Yauch, Lawrence R., William F. Glueck, “Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan”,
Erlangga, Jakarta, 1996, hal 51




dimainkan sangat menentukan dalam parumusan

strategis.
“Partnership are treaded as conduit and are therefor not Subjec;ﬁ
not taxation. The various items of partnership income gains and
fosses, elc. flow through to the individual partners and are
repbrted on their personal income tax returns™’®

Akhirnya Essensi dari kerjasama adalah cara,
upaya untuk meraih sejumlah keuntungan atau
meningkatkan perclehan profit. Maka hasil dari
kerjasama ini bukan subjek vyang bebas dari
pengenaan pajak. Berbagai perscalan yang berkaitan
dengan perolehan profit dan kerugian vyang diderita
selama kerjasama tersebut berlangsung akhirnya
akan mengenai ' para peserta‘ dari kerjasama
tersebut, dan besarannya akan dilaporkan pada
pengembalian pajak penghasilan.

Menurut Kamus Besgar Bahasa Indonesia,
nampaknya lebih sederhana namun dengan tidak
mengurangi makna yang ada, Kerja Sama adalah

“kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga

atau pemerintahan, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan
bersama””.

. Tinjauan Usaha Bidang Jasa

Berbagai bisnis jasa yang banyak dijumpai
dalam hidup kita sehari~hari diantaranya,
asuransi, telekomunikasi, konsultan, pendidikan,

binatu reparasi dan jasa finansial lain. Itu baru

'® Op Cit, Black Law’s Dictionary, hal 1009
Y Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal
488
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sebagian dari sekian banyak bisnis Jjasa yang
berkembang dewasa ini bisa kita bayangkan betapa
berpengaruhnya 'bisnis jasa daiam dunia modern.
Kini setiap konsumen tidak lagi sekedar membeli
suatu produk tetapi juga segala aspek
jasa/pelayanan vyang melekat pada produk tersebut
mulai dari teahap prapembelian sampai dengan
purnabeli.

Bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan,
salah satu cara vyang efektif dalam melakukan
deferensiasi adalah melalui jasa atau pelayanan
yang diberikan. Hal ini membawa perubahan yang
cukup mendasar dalam bisnis utama suatu
perusahaan. Sebaéai contoh bisnis utama restoran
bergeser dari. sekedar menyédiakan segala macam
masakan untuk dijual menjadi usaha melayani dan
memuaskan rasé Japar para pelanggan dengan
disertai wusaha menyediakan usahé vang kondusif
bagi pelanggan untuk menikmati hidangan,» bahkan
tidak jarang puia restoran disajikan hiburan
musik. Berikutnya sebuah peiusahaan komputer,
dimana yang dijual adalah solusi bukan sekedar
produk fisiknya ini karena konsumen membeli
komputer terutama untuk digunakan dalam

mengerjakan sesuatu atau memecahkan, sehingga
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peranan komputer lebih banyak sebagai alat bantu.

Pengan demikian segala aspek jasa atau pelayanan

seperti instalasi,‘ reparasi, konsultasi cara

penggunaan dan sebagainya menjadi satu bagian vang

tidak terpisahkan dari komputer yang dijual.
Menurut [lizsimmons dan Sullivan dalam bukunya “Service

Operation Management "’

, perkembangan sektor ‘jasa erat
kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan
aktifitas ekonomi. Adapun tahap~tahap daiam

perkembangan aktifitas ekonomi meliputi:

a. Primer {ekstraktif),

Meliputi pertanian, pertambangan,

perikanan dan kehutanan.

b. Sekunder |(produksi harang),

meliputi pemanufakturan dan pemrosesan.

C. Tersier (3asa domestik)*,

Terdiri atas restoran dan hotel, salon
kecantikan; laundry dan dry cleaning ’

pemeliharazan dan reparasi.

d. Kuarter (perdagangan)™*,

Meliputi transportasi, perdagangan eceran,
komunikasi, keuwangan dan asuransi, real estate

dan pemerintahan.

* Tjiptono Fandy, “Manajemen Jasa”, Andi Offset Yogjakarta, 2001, hal 2-3
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. dikemukakan

Kuiner
manusia)*

Terdiri atas keseha
rekreasli dan kesenian.

Keterangan:

(perbaikan dan peningkatan kapasitas

tan, pendidikan, riset,

*termasuk aktifitas bidang Jasa

“Beberapa pakar ckonomi mengklasifikasikun perkembangan ini

kedalam tiga tahap yaitu zpri
barang) dan tersier(jusa) "’

mer{ekstraktif), sekunder(produksi

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa

ini mendcrong pertumbuhan

peluang Dbisnis vyang mun

demikian halnya
luas.
berlangsung pesat.
sebagail pemic
jasa yang demikian pesat, d
1. Adanya peningakatan

dalam perekonomian.

cul

kesempatan

Berbagai

sektor jasa. Banyak

dari sektor ini,

kerja akan semakin

Di Indonesia perkembangan sektor jasa juga

faktor bisa

U perkembangan sektor

iantaranya

pengaruh sektor jasa

2.Waktu. santai yang semakin bahyak

3. Persentase wanita vya
kerja semakin besar

4, Tingkat harapan hidu

5. Produk-produk yang d
kompleks

6. Adanya peningkatan k

X 1bid

ng masuk dalam angkatan

p semakin'meninqkat

ibutuhkan semakin

ompleksitas kehidupan
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7.Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan
kelangkzan sumber daya

8. Perubahan teknologi vang semakin cepat.

Perkembangan dan peranan sektor Jjasa vyang
semakin besar dimasa mendatang terutama didorong
oleh kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan
informasi. Kini jasa meliputi hampir 1/3
{sepertiga) dari volume perdagangan dunia dan 3/5
(tiga per lima) dari arus Foreign Direct Invesment
(FDI) . Bagi - negara berkembang {(termasuk
Indeonesia), meningkatnya internasionalisasi jasa
memberikan peluang bagi pengembangan ekspor baru

dan menjadi daya tarik bagi DI, terutama ekspor

" jasa Jarzk Jjauh, seperti data processing dan

software programing.

a. Pengertian produk barang dan Jasa

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan
dengan befbagai cara. Salah satu cara vyang
banvak digunakag adalah kiasifikasi berdasarkan
daya tahan atau berwujud tidaknya suatu produk.

Pengelompokan produk tersebut adalan:

1) Barang tidak tahan lama (Nondurable Goods)
Barang tidak tahan lama adalah barang

berwujud vang biasanya habis dikonsumsi

dalam satu atau beberapa kali pemakailan.
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Atau habis dikonsumsi dalam satu atau

beberapa kali pemakaian atau ‘dengan kata

lain umur ekonomisnya kurang dari satu

tahun, contoh sabun, minuman dan makanan

ringan, garam, gula, kapur tulis dan

sebagainya.

2) Barang tahan fama (Durable Goods)

Barang tahan lama adalah barang
berwujud yang biasanya bisa bertahan lama
dan memiliki umur ekonomis lebih dafi satu
tahun, contoh antara lain TV, kulkas, mobil,

komputer, mesin cuci dan lain lain.

3) Jasa (service)

Jasa merupakan aktifitas, manfaat atau
kepuasan vang ditéwarkan untuk dijuali.
Contohnya bengkel reparasi, salon
kecantikén, Xxursus ketrampilan, hotel, rumah

sakit dan sebagainya.

Sebenarnya pemisahan secara tegas antara
produk barang dan jaéa seringkali sukar
dilakukan. Hal ini kafena pembelian suatu
barang sering diikuti dengan jasa-jasa tertentu
(misalnyé instalasi,' pemberian garansi,

pelatihan dan bimbingan operasional, perawatan
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dan reparasi) dan sebaliknya pembelian suatu
jasa seringkali Jjuga melibatkan barang-barang
yang melengkapinya (misalﬁya makanan
direstoran, telepon dalam jasa komunikasi).
Meskipun demikian Jjasa dapat
didefinisikan, menurut Philip Kotler dalam
“"Marketing Management: Analysis, Planiﬁé,
Implementation dan Control”, sebagai berikﬁt:

“Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapar
ditawarkan oleh suatu pikak kepada pihak lain yang pada

dasarnya adalaki itangible (tidak berwujud fisik) dan tidak
menghasilkan  kepemilikan  sesuatu.  Produk jasa  bisa.

berhubungan dengan produk fisik maupun tidak ™

Dari definisi diatas nampak bahwa karakter
dari jasa adalah'sebuah perbuatan atau tindakan
yaﬁg pada dasarnya adalah tidak berwujud
(Itangible) sehingga tingkat kepuasannya
ditentukan oleh sebuah pelayanan. Karakter
inilah yang membedakannya dengan produk secara
fisik vyang tingkat kepuasannya ditentukan
secara  fisik . dari produ% barang  yang

ditawarkan.

b. Variasi Dari Penawaran Produk Barang Dan jasa

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar

biasanya mencakup beberapa jenis jasa. Komponen

2 Ibid, hel 6,
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jasa ini dapat merupakan bagian kecil ataupun
bagian utama/pokok dari keseluruhan penawaraﬂ
tersebut. Pada kenyataannya suatu penawaran dapat
bervariasi dari dua kutub ekstrim yvaitu berupa
barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi
lainnva. Berdasarkan kriteria ini penawaran suatu
perusahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori
yaitu:
4) Produk Fisik Murni
Penawaran semata-mata hanya terdiri
atas produk fisik misalnya sabun mandi,
pasta gigi atau sabun cuci tanpa ada Jjasa
atau pélayanan yang menyertai produk

tersebut.

5) Produk Fisik dengan fasa Pendukung
Pada kategori ini penawaran terdiri

atas suatu produk fisik yang disertai dengan
satu atau beberapa Jjasa untuk meningkatkan
daya tarik dengan konsumennya. Misalnya
produsen mobil harus memberikan - penawaran
yang jauh lebih banyak , daripada hanya
sekedar mobil saja, yaitu bisa meliputi
pengantaran, repafasi, pemasangan suku
cadang dan sebagainya. Menurut Clemente M.N,
dalam “The Marketing Glosary”, vyaitu
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“Pada kategori ini jasa dapat fm!a dfdeﬁnisikan sebagai
kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang
telah membeli produknya®, '

Sedangkan menurut Theodore Levit dalam
Harvard Bussiness review,  “Production-Line Approach to
Service'?, mengamati semakin canggih teknoldgi
suatu produk generik misalnya mobil, mesin
fotocopy dan komputer), maka penjualannya
semakin tergantung pada kualitas dan
ketersediaan layanan pelanggan (customer
service) vyang menyertainya, seperti ruang
pajangan (show room), fasilitas pengantaran,
perbaikan dan pemeliharaan, bantuan

aplikasi, pelatihan operator, konsultasi

instalasi dan pemenuhzan garansi.

6) Jasa Utama yang didukung dengan barang dan jasa

minor

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok
bersama—sarﬁa dengan jasa tambahan
{pelengkap) . dan atau barang-barang
pendukung, contohnya penumpang pesawat yang
mempeli Jjasa transportasi, selama menempuh
perjalanan menuju tempat tujuannya ada

bekberapa unsur fisik yang terlibat

B Ibid, hal 7
Y1bid
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seperti makanan dan minuman, majalah atau
surat kabar yang disediakan dan lain-lain.
Jasa seperti ini memerlukan barang vyang
bersifat kapital intensif (dalam hal ini
pesawat) untuk realisasinya tapi penawaran

utamanya adalah jasa.

7} Jasa Murni

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa
atau pelayanan yang tidak berwujud, misalnya
fisioterapi, konsultasi psikologi, pemijatan

dan lain-lain.

c. Klas iﬁkasi Jasa

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai
macam variasi bauran antara barang dan Jjasa
diatas, maka akan sulit untuk menggeneralisir jasa
bila tidak melakukan pembedaan lebih lanjut.
Banyak pakar vyang melakukan klasifikasi Jasa
dimana masihg—masing ahli menggunakan dasar
pembedaan yang digesuaikan dengan sudut pandangnya
masing-masing. |

Lovelack dalam buku Evans | Joel R dan Barry Berman

23

“Marketing , memberikan Klasifikasi jasa berdasar

berdasarkan pada tujuh kreteria yaitu

B Ibid, hal 8,
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Tabel 1: Kiasifikasi Jasa

BASIS KLASIFIKAS! CONTOH
1. Segmen Pasar Konsumen akhir Salon kecantikan
Konsumen organisasional Konsultan manajemen
2. Tingkat Keberwujudan Rented-goods service Penyewaan mobil
Owned-goods service Reparasi jam tangan
Non-goods service Pemandu wisata
3. Keterampitan Penyedia Professional service - Dokter
Jasa Nonprofessional service Supir taksi
4. Tujuan Organisasi Jasa Profit service Bank
Nonprofit service Yayasan sosial
5. Regulasi Regulated service Angkutan umum
Nonregulated service Katering
8. Tingkat Intensitas Karyawan Equipment-based service ATM
People-based service Petatih sepakbola
7. Tingkat Kontak Penyedia High-contact service Universitas
jasa dan Pelanggan Low-contact service Bioskop

Sumber : Fandy Tjiptono, "Manajemen Jasa”, Andi Offset Yogjakarta, 2001, hal 13 yang diolah dari
Christopher Lovelock dalam buku Joel R Evans and Bamry Berman "Marketing”

Berikut uraian masing-masing kriteria

1) Segmen Pasar

Berdasarkan segmen

pasar, Jjasa dapat

dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir
(misalinya | taksi, asur;‘.msi Jiwa dan
pendidi.kan) dan jasg kepada konsumen
organisasion_al (misalnya Jjasa akutansi dan
perpajakan, Jjasa keonsultasi menejemen dan
jasa konsultasi hu]_cum) . Sebenarnya ada
kesamaan diantara kedua segmen tersebut
dalam pembelian jasa. Baik konsumen akhir
maupun konsumen organisasional  sama-sama

melalui proses pengambilan keputusan,
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meskipun faktor-faktor yang wempengaruhi
pembelian berbeda. Perbedaan utama antara
kedua segmen tersebut adalah alasan dalam
memilih jasa, kualitas jasa yang dibutuhkan

dan kompleksitas pengerjaan jasa tersebut.

2) Tingkat keberwujudan (tangibility)

Kriteria ini berhubung@n dengan tingkat
keterlibatan produk fisik dengan konsumen.
Berdasarkan kriteria .ini, jasa dapat
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

(a) Rented goods service I

Dalam jenis ini, konsumen menyewa
dan menggunakan produk-produk tertentu
berdasarkan tarif tertentu selama
jangka waktu tertentu pqla. Konsumen
hanya dapat menggunakan produk
tersebut, karena kepemilikannya tetap
befada‘ pada pihak perusahéan yang
menyewakannya. Confohnya penyewaan
mobil, kaset vided, laser disc, wvilla,

dan apartemen.

(b) Owned goo‘ds service

Pada owned goods service, produk-
proauk yang dimiliki konsumen

direparasi, dikembangkan atau

45




ditingkatkan unjﬁk kerjanya, atau
dipelihara/dirawat oleh perusahaan
Jasa. jenis Jjasa ini Juga mencakup
perubahan bentuk pada preduk yang
dimiliki  konsumen. Contohnya jasa

reparasi (arloji, mobil, sepeda motor,

komputer, dan lain~lain), pencucian

mobil, perawatan rumput lapangan golf,
perawatan taman, pencucian pakaian
(laundry dan dry cleaning), dan lain-

lain.
(c) Not-goods service

Karakteristik khusus pada denis
ini adalsah Jjasa personal bersifat
intangible (tidak berbentuk produk
fisik). ditawarkan - kepada para
pelanggan. Contohnya supir, baby-
sitter, dosen, tutor, pemandu wisata,
ahli kecantikan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan aspek pemasaran,
secara umum dapat dikatakan bahwa semakin
tidak berwujud suatu- jasa, maka semakin
sedikit persamaan pemasaran jasa  dan

pemasaran barang berwujud. Pada non-goods
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service misainya, kinerija (performance)
hanya dapat dinilai setelah jasa diberikan
dan konsistensi kinerja tersebut sulit
dijaga. Sebaliknya rented goods service dan
owned goods service dapat dipasarkan dengan
cara-cara vyang serupa dengan pemasaran
barang berwujud (produk fiéik), karena kedua
jenis Jjasa ini memerlukan barang-barang

fisik dan lebih bersifat tangible.

3) Keterampilan Penyedia Jasa

Berdasarkan tingkat keterampilan

penyedia jasa, jasa terdiri atas

(a) professional service

profesional disini adalah sosok
penyedia layanan dengan latar belakang
yvang di disain khusus untuk memenuhi
layanan secara profesional -tersebut,
miéalnyé konsultan manajemen, konsultan
hukum, konsultan. ©pajak, konsultan
sistem informaéi, dokter, perawat, dan
arsitek:

(b) Nonprofessional service

nonprofesional disini adalah sosok

penvyedia layanan tanpa dilakukan

persiapan khusus untwk memenuhi layanan
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4)

seara profesional, misalnya supir taksi

dan penjaga malam.

Pada jasa yang memerlukan keterampilén
tinggi dalam proses operasinya, pelanggan
cenderung sangat selektif dalam memilih
penyedia jasa. Hal inilah yang menyebabkan.
para professional dapat mengikat para'
pelanggannya. Sebaliknya iika tidak
memerlukan keterampilan tinggi, seringkall
loyalitas pelanggan rendah karena

penawarannya sangat banyak.

Tujuan organisasi jasa,

Berdasarkan tujuan organisasi, Jjasa
dapat dibagi meniadi commercial service atau
profit service (micalnya penerbangan, bank,
dan Jjasa parsel) dan nonprofit service
(misalnya sekolah, vyayasan dana bantuan,
panti ésuhan, panti wreda. perpustakaan. dan
museun) .Jasa komérsial masih . dapat
diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis
menurut Stanton, Etzel, dan Walker dalam buku Staton William

J. Michael FEtzel and Bruce J. Walker  “Fundamentals of

» 26

Marketing yaitu:

% rbid hal 10
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A

Perumahan atau penginapan, mencakup penyewaan apartemen,
hotel, motel, villa, cottage, dan rumah.

Operasi rumah tangga, meliputi utilitas, perbaikan rumah,
reparasi peralatan rumah tanggal pertamanan, dan household
cleaning.

Rekreasi dan hiburan, meliputi penyewaan dan reparasi
peralatan yang digunakan untuk akiivitas-aktivitas rekreasi dan
hiburan, seria admisi untuk segala macam hiburan pertunjukan,
dan rekreasi.

Personal care, mencakup laundry, dry cleaning, dan perawatan
kecantikan, .

Perawatan kesehatan, meliputi segala macam jasa medis dan
kesechatan.

Pendidikan swasta.

Bisnis dan jasa professional lainnya meliputi biro hukum,
konsultasi pajak, konsultusi akuntansil konsultasi manajemen,
dan jasa komputerisasi.

Asuransi, perbankan, dan jasa finansial lainnya, seperti asuransi
perorangan dan bisnis, jusa kredit dan pinjaman, konseling
mvestasi, dan pelayanan pajak.

Transportasi, meliputi jasa angkutan dan penumpang. baik
melalui darat, laut maupun udara, serta reparasi dan penyewaun
kendaraan.

Komunikasi, terdiri atas telepon, telegraph, komputer, dan jasa
komunikasi bisnis yang terspesialisasi.

Jasa nirlaba (nonprofit) memiliki
karakteristik khusus, vyaitu masalah vyang
ditanganinya lebih luas memiliki 2 publik
utama (keloﬁpok donatur dan'kelompok kiien),
tercapai tidaknya = tujuan tidak hanya
ditentukan " berdasarkan ukuran finansial
(seperti ﬁlar-jin laba dan penjualan), laba
perusahaan ' jasa nirlaba seringkali tidak
berkaitan dengan pembayaran dari pelanggan,

dan biasanya perusahaan jasa nirlaba
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dibutuhkan untuk melayani segmen pasar yang

secara ekonomis tidak layak (feasible).

5) Regulasi

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi

menjadi regulated service (misalnya pialang,

angkutan urmum, dan perbankan) dan

nonregulated service (seperti makelar,

katering, dan pengecatan rumah).

6) Tingkat intensitas karyawan

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan
(keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu
equipmentbased service (seperti cuci mobil
otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh,
ATM (Automatic Teller Machine), vending
machines, dan binatu). dan people-based
service (seperti pelatih sepakbola, satpamn,
jasa akuntansi, konsultasi manajemen, dan
konsultasi hukum). Menaurut Philip Kotler, “Marketing
Management : Analysis, Planing, Irnpléﬁtentation and Control”
People-based service masih dapat dikelompokkan
menjadi kategori tidak terampil, terampil,

dan pekerja professional.
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Jasa yang padat karya (people-based) biasanya ditemukan pada
perusahaan yang memang memeriukan banyak tenaga ahli dan
apabila pemberian jasa itu harus dilakukan di rumah atau di
tempat usaha pelanggan’’.

Perusahaan Jjuga akan bersifat padat
karya bila proses penyampaian. Jjasa kepada
satu pelaﬁggan memakan waktu, sehingga
perusahaan membutuhkan personil yang relatif
banyak untuk melayani pelanggan yang lain.
Sementara itu | perusahaan yang bersifat
equipment-based mengandalkan penggunaan
mesin dan peralatan canggih vyang dapat
dikendalikan dan dipantau secara otomatis
atatw semi otomatis. Ini dilakukan dengan

tujuan untuk menjaga konsistensi kualitas

jasa yang diberikan.

7) Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara
urnurm jésa dapat dibagi menjadi high-contact

service (seperti universitas, bank, .dokter,

dan pegadaian) dan low-centact service
{(misainya bioskop). Pada jasa vyang tingkat
kontak dengan pelanggannya tinggi,

keterampilan interpersonal karyawan harus

diperhatikan oleh perusahaan: jasa, karena

2 Ibid hal 11
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kemampuan membina hubungan sangat dibutuhkan
dalam berurusan dengan crang banvak,
misqlnya keramahan, sopan santun,
komunikatif, dan sebagainya. Sebaliknya pada
jasa vyang fingkat kontak dengan pelanggaﬁ
rendah, justru keahlian teknis karyawan vang
paling penting.

Apabila = dikaitkan dengan tingkat

intensitas karyawan, maka klasifikési
berdasarkan tingkat kontak penyedia jasa dan
pelanggan ini secara lebih terperinci dapat
dilihat pada matriks proses Jjasa vyang
dikembangkan oleh Schmenner dalam buku James
Fitzsimmons  and Moné JFitzsimmons “Service Operations

; Management for competitive Advantage ™ .

‘ Tahel 2: Matriks Proses Jasa
| Tingkat intensitas Tingkat Interaksi dan Customization

Tenaga Kerja Rendah . . Tinggi
Service factory : Service shop :
Penerbangan Rumah sakit
Rendah Pengangkutan dengan truk Reparasl mobil
Hotel - Jasa reparasi lainnya
Resor dan rekreasi
Mass service : Professional service ;
Penjualan eceran Dokter
, Penjuatan grosir Pengacara
Tinggl sekolah Akuntan
Aspek rites dari perbankan Arsitek
komersial

Fandy Tjiptono, "Manajemen Jasa’”, Andi Offset Yogjakarta, 2001 hal 13 yang dikutip
i dari Fitzsimmons, james A. and Mona J. Fitzsi-ynmons {1994), Service Manageinent
for Coffipetitive Advantage. New York: McCraw-4ill, Inc., p, 22.

; 28 Ibid hal 12
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Pada n@triks proses Jjasa diatas, Jjasa
diklasifikaéikan berdasarkan dua dimensi
yang secaraisignifikan mempengaruhi karakter
proses éenyampaian Jjasa. Dimensi
horizoﬁtalhﬁa adalah tingkat intensitas
tenaga kerfa, yang didefinisikan sebagai
rasio antar% biaya tenaéa kerja dengan biava
modal. Sed%ngkan d;mensi vertikal mengukur
tingkat #nteraksi dan - customization
pelanggan. l
Customization acéa’a[ah variabel pemasaran yang menggambarkan
kemampuan pelanggan untuk mempengaruhi secara personal
sifal jasa yang d;isampaikan” .

Interagsi yvang sedikit antara pelanggan
dan penyedi; jasa dibutuhkan manakala jasa
yang dita%arkan lebih terstandarisasi
daripada t%r—customized. ‘ Miéalnya suatu
restoran f;st~food fang ‘menunya sudah
tertentu ak%n membutuhkan tingkat interaksi
yang rendah}'antara pelanggan dan penyedia
jasa. Sébaliknya, seorang dokter dan
pasiennya é harus ‘berinteraksi secara
penuh/intenéif cdalam tahap diagnosis dan
penyembuhan?agar davat mencapai hasil vang

memuaskan.

® Ibid
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Keempat kuadran matriks proses Jjasa
diberi nama sesuai dengan vang didefinisikan
oleh dua dimensi untuk menggambarkan sifat
Jjasa | tersebut. Serviée factories
menyediakan jasa yang terstandarisasi dengan
investasi modal tinggi, seperti halnya
pabrik manufaktur arus garis (line-flow
manufacturing plant). Service shops
memungkinkan Lebih banyak service
customization, tetapi investasi modalnya
tinggi, mirip dengan Job shop pada proses
produksi manufaktur. Para pelanggan mass
service akan menerima 5asa yang tidak
dibedakan (undiffe;entiated) dalam
lingkungan vyang 1intensif tenaga kerja,
sedangkan dalam prcfessional service, para
pelanggan akan mendapatkan perhatian secara
individual.

3. Tujuan diadakannya Kerjasama
Konsep suatu perusahaan yang berdasarkan pada
kerjasama mempunyal ciri adanya kenyataan bahwa
sémua orang yang terlibat.didalamnya, dari para
- pemegang saham kepada manajemen saﬁpai pada
karyawan untuk daéat bekerja bersama dengan tujuan

dan tanggung Jjawab vyang proporsional. Tujuan
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merupakan suatu impian atau keadaan dimasa yang
akan datang vyang dicita-citakan oleh seluruh
perscnil organisasi (dari jenjang dewan komisaris
sampali dengan pesurvh) untuk dicapai dengan
melakukan aktifitas bisnis.

Dalam mencapai tujuan ini akan diberikan
kelengkapan atas kebﬁtuhan untuk mendapat
pertimbangan vyang lebih besar atas kebutuhan
manusia’’. Dengan kata lain orang atau Badan usaha
dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu
kerjasama didasari dari satu tujuan dan tanggung
jawab yang disepakati bersama, apabila tidak ada
tujuan dan tanggung jawab vyang pasti mustahil
kerjasama itu diadakan. Menurut Keith I Fletcher dalam
buku The Law of Partnership, Pa rtnership adalah

“Partnership is the relation which subsist between persons
carrying on bussiness in common with view of profit. It is
particular manifestation of the age-old tendency of persons to

Jorm themselves into associations for the purpose of achieving
some ob!'ect more effectively than it could be achieved by one
1 )

EE)

person

Kerjasama adalah hubungan antara beberapa
orang vyang menjalankan bisnis bersama dengan

tujuanr memperoleh keuntungan. Ini_mérupakan bentuk

% Reinhard Mohn, “Sukses dengan Partnership-siasaf meraih sukses bisnis”, Delapratasa, Jakarta,
1995, hal 106 - 107

3 Keith L Fletcher, BA, LLM, Ph.D, The Law of Partnership in Australia and New Sealand, fifth
edition, The law Book Company Limited, 1987, page 27
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manifestasi yang lazim dilakukan oleh orang-orang
yang semakin tinggi tingkat kematangan hidupnya.
Dimulai untuk kalangan sendiri sampai dengad
asosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan
peberapa obyek dengan pertimbangan yang akan lebih
efektif dari pada hanya diselesaikan oleh satu
orang. Cita-cita atau orientasi dimasa depan yang
ada dalam pemikiran para pendiri inilah yang biasa

disebut dengan "Visi Dari Sebuah Perusahaan”.

a. Visi Perusahaan

Visi perusahaan tidak mungkin 1lepas dari
tujuan yang akan dicapail, dengan kata lain visi

adalan

Cara pandang dari para CEQ terhadap keadaan dalam
perusahaan (inward looking) potensi apa saja yang dimiliki
termasuk kelemahan

vang melekat didalam organisasi perusahaannya dan melihat

peluang  pasar  baik  lokal  maupun_ infernasional  (outward

fooking) yang menanti untuk  dilayani  baik untuk jungka
menengah dan jungka panjcmgjz.

Visi menjadi sangat penting dalam menuntun

CEC untuk menentukan arah mana perusahaan vyang

dipimpinnya dibawa, seorang CEO harus memiliki

pemikiran vyang  terbuka ‘dan siap mendengar,

menerima dan menyesuaikan langkah-langkah yang

diambil dikemudian hari dengan suasana global yang

32 Berdasarkan dari hasil pengamatan dan kesimpulan dari beberapa literatur
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semakin cepat beﬁubah. Disinilah kiat “Think
Globally Act Locally” vyaitu dengan membuat
strateqgi marketing berdasar dengan karakter khusus
suatu daerah geografis tertentu atau mampu “Think
Nationally, Act Regionally” Visi bersifat abstrak
atau tidak tertulis, filosofis, pertimbangan-
pertimbangan, resiko, profitabi-litasnya, ke arah
m.ana perusahaan akan dibawa dan sebagainya vyang
multi dimensi sifatnya serta hanya beberapa orang
saja yang mengerti yaitu yang mengkonsepkan visi

tersebut.

b. Misi Perusahaan

Setelah para pendiri dan atau CEQ tersebut
mampu untuk merumuskan tujuan' dan wvisi dari
Perusahaan. Langkah selanjuﬁnya, adalah bagaimana
membuat setiap orang yang terlibat dalam
organisasi perusaﬁaan tersebut mengerti arah mana
yvang akan ditujﬁ oleh perusahaan tempat mereka
bekerja. Sehingga misi adalah

“Wujud nyata secara tertulis seperti apa cita-cita perusahaan,
ide konsep-konsep twuan atau visi yang telah dipahami,

disepakati bisa dioperasionalkan dengari pencapaian target-
target tertentu sert dituangkan secara tertulis ™

* Berdasarkan dari hasil pengamatan dan kesimpulan dari beberapa literatur
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Visi yang di wujudkan secara tertulis inilah

dikenal dengan sebutan “Mission Statement” atau .

pernyataan misi®!. Suatu pernyataan misi yang baik
adalah bagian penting untuk dapat membuat,

mengaplikasikan ‘dan mengevaluasi strategi.

- Mengembangkan dan mengkomunikasikan pernyataan

misi adalah tah#pan penting terpenting dalam
manajemen strategik. Seiring berubahnya waktu
suatu pernyataan misi seharusnya selalu direvisi
untuk disesuaikan dengan perubahan—perubahan yang
terjadi, tetapi' revisi tersebuf dapat dilakukan
jika telah dipersiapkan dengan teliti dan hati-
hati.

Misi vyang baik haruslah memfokuskan pada
kebutuhan konsumen (customer needs) dan kegunaan
(utilities) daripéda sebuah produk. Jika £fokus
misi terlalu sempit hanya pada prqduk, maka suatu
saat perusahéan akan mengalami kesulitan manakala
produk tersebut sudah tidak disenangi konsumen.

Pernyataan gisi dapat bervariasi bentuk,
panjang, isi dan spesifikasinya. Dalam
penyusunannya miéi suatu pérusahaan dikbentuk atau
dipengaruhi oleh bebergpa‘ elemen vyang harus

dipertimbangkan oleh pembuat strategi agar misi

3 Sri Wahyudi Agustinus, SE, MBA, ‘Mamy’emen Strategik”, Binarupa Aksara, 1996, hal 39
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tersebut dapat benar-benar mencerminkan apa vang

ingin dilakukan perusahaan. Elemen-elemen tersebut

berupa

i.8ejarah masa lalu perusahaan

2. Keinginan dari pemilik atau manejemen puncak

3. Perubahan lingkungan indﬁstri

Q.Keterbatasan sumberdaya (tenaga kerja, modal,
ketrampilan dst)

5. Keunggulan inti yang dimiliki agar dapat

bersaing®.

c. Manajemen Strategik

Manajemen strategik (Strategic Management)
muncul pada tahun 1980 - an, model ini untuk
menyempurnakan kelemahan dari model sebelumnya
yaitu perencanaan .strategik. Perencanaan
strategik cenderung bersifat ritual dan mekanis
sehingga menjgdi sesuatu vyang sifatnya rutin

“dan sering berpegang pada asumsi-asumsi yang
tidak realistig. Hal ini disebabkan- karena
tidak termonitornya pelaksanaan dan
pengendalian dari rencana—rencana.tersebut.

Model ini mulail mengkombinasikan pola
berpikir strategik dengan proses manajemen.

Segala sesuatu vyang bersifat strategik tidak

3 fbid hal 38-39
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hanya berhenti pada proses perencanaan saja
tapi dilanjutkan sampai pada tingkat operasi
dan pengawasan. Mobilisasi dana, daya serta
struktur organisasi juga ﬁulai dipertimbangkan
serta lebih strategik dalam proses manajemen
strategik. Keberhasilan merencanakan,
menerapkan serta mengawasli penerapan rencana
bisnis akan membuat perusahaan tumbuh dan
berkembang®®.
Managemen étrategik adalah

“Adalah suatu séhi dan ilmu dari pembuatan (formilating),

peneapan (implementing) dan evatuasi (evaluating) keputusan-

keputusan strtategis antar _ fwjtgsi-fw?gsi yang memung!cinkan

sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang "

Dari definisi diatas terdapat dua hal

penting yang dapat disimpulkan yaitu

1) Manajemen strategik pada proses

Penekanan manajeman strategik terhadap
proses yang dibagi menjadi proses
(a) Pembuatan strategi,

Mgliputi pengembangan misi dan
tujuan jangka - panjang,
pengidentifikasian peluang dan ancaman
dari luar serta kekuatan dan kelemahan

perusahaan, pengambangan alternatif-

36 Ibid, hal 13

3 fbid, hal 13
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alternatif strategi- dan penentuan
strategi yang sesuai untuk diotopsi.

(b) Pemerapan strategi,

Meliputi penentuan sasaran—-sasaran
cperational ' tahunan, kebidjakan
perusahaan, motivasi karyawan dan
mengalokasikan sumber-sumber daya agar

strategi vyang telah ditetapkan dapat

diimplementasikan.

(c) Evaluasi/kontrol strategi,

Mencakup usaha—usaha} untuk
memonitor seluruh hasil-hasil dari
pembuatan dan penerapan strategi
termasuk mengukur kinerja individu dan
perusahaan serta mengambil langkah-

langkah perbaikan jika diperlukan.

2) Manajemen strategik pada fokus

Memfokuskan pada penyatuan/
penggabungan aspek-aspek. pemasaran, riset
dan pengembangan, keuanéan?akutansi dan
produksi/operasional dari sebuah Dbisnis.
Karena ia mengintegrasikan semua fungsi-

fungsi bisnis.
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Strategik selalu memberikan keuntungan
sehingga jika proses manajemeﬂ yang
dilakukan perusahaan gagal untuk menciptakan
keuntungan bagi perusahaan /organisasi maka
proses menejemen tersebut tidak dapat
disebut manajemen strategik.

4. Tipe Kerjasama

Dalam dunia usaha perihal kerjasama sudzh
bukan sesuatu yang asing, bahkan sebaliknya para
pelaku usaha tidak dapat Ilepas dari adanya
kerjasama dengan siapapun dan. dalam bentuk sekecil
apapun. Dari sejumlah kerjasama yang lazim
dilakukan para pelaku  usaha, masing—mésing
memiliki karakter dan kepentingan vyang berbeda.
Namun disini kita mencoba untuk memberikan batasan
vang mendasar sesual dengan karakter kerjasamanya
sehingga diperoleh penggolongan .atau tipe dari

kerjasama yaitu

a. Kerjasama Umum (General partnership),

Bentuk Kerjasama ini biasanya dilakukan
pada badan usaha denganlskala menengah kebawah
atau usaha kecil dan menengah. Karena usaha
kecil dan menengah inilah segala seluk beluk
keputusan dan. strategi manajjemen yang
diterapkan semuanya masih ditangani sendiri hal
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ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja vang
dibutuhkan juga relatif maéih sedikit atauv bisa
nampak dari struktur organisasi vyang masih
sederhana. Sehingga segala pengendalian
terhadap perusahaan masih dapat dilakukan oleh
pemilik yvang sekaligus sebagai pengambil
keputusan (CEOQ), termasuk keputusan untuk
melakukan kerjasama dengan siapapun deﬁgan

resiko apapun. Dan

b. Kerjasama Terbatas (Limited Partnership)

Pada kerjasama ini lazimnya dilakukan oleh
usaha sudah berskala menengah dan besar,
kerjasama vyang dilakukan oleh seocrang CEQ
disini hanya sebatas melakukan kerjasama saja.
Sebab penunjukan seorang CEQ oleh para pemilik
untuk menjalankan usaha sebagai wakil dari
pemilik dalam hal ini mengambil keputusan-
keputusan. strategis, manaééria; dan segala
tindakan yang dianggap perlﬁ yang akhirnya
untuk membukukan profit déngan catatan CEQO ini

bukan termasuk sebagai pemilik perusahaan.

¢. Perbedaan dari tipe kerjasama ini adalah :

1) Kepemilikan

Kerjasama Umum dimiliki seluruhnya oleh

orang vyang melakukan kerjasama tersebut.
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Sedangkan pada Kerjasama Terbatas hanya
dimiliki satu atau sebagian dari peserta
kerjasama, dengan kata lain tidak semua

peserta kerjasama tersebut adalah pemilik.

2) Pertanggungan_fawab,

Kerjasama Umum memiliki pertanggungan
yang tidak terbatas terhadap nutang
kerjasama . tersebut, sedangkan kerjasama
terbatas bpilasanya hanya menangung sampail
dengan sejumlah kontribusi peserta ditambah

hutang pribadi vyang dijaminkan.

3) Manajemen,

Kerjasama umum Dberpartisipasi dalam
manajemen dan méngontrol jalannya kerjasama
cersebut. Sedangkan Kerjasama Terbatas tidak
semua peserta diijinkan untuk berpartisipasi

dalam aktifitas ini.

4) Subjek Pajak,

Kérjaséma Umum adalah subyek pajak
penghasilan pribadi dari perolehan kerjasama
tersebut meskipun ﬁereka tidak memberikan
kontribusi . untuk kerjasama tersebut,
sedangkan kerjasama terbatas jelas merupakan

subjek pajak penghasilan dan mereka juga
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memberikan  kontribusi . terhadap kerjasama

tersebut.

5. Fakior Lingkungan yang mempengaruhi Hubungan

Kerjasama Antar Perusahaan Jasa

Keberadaan berbagail organisasi dalam suvatu
masyarakat tidak hanya demi kepentingan organisasi
dan berbagai pihak yang berkepentingan saja, akan
tetapi juga demi peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat. Kebenaran pendapat ini terlihat pada
ungkapan bahwa setiap organisasi ‘mempunyai
tanggung jawab soéial. Penunaian 'kewajiban sosial
sangat mnungkin tidak dapat’ dilaksanakan dengan

baik apabila suatu organisasi bekerja sendirian,

ini Dberarti kerjasama antar organisasi sangat

diperlukan.

Kerjasama dalam  bentuk penggabungan sumber, penyatuan

gerak langkah dan kesamaan tindakan dengan kata lain

diperlukan pembentukan jaringan kemitraan (networking)™.

Suksesnya sebuah kerjasama  pada sebuah
perusahaan térgantung pada ketajémaﬁ dalam membuat
analisa lingkunggn yvang menjadi puncak pada
manajemen strategik perusahaan. Yaitu :pertama
bahwa organisasi/perusahaan tidak berdiri sendiri
(terisolasi) tetapi berinteraksi dengan bagian-
bagian dari lingkungannya dan lingkungan itu

sendiri selalu berubah setiap saat. Dalam banyak

3 Siagian P. Sondang, “Teori Pengembaﬁgan Organisasi”, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 260
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kasus Dbeberapa perusahaan .akan hancur karena
ketidakmampuan menganalisa dan beradaptasi dengan
kendisi lingkungan yang selalu berfluktuasi.Kedua
Pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks
dapat mempengaruhi kinerja banyak bagian vyang
berbeda dari sebuah perusahaan.

Rumit serta tidak pastinya masa depan membuat

para penyusun strategi harus lebih berhati-hati-

dalam melakukan analisa lingkungan. Lingkungan

disini dapat dibagl dua yaitu

a. Lingkungan Eksternal (luar perusahaan)

Suatu kekuatan yang berada diluar
perusahaan dimana perusahaan tidak mempunyail
pengaruh sama sekali terhadapnya
(uncontrolable) sehiﬁgga perubahan-perubahan
yang terjadi pada lingkungan ini akan
mempengaruhi kinerja semua perusahaan.

Dasar. kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Iptek) terutama disini adaiah sarana
telekomunikasi di Indonesia, meniadi salah satu
komponen pendukung kebutqhan akan cepatnya arus
informasi. Kecepatan pengembangan teknologi
seakan lebih cepat daripada kita memikirkannya
dulu. 8Saat sekarang ini dengan berkembangnya

sistem jaringan online ke seluruh penjuru dunia
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(internet) memﬁuka peluang-peluang baru, secara
lambat namun pasti telah mengeser tata ekonomi
setelumnya dengan munculnya tata eEconomy.
Sekalipun eﬁconomy masih lagi mencari bentuk,
ternyata secara dini telah menggeser urusan
integrasi dan kolaborasi ketingkat vyang lebih
cair.

Mau tidak mau mempengarﬁhi proses produksi
dengan kata lain bila kita ingin melakukan
efisiensi mutlak harus dengan Iptek. Peran
iptek dalam peningkatan kualitas dan -kuantitas
barang atau jasa yang dihasilkan, memacu
hubungan baru antar wilayah yang pada
gilirannya setelah mengalami proses akselerasi
beberapa dekade terakhir, kita kenal sekarang
dengan globalisési.

Hadirnya sarana telekqmunikasi vang
semakin handal dengan kecanggihan teknologi
{satelit) membuat dunia terasa semakin simpit
saja. Betapa tgdak dengan Informasi Teknologil
{IT) ini orang=orang yang berada diberbagai
belahan dunia dapat | saling berinteraksi
seaemikian rupa, terhubungnya setiap sudut
dunia, kecepatan informasi semakin tinggi

semakin memberikan tekanan pada terbentuknya
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masyarakat global yang artinya aktivitas
masyarakathya sudah -pada “TraASnational”.

Semakin akrabnya  kita dengan IT harusnya
sudah kita mengerti masalahnya bukan lagi ikut
perubahann zamaﬁ, tapl kebutuhan akan zaman.
Dari perubaﬁan yang mendasar ini Pada
gilirannya mempengaruhi

1. Perubahan pada pola-pola produksi

2. Keterkaitan antara pasar-pasar keuangan

(W)

Makin pentingnya MNC

W
»

Makin pentingnya perdagangan dan
pertumbuhan dari blok-blok perdagangan

regional

5. Penyesuaian dan privatisasi

()
.

Hegemoni dan konsep neo-liberal dari
hubungap ekonemi, yaitu yang menekankan
pada: pasar-pasar privat, deregulasi,
pengurangan peranan pemerintah,
perdagangan international.

7. Trend dunia vang mengarah pada
demokratisasi, perlindungan HAM dan
revitalisasi rule of law, memperkuat

pengadilan®?.

b. Lingkungan Internal (Dalam perusahaan)

i Perspektif — Volume 2 No 2 tahun 1997, edisi Juli, [Hal 4
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Sebuah perusahaaq adalah subjek ekonomi
yang berdiri sendiri, wuntuk itulah otonomi
rumah tangga perusahaan mengandung implikasi
bahwa untuk ba?ang—barang atau Jjasa-ijasa yang
‘dihasilkan akan diperoleh suatu imbalan vyang
sedikitnya sama dengan nilai-nilai yvang
dikorbankannya. Ekuivalen tersebut pendapatan
bruto rumah tangga perusahaan dan dibentuk
melalui proses pertukaran. . Jika perusahaan
ingin bertahan sebagai .subjek ekonomi vyang
berdiri sendiri maka ﬁarus terdapat sebuah arus
pendapatan sééara kentinu yang mengalir kedalam
rumzh tanggal tersebut. Dengan demikian kita
dapat mengatakan bahwa rumah-rumah tangga
perusahaan merupakan organ-organ dalam proses
produksi masyarakat yang - mempuﬁyai fungsi
nenghasilkan barang dan jasa—jasé.'

Para CE0O dalam melaksanakan tindakan
ekonomisnya tentu saja harus memperhatikan
faktor-faktor f sosiclogi dan psikolcegi
Vperusahaan. Fakteor sosiologi perusahaan lebih
memperhatikan aspek kelompock sedangkan
psikclogl perusahaan lebih memperhatikan pada
aspek individual dan suatu aspek kelompok

sehingga untuk mempelajari relasi-relasi
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manusia didalam lingkungan perusahaan maka
sosiologi perusahaan.ldan psikologi perusahaan
bertolak dar; gejala-gejala sosial  vyang
bersifat individual psikologis, dinamika
kelompok dan organisatcris?®.

Memang harus diakui banyak problem sekitar
faktor manusia dalam lingkunganr perusahaan
terutama vyang bersifat socal 'perasaan vang
berhubungan dengan “intuisi, merasakan,
mengerti/memahami dan menghayati”.

Namun pada perkembangan berikutnya faktor
manusia merupakan aset perusahaan yéng
menduduki peran penting, sehingga apa yang
menjadi problema sosiologi perusahaan dan
psikclogi perusahaan menjadi aspek-aspek yang
erat hubungannya dalam “Industrial Relation;
yang secara umum dapat dikatakan hubungan-
hubungan antar relasi manusia dalam perusahaan.

Menurut Milton Derber dalem Tripel Audii Of industrial
relation, ada ' determinan—deferminan yang
mempengaruhi Industrial (personel) Relations

yvaitu

* Winardi, DR, SE, Kapita selekta ekonomi perusahaan, Nova, Bandung, hal 3
! Ibid, hal 6
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a. Attitude of Union and management officials toward each other
b.  Relative ability of employer and union to attain major objectives
c. The area of collective bargaining

d. The scope of collective bargaining

e.  Ability of union officials to control and satisfy employees

I Effective intra management communication.
& [Lconomic ability to the employer to meet employee demands
h. &ffectiveness of grievance procedures

i Management programs and actions directed toward employees
throught channels others than the union

J. Strenght and activity of informal groups
k. Community mores and attitudes

Dari uraian nampak bahwa faktor manusia
dalam lingkungan perusahaan teramat penting dan
seluruh kompleks gejala yang timbul oleh faktor

manusia dalam lingkungan rumah tangga

perusahaan perlu disikapi dengan suatu Approach

"Total Atau Integral”.

6. Unsur-Unsur Kerjasama Antar Perusahaan Jasa

Sebelum sebuah perusahaan memutuskan untuk
melakukan hubungan kerjasama, £éntunya ditentukan
terlebih dahulu spesifikasi dan.rancangan bentuk
kerjasama yahg akan.dibuat serta diharapkan. Hal
inilah yang menyebabkan dibutuhkan adanya cetak.
biru Jjasa (servi;e blueprint). Cetak biru Jjasa
merupakan suatu gambar atau peta yang secara
akurat menggambarkan sistem Jasa vyang sehingga
setlap orang yang berbeda vyang terlibat dalaml

penyediaan Jasa tersebut dapat memahami  dan-
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dikalangan dunia usaha merupakan kenyataan hidup.
Idealnya persaingan, yang terjadi secara “fair”
antarz lain melalui peningkatan mutu.produk, harga »
yang wajar, palayanan yang memuaskan, kegiatan
promosli vyang jujur dan usaha-usaha lain sejenis
sedemikian rupa sehingga para konsumen atau
pelanggan tidak mersa diperlakukan sebagai “pion”
dalam permainan para pengusaha yang dengan segala
cara ingin meraih  keuntungan vyang sebesar-
besarnya. Dalam suasana demikian adanya persaingan
sudah merupakan tantangan eksternal vyang herus
" dihadapi. Tantanéan persaingan ménjadi lebih berat
lagi dalam hal terjadinya pe;saingan tidak sehat
- yang sesungguhnya tidak dapat dibenarkan dilihat
dari segi hukum, tanggurg jawab scsial bahkan.
moral. Sesecrang vyang berusaha dengan jujur akan
mampu menghadapi tantangan demikian antara lain
memalui ketaatan kepada etika bisnis yang
disepakati bersama, peningkatan mutu produk,
kesadaran akan "tanggung jawab  sosial serta
kepatvuhan kepada berbagal peraturan perundangan
yang berlaku.

Kesemuanya itu hanya akan terwujud apabila

dalam organisasi terdapat sumber daya manusia yang

13
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Pemerintah berwenang mengetahui dan menyetujui perjanjian-
perjanjian  umum dan khusus antara pihak-pikak  yang
mergadakan kerjasama yang mungkin masih ada diluar hal-hal
yang telah tertera dalam akta notaris tersebut. Dalam prakiek
memperoleh ijin pendirian dan usaha joint venture merupakan

 fahap permulaan, yaitu permohonan persetujuan pemeriniah
atas rencana kontrak dengun pihak -pihak yang akan berjoint
venfure’

c. Joint Enterprise

Joint Enterprice merupakan suatu bentuk
kerjasama yang membentuk suatu badan hukum
(perusahaan) vyang terbentuk dari perjanjian

antar pemilik modal asing dan modal nasional.

Joint Enterprice merupakan perusazhaan terbatas.

(PT) vyang modalnya antara lain terdiri dari
modal dalam nilai rupiah dan modal vyang

dinyatakan dalam valuta asing.

. Kontrak Karya (contract of work)

Kontrak Karya adalah bentuk kerjasama vang
dibuat oleh dua c¢rang atau lebih dengan modal
campuran antara modal asing dan modal nasional.
Bertuk ini terjadi apabilé, investor asing
terlebih dahulu membentuk padan  hukum
Indonesia. Selanjutnya badan hukum vyang baru
ini akaﬁ mengadakan perjanjian kerjasama dengan
suatu badan hukum Indonesia lainnya yéng
menggunakan modal nasional. Dalam hal ini yang

menyebabkan timbulnya kontrak karya adalah

8 rpid
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ketentuan vyang menegaskan bahwa perusahaan
negara tidak dapat dibagi-bagi kedalam-saham-
saham, tetapi merupakan satu keseluruhan
kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara.
Dengan cara -itu dalam menetapkan perbandingan
besarnya modal ‘antara modal asing dan modal
rasional, maké sebagail jalan keluar modal asing
yang ditanamkan dalam rangka kerjasama dengan
suatu perusahaan negara harus dituangkan dalam

suatu perusahaan terbatas yang baru.

. Production Sharing

Bentuk kerjasama ini dilakukan karena
adanvya keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan
modal dan alat-alat dari luar negeri. Daiam
kerjasama ini investor memasukkan modal berupa
alat-alat, mesin-mesin dan perlengkapan-
perlengkapan yahg setelah masuk pelabuhan atau
kepabeanan  langsung dianggap milik Vmitra!
domestik. Sedangkan pengembalian investasi
tersebut kepad; ﬁitra asing dibayar dari hasil
atau produksi yang diperocleh dari uszha
patungan tersebut (bagi hasil}) atau FProduction
Sharing. Menurut Sunarvati Hartono production
sharing juga dapat dikaitkan dengan kredit yang

diperoleh dari pihak asing tersebut, vyang
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pengembaliannya beserta._ bunganya akan
dibayarkan davi hasil atau produksi perusahaan
yang bersangkutan. Biasanya Jjuga dikaitkan
dengan adanya suatu ketentuan mengenai
kewajiban perusahaan (mitra) Indonesia untuk
ﬁengekspor hasil atau produknya ke negara yang

memberi kredit tersebut.

Penanaman Modal dengan DICS-Rupiah

Suatu bentuk kerjasama dalam rangka
penanaman modai asing yang mwmerupakan bentuk
campuran atau varias; antara kredit dengan
penanaman modal. Jika production sharing suatu
perusahaan nésiqnal Indonesia memperocleh modal
asing dalam bentuk kredit dan harus dibayar
kembali. setelah Jjatuh tempo, maka dalaﬁ
peilanaman modal melaluil Debt Investment
Convertion - Rupiah (DICS—Rﬁpiah) kredit vang
seharusnya. dikembalikan pada’ kreditornya di
luar negeri Seyelah jatuh' tempo selanjutnya
oleh pihak Indonesia diubah menjadi penanaman
modal asing di Indonesia atau disebut juga

penanaman modal dengan rupiah.

. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Suatu bentuk kerjasama antara pemerintah

dengan swasta nasional, dalam hal ini kredit
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luar negeri. Oieh pemerintah -dijadikan modal
nasiocanl wvia kredit investasi, yang setelah
bergabung menjadi Joint Venture dapat
digolongkan ﬁ@njadi penanaman modal asing.

Walaupun agak berbelit namun cara ini ditempuh

' dengan maksud agar lebih banyak lagi pengusaha

nasicnal dapat bergabung dalam penanaman modal

asing dalam bentuk Joint Venture.

. Portofolio Investment

Suatu bentuk kerjésama dalam arti
penggabungan modal asing dengan modal nasional
yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1
tahun 1967. tapi kerjasama ini ocleh masyarakat
Indonesia, kerjasama modal milik asing dan
milik nasional seperti ini telah lama dilakukan
secara luas. Umﬁmnya cara ini dilakukan secara:
diam-diam sehingga sukar sekali dicari untuk
memperoleh.data dan angka yang pasti mengenati
bentuk kerjasamg.pembentukan modal. Cleh karena
bentuk kerjasama tersebut maka penggabungan
modal asing dan modal nasional demikian, tidak
dianggap dan diperhitungkan sebagai penanaman

modal asing.
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Turnkey Project

Suatu bentuk kerjdsama dalam dimensi besar
yang terdiri dari beberapa pabrik (plant) atau
proyek dimana proyek. inti vyang menjadi kunci
suksesnya keseluruhan program memerlukan suatu
impor khusus, baik untuk teknologi dan
manajemennya maupun untuk unit produksinya.
Berdasarkan hal tersebut didirikan suatu Turkey
Project yang sekelilingnya didirikan industri-
industri pendukung (supportiné industrie) atau
pabrik vang d;dirikan OIeﬂ perusahaan domestik.
Dalam hal yang terakhir pihak asing menjual hak
produksi pabrik (production right plant) vyang
bersifat liéensi dan mengadakan kontrak
marajemen untuk ménjalankan pabrik tersebut dan
pabrik untuk unit produksiiakan tetapi tidak

ada partisipasi modal dalam usaha tersebut.

Direct Investment

Bentuk kerjasama dimana keseluruhan modal
usaha .éimiliki oleh pihak asing. Namun pihak
asing sama sekali tidak bisa melepaskan difi
dari mitra local karena walaupun saham-sahamnya
100% dimiliki pihak asing tetapil dalam
penggunaan sumber—-sumber }okal akan

menghasilkan suatu Joint Venture. Bentuk
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kerjasama Jjuga akan lahir &isebabkan adanyé
ketentuan vyang memungkinkan adanya divestasi
saham kepada pihak domestik dan persyaratan
untuk membentuk badan hukum yang tunduk pada

Undang-Undang Tentang Perserocar Terbatas®’.

k. Bentuk-bentuk lain

Bentuk lain disini adalah bentuk kerjasama
vang ada dimasyarakat diluaf paparan bentuk
kerjasama diatas. Namun bentuk kerjasama itu
sudah berkembang namun belum dibakukan atau
masih berupa embrio pola kerjasama dimasa vyang

akxan datang.

C. HUBUNGAN HUKUM PADA KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN
1. Dasar Hubungan Kerjasama Antar Perusahaan

Kerjasama antar perusahaan merupakan suatuy
sisi dunia wusaha yang sangat menarik, karena
kerjasama tersebut menghadirkan berbagal macam
implikasi. Ada yvang merasakan manfaat dari
pelaksanaan kerjasama itu dan ada vyang Jjustru
mengalami  kegagalan dalam dunia usaha karena

adanya kerjasama itu. Yang pertama

% Op Cit Amirizal, hal 85-90

108



senantiasaementingkan kerjasama sedangkan vyang

kedua senantiasa menekankan kemandirian usaha.’®

a. Nilai Kepercayaan Dan Kerjasama

Dasar suatu kepercayaan dan kemauan untuk
bekerjasama, sifat menusia ‘yang sudah ada dan
peranan mereka bagi perusahaan tidak akan
dizbaikan. Sécara ringkas éebuah peruszhaan
yang berdasarkan pada kerjagama memerlukan

1. Sasaran yang jelas pada kebutuhan

manusia

2. Suatu susunan internal yang

menggabungkan
. 3. erfisiensi dan pendekatan yang
. berorientasi pada manusia.

Suatu aturan yang memberikan peluang untuk

meningkatkan diri bagl orang-orang vyang bekerja

dalam perusahaan.’!

b. Pendekatan dalam sistem aliansi strategis

Dibalik berbagai -kelémahan, yang dimiliki
oleh  perusahaan pasti tersimpan berbagai
keunggulan, cara yvang ditempuh melalui

kerjasama dengan memadukan berbagai keunggulan

dan mengatasi kelemahan secara profesional.

7 Rissard Pehiadang, dkk, Konsultan Indonesia dalam Perspektif, Gramedia Pustaka Utama, '
Jakarta, 1997, hal 203 '
" Op cit Reinhard Mohn, hal 112-113
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Kerjasama tersebut harus profesional dalam arti
polanya harus berdasarkan prinsip-prinsip masa
vang akan datang, bukan masa lalu.

Kecenderungan persaingan bisnis saat ini
adalah bukan memaﬁfaatkan kelemahan lawan, tapi
memenangkan persaingan bisnis ~ dengan cara
mengalahkan keunggulan lawan (premis pertamé
aliansi strategis}). Berdasarkan premis ini
tidak Jarang perusahaan atau grup perusahaan
yang sudah mandiri dan mapan menganggap bahwa
kerjasama itu penting dan merupakan

kebutuhan. (1lihat gambar 2)

Gambar 3: Format Dasar Kerjasama antar perusahaan

Kelemahan 4—— 5  Keunggulan
Versi .
Konvensional
Keunggulan .g—————p  Kelemahan
Kelemaha <-————>»  Kelemahan
Vers i
Globalisasi
Keunggulan y Keunggulan
Sumber :Data yang diolah
Berdasarkan pemikiran konvensional,

kerjasama antar perusahaan dapat menutup
kelemahan masing-masing secara subsitusicnzal
dan menyatukan keunggulan masing-masing secara
sinergis. Asumsi ini sudah dianggap tidak
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memadal lagi. Dasar melakukan kerjasama dalam
abad 21 ini adalah : karena perusahaan memiliki
keunggulan, maka kerjaSama dapat dilaksanakan.
Bersamaan dengan itu kelemahan dan
kekurangannya diatasi oleh mitra usahanvya
secara subsitusional. Jadi . alasan melakukan
kerjasama karena ingin menutupi kelemahan
merupakan alasaﬁ yang keliru. Hal ini dalam
jangka panjang justru menimbulkan kerugian bagi
pihak yang ingin bekérﬁasama. Penyertaan faktor
kelemahan didalam suatu kerjasama mestinya
ditempatkan sebagai fak&or suplemen artinya
faktor keunggulan harus dominan, melampaui

faktor kelemahan.

. Konsep Dasar Sistem Aliansi Strategis

Kerjasama antar perusahaan menjadi semakin
penting. Ia dipbutuhkan oleh sgmua Jenis kidang
usaha, baik skala besar, menengah maupun kecil.
Bahkan dalam _ kehidupan sosial politik,
kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam
konteks hubungaa bilateral serta multilateral,
format kerjasama inilah vyang diandalkan.

Kemudian muncullah berbagai skenario untuk
menghadirkan kerjasama antar perusahaan yang
sifatnya konstruktif positif aiména pihak-pihak
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yvang terlibat merasakan manfaatnya  sesuai
dengan porsi kontribusinya masing-masing. Untuk
merncapal tujuan ini kita memerlukan premnmis
kedua sistem aliansi strategis yaitu kerjasama

antar perusahaan tidak hanya penting pada saat

ia diperlukan tetapi pada dasarnya penting dan -

harus direncanakan, jika Landasan berpikir ini
tidak digunakan kerjasama itu tidak dapat
berlangsung lamaz dan sifatnya spekulatif.

(lihat gambar 3)

Gambar 4: KONSEP DASAR SISTEM ALIANSI STRATEGIS

—»| Prediksi Prospek
S— Jangka Pendek
Integrasi Konsep —p gan  — saat sekarang
Dalam Perencanaan
Sistem Kerjasama —»  Peluang
Manajemen |, Kekuatan
Prediksi
|, Kelemahan || Karakteristik
Saingan Bisnis
Prospek ]
Perusahaan Prediksi Prospek
Jangka
Menengah Dan
- Panjang

Sumber : Data yang diolah

Dalam pola pikir pengelolaan usaha
xonvensional, kerjasama antar sesama perusahaan
masih bpersifat insidental, kausalistik, sesual

keperluan sesaatl. Jika terbent'ur pada
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permasalahan vang merupakan kelemahan
perusahaan baru kerjasama diupayakan. Cara
berpikir demikian cenderung masih berlangsung
dalam dunia bisnis saat ini. Dimana iklim usaha
telan kerubah menjadi arena bisnis yan tingkat
persaingannya berlangsung diségala aspek. Tanpa
disadari berbagail implikasi dari upaya
menjalankan perusahaan &engan pola pikir
tersebut Jjustru menim@ulkan berbagai hambatan
bagi pengembangan usaha.

Gambar 3 dengan jelas memperlihatkan
pelaksanaan kerjasama diéwali dengan melakukan
ﬁrediksi prospek Jjangka pendek, menengah dan
panjang serta prediksi tentang karakteristik
saingan bisnis untuk jangka pendek, menengah
dan panjang.

Sejumlah asumsi-asumsi yang relevan harus
dikaii wulang setiap waktu agar penyesuaian-
penyesuaian dapat ségera dilakukan. Asumsi
adalah suatu ahggapan dasar/ pengancdaian vyang
ditetapkan . sebelunnya agar suatu
teori/keputusan dapat diimplementasikan.
Perubahan-perubahan vyang terjadi pada asumsi
akan mengakibatkan tidak - berlakunya suatu

strategi walaupun strategi tersebut sangat baik
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dan tepat. Dalam melakukan analisa ekternal,
perusahaan menggali dan mengidentifikasikan
semua opportunity (peluang) yang berkembang dan

menjadi trend pada saat itu serta treat

(ancaman) dari para pesaing dan calon pesaing.

Sedang analisa internal lebih menfokuskan pada

identifikasi strenght ({(kekuatan) dan weakness
{kxelemahan) dari  perusahaan, analisa tersebut
dikenal dengan analisa SWOT.

Analisa SWOT, Tidak ada satu cara terbaik
untuk melakukan analisa SWOT. Yang paling utama
adalah membawa berbagai macam pandangan/
perspektif bersama-sama sehingga akan terlihat
keterkaitan bkaru dan implikasi dari hubungan
tersebut. =~ Jika analisa  tersebut bersifat
menyeluruh dalam konteks kerjasama antar
perusahaan jasa, maka tujuaq, sasaran dan

strategi dari kerjasama tersebut akan mudah

~dilakukan. Berikut ini adalah contoh hasil

s

sebuah analisa SWOT untuk sebuah perusahaan
jasa
1) Strenghts - kekuatan
Suatu keunggulan sumber dava,
ketrampilan atau kemampuan yang relatif

terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang
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dilayani - atau hendak dilayani oleh
perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan jasa
memiliki dukungan tenaga ahli vyang spesifik

dan sangat jarang dijumpai.

2) Weaknesses — kelemahan

Keterbatasan/kekurangan dalam sumber
agaya, ketrampilan dan kemampuan vyang secara
serius menghalangi 'kinerja efektif suatu
perusahaan. Misalnya kesulitan untuk
mendapatkan tenaga ahli vyang siap pakai

dalam setiap penyelesaian proyek.

3) Opportunities — peluang

Merupakan situasi utama vang
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.
Misalnya dengan maju pesatnya informasi dan
teknciogi mendorong _ perusahaan untuk
mengadakan penyesuaian terhadap kinerjanya
dengan tujuan dapat tetap menjadi  pemain
dalam dunia bisnisnva, dari sinilah
perusahaan ljasa terutama yang berkecimpung
dalam dunia informasi dan teknologi harus
bisa membaca peluang | untuk melayani

kebutuhan perusahaan tersebut.
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4) Threats — ancaman

Merupakan situasi utama vyang tidak
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.

Peluang vyang terbuka umumnya 3juga dibaca

oleh pemain lain dalam bidang. bisnis vang .

sama.

Dari hasil analisis melalui analisis
SWOT ‘dipergunakan untuk menyusun konsep
pefencanaan kerjasama. Akhirnya sebalum

memilih mitra berbagail hal menyangkut

rencana melakukan kerjasama sudah
terintegrasi dalam ‘ sistem manajemen
strategik perusahaan. Artinya perusahaan
mempunyail | panduan semacan Netwerking

guidelines yang menjadi satu dalam skema
perencanaan pengelolaan dan pengembangan

perusahaan.

2. Dasar hukum Kerjasama

Hubungan kerjasama tidak hanya didasari atas
saling percaya, t;tapi melalui kontrak kerjasama
vang kemudian kedua belah pihak mengetahui bahwa
mereka dapat saling peréaya begitu pekerjaan
tarselesaikan. Dengan adanya satu kesepakatan

untuk melakukan sesuatu merupakan salah satu cara

untuk menumbuhkan saling percaya. Keraguan yang
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ada dapat dihilangkan dan digantikan dengan rasa
saling percéya.

Pada asasnya Jjanji menimbulkan perikatan,
barang siapa memberikan suatu Jjanii maka 1ia
terikat pada janjinya, dalam arti ada kewajiban
dari si pemberi janji untuk memenuhinya dan dilain
pihak vaitu lawan janjinya boleh berharap
mempunyai hak bahwa jaqji yang diterima akan

dilaksanakan’®

Dengan  demikian perikatan dapat  dirumuskan  sebagai
hz.:bunga'n hukum antara dz‘fa. pihak‘ yang menimbulkan hak
disatu pihak dan kewajiban dipihak lain™.

Sumber hukum utama dari suatu kontrak vyang
berbentuk perundang-undangan adalah KUHPerdata,
khususnya buku ketiga. Bagian-bagian buku ketiga
yang berkaitan dengan kontrak adalaﬁ sebagai
pberikut’:

1. pengaturan tentang.perikatan perdata

2. pengaturan tentang perikatan yang
timbul .dari kontrak

3. pengaﬁuran tentang hapusnya perikatan

4, pengaturan tentang kontrak-kontrak

tertentu.

™ 3, Satrio, Hukum perjanjian, perjanjian pada umumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992,

hal 15

7 Ibid, ha! 3 .

7 Munir Fuady, SH, MH, LLM, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis), Citra
Adutya Bakti, Bandung, 1999, hal 13
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Buku ketiga KUH perdata menganut sistim
terbuka {open system), vaitu orang dapat

mengadakan perikatan baik yang bersumber pada

perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun

iginya yang mereka kehendaki baik vyang diatur
dalam undang-undang maupun yvang tidak diatur dalam
undang-undang. |

Namun KUHPerdata memberikan batasan, sebab
untuk berkontrak diperbolehkan asal tidak

bertentangan dengan ketentuan .

Pasal 1337 KUH Perdata

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang
atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau ketertiban umum

Dari  ketentuan diatas membolehkan untuk
membuat perjanjian apapun kecuali vyang sebab yang

dilarang oleh undang-undang.

a. Kebebasan dalam berkontrak (freedom of
contract)

Kontrak adalah suatu Jjalinan kesepakatan
Secara tertulis vyang harus dipatuhi, oleh
pihak-pihak baik diantara perorangan dengan

badan usaha, antara perorangan dengan
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perorangan atau antara Dbadan usaha dengan

padan’”.

Para pihak dalam suatu kontrak bebas
mengatur sendiri kontrak apapun sepanjang tidak
bertentangan m dengan hukum yang berlaku,
kebiasaan dan ketertiban umum, asas kebebasan

berkontrak ini diatur dalam,

Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata:

“semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi yang membuatnya.

Pasal 1329 KUH perdata

"Bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia
ditentukan tidak cakapoleh Undang-undang”

Pasal 1332 KUH perdata

‘Asalkan menyangkut barang-barang yang bersifat ekonomis, maka
setiap orang bebas memperjanjikannya”

b. Pembatasan dalam berkontrak
KUHperdata memberikan pembatasan untuk
melakukan kentrak vang menyebabkan dalam
pembuatan kontrak menjadi bebas vyang bukan

tidak terbatas, hal tersebut diatur dalam,

-

Pasal 1320 ayat 1 KUH perdata
“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

Bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah
" apabila dibuat tanpa konsensus atau kesepakatan

dari para pihak yang membuatnya, Isi pasal ini

7> Siagian Renville, Ir, “Peran Konsultan Manajeman-dibidang perkebunan”, Gadjah Mada
University Press, hal 90
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membatasi bahwa dalam membuat perjanjian dan
menentukan isi perjanjian harus dengan

konsensus atau kesepakatan para pihak vyang

mengikatkan diri pada perjaniian.

Meski ada kata sepakaﬁ, -apabila sebab
kekhilafan, dibawah paksaaan atau penipuan maka
sepakat tersebut tidak  sah, hal tersebut

dinyatakan dalam,

Pasal 1321, KUH perdata

“Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Kecakapan ' seseoQrang dalam membuat
perjaniian Jjuga sebagai faktor pembatas dalam

berkentrak vyaitu dalam,

Pasal 1320 ayat 2 KUH perdata
“Kecakapan untuk membuat perjanjian”

Kecakapan seseorang dalam membuat

perjanjian diatur dalam,

Pasal 1330 KUH perdata
“Tak cakap membuat perjanjian adalah .

a. orang-orang yang belum dewasa

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

¢. QOrang-orang erempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu

- 3. Asas-Asas Perjanjian Kerjasama

Sedang agar suatu kontrak oleh hukum

dianggap sah sehingga mengikat kedua belah
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pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi

syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya

kentrak tersebut dapat digolongkan sebagai

berikut’®:

a. Asas Legalitas

Syarat sah yang umum, vang terdiri dari

{a) Syarat umum berdasarkan Pasal 1320 KUﬁ perdata:
(1) Kesepakatan kehendak .
(2) Wenang berbuat
(3) Perihal tertentu
(4) Kausa yang legal

(b) Syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUH
perdata : : ’

(1) Syarat itikad be;ik

(2) Syarat sesuai dengan kebiasaan

(3) Syarat sesuai dengan kepatutan

(4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum

Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari:

(1) syarat tertulis untuk kontrak-kontrak terientu

(2) syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
(3) syarat akta pejabat tertentu

(4) syarat ijin dari yang berwenang

Menurut Munir ada beberapa - asas dari

r

kontrak sebagaimana diatur dalam KUHperdata

adalah sebagai berikut’’ :

7 Ibid, hal 33, 34
7 Ibid, hal 29 - 31
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3. sesuail dengan kebiasaan yang berlaku,
dan

4. sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan
dengan itilkad baik

asas kebebasan berkontrak ini merupakan

refleksi dari sistim terbuka (Qpeh system) dari,

hukum kontrak tersebut.

. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda (janii mengikat)
ini mengajarkan bahwa éuatu kontrak vang dibuat
secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.
KUH perdata kita Jjuga menganut prinsip ini
dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku
seperti undang-undang bagi _para pihak vang

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

. Asas konsensualitas dari suatu kontrak

Hukum kontrak kita Jjuga menganut asas
konsensual. Maksud dafi asas konsensuzl 1ini
adalah bahwa .suatu kontrak sudah sah dan
mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya
selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya
sudah dipenuhi.

Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak

tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan

mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu
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juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara
para pihzak. ‘

Namun tidak semuaisebab cukup hanya dengan
sepakat sudah mengikaE dan mempunyai akibat
hukumnya, seperti un%uk pendirian Perserocan

Terbatas (PT) diatur dalam,

Pasal 7 ayat 1 UU no 1 tahun 1995 ientang‘ Perseroan Terbatas

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia’

Ketentuan diatas sebagai contoh perjanjian
yvang tidak cukup dengan kata sepakat saja,
Qemikian pula dengan kontrak kerjasama vyang
dilakukan oleh peru$ahaan harus dilakuakn
secara tertulis dan rinci bila perlu.. Sebab
dengan kualitas kontfak yang demikian akan
lebih menjamin kepastian hukum dari penafsiran
terhadap subétansi . kontrax yang telah

disepakati.

Asas Obligat.orrdari suaitu kontrak

Menurut hukum kontrak kita suatu kontrak
bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah
sahnya suatu kontrak maka kontrak tersebut
sudah mengikat tapi baru sebatas menimbulkan
hak dan kewajiban da#i paré-pihak. Tapl pada

tahap tersebut hak + milik belum berpindah
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lain open system atau menganut sistim terbuka
dan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian
apapun mungkin diwujudkan adal tidak
bertentangan déngan undang-undang, kesusilaan
dan ketertibaﬁ umum serta perjanjian itu harus

sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

b. Para Pihak, sebagai subjek hukum harus sebuah
badan usaha ’

Mengingat subjek hukum dalam perjanjian
kerjasama antar perusahaan ialah perusahaan
vang bersangkutan, sudah jelas kiranya subjek
hukum dalam perjanjian antar perusahaan
mengenai tenaga ahli haruslah sebuah badan
usaha baik badan usaha vyang dikelolar secara
perorangan maupun secara berkelompok, adapun
jenis badan-badan usaha yang kita kenal

1) Perusahaan Perorangan |

Perusahaan ini dikenal di masyarakat

dengan sebutan Usaha Dagang (U.D.) atau
Perusahaank Dagang (P.D.) dan Perusahaan
Perorangan.

“Derusahaan perorangan udalah perusahaan yang dilakukan
oleh satu orang pengusaha 78, )

™ purwosutjipto, F.M.N., SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk
Perusahaan)”, djambatan, 1992, hal 1
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1. Persero 'Pasif (de stille vennoct)
2. Persero aktif (de beherende vennoot)
Seorang persero pasif yaitu
persero yang tidak langsung memegang
pimpinan badan usahé'yang bersangkutan,
sedang persero aktif. mengelola badan
usaha vang bersaﬁgkutan. Para persero
komanditer {persero pasif) hanya
bertanggung jawab terbatas sampai modal

vang dimasukkan mereka dalam C.V.

tersebut®. Dalam persekutuan
komanditer, persero pasif tidak
diperbolehkan melakukan perbuataﬁ
pengurusan {menjalankan perusahaan)

sebagaimana persero aktif diatur dalam,

Pasal 20 KUHD:
“...persero yang belakang ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-
nerbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan biar
kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun...”

Karena persero pasif tidak ikut
dalam perbuatan pengurusan sebagalmana
sekutu aktif maka secara otomatis pula
tanggﬁng jawabnya = berbeda. Persero

aktif bertanggung Jjawab sampal dengan

harta kekayaan pribadi sedang persero

8 op Cit
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pasif hanya bertanggung Jjawab sebatas
harta yang diserahkan dalam persekutuan

tersebut diatur dalam,

Pasal 20 ayat 2 KUHD:

‘ia.fidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah ﬂang yang telah
atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula
tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Ketentuan ‘diatas memberikan
pembedaan besarnya tanggung jawab yang

dipikul .0leh persero aktif dan pasif.

3} Memiliki status berbadan hukum
{a) Perseroan Terbatas (naamloze vennootschap)

Pengertian Perseroan Terbatas
menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995

tentang Persercan terbatas adalah:

Pasal 1 ayat 1 UU no 1 tahun 1995:

“perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah
hadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, malakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

" memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta
peraturan pelaksanaannya”

Pasal 7 ayat 1 UU no 1 tahun 1995:

“perseroan didirkan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal 7 ayat 6 UU no 1 tahun 1995:

“perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan oleh menteri”

Pada perseroan terbatas, pimpinan

dan pemilik perseroan dipisahkan, Para
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pimpinén persero bertanggung Jawab
penuh atas perseroan yang
dipimpinannya, hal tersebut diatur

dalam,

Pasal 62, Undang-undang No. 1 tahun 1955

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam
maupun diluar pengadilan

Kekuasaan berada pada rapat unum
pemegang  saham, persercan terbatas
senantiasa berkewajiban untuk
mempuklikasikan laporan tahunan secara
lengkap®. Sebagai badan hukum tindakan:
yang dilakukan oleh pengurus atas nama
Perseroan terbatas atau tidak segala
perjanjian vyang dibuat oleh pendiri
atau orang lain vang ditugaskan pendiri
menjadi tanggung jawab perseroan, hal

ini diatur dalam,

Pasal 11 ayat 1 butir a, Undang-undang No. 1 tahun 1995:

Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang
dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak
ketiga.

¥ op Cit
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Pasal 11 ayat 1, butir b, Undang-undang No. 1 tahun 1995

Perseroan terbatas secara tegas menyatakan mengambil alth semua hak
dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang
lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas
nama perseroan

Pasal 11 ayat 1, butir ¢, Undang-undang No. 1 tahun 1995

Perseroan mengukuhkan secara terfulis semua perbuatan hukum yang
ditakukan atas nama perseroan

Apabila dikeﬁudian hari perseroan
tersebut mengalami kerugian, dengan
prinsip' Piercing The Corporate Veil vyaitu
prinsiﬁ pembuktian terhadap kesalahan
vang dilakukan oleh perseroan melalui
pengadilan. Dengar_l prinsip ini
memungkinkan pihak perseroan dan atau
pémegang saham . untuk dituntut
menjaminkan tidak hanya sebatas
prosentase besarnya modal yang disetor
namun sampai dengan harta pribadi
dengan ukuran kesalahannya, prinsip

tersebut diatur dalam,

Pasal 54 ayat 2, Undang-undang No. 1 tahun 1995

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap-
perseroan ke pengadilan negen, apabila dirugikan karena tindakan
perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai
akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris.

Pasal 54 ayat 3, Undang-undang No. 1 tahun 1995

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan ke pangadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan
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Ketentuan ini dikenal dengan
penyingkapan tabir perseroan, yang
tadinya para pengu?us . persero bisa
bersembunyi dibalik ketentuan
KUHPerdata dengan bertanggung jawab

hanya sebatas kepemilikan saham.

c. Ada Tenaga Ahli yang siap untuk dimobilisasi

Sebagai objek hukum dalam perjanjian
kerjasama antar perusahaan Jjasa mengenai tenaga
ahli, adalah .tenaga ahli yang dibutuhkan
kemampuannya = untuk menyeleséikan suatu
pekerjaan. Jelaslah bahwa ketersediaan tenaga
ahli dan siap untuk dimobilisasi dalam hal ini
menjadi syarat utama untuk terjadinya

perjanjian tersebut.

d. Ada keuntungan timbal balik

Hubungan kerjasama ini didasari dengan
hubungan saling menguntungkan, prinsip saling
menguntungkan.fharus dijunjung tinggi untuk

. berlangsungnya sebuah hubungan kerjsama. Wujud
dari prinsip saling menguntungkan ini a&adalah
disepakatinya sejumlah konsekuensi dari
perusahaan user dan pérusahaan principal, dan
lazimnya dinilai dengan sejumlah uang. Demikian

pula dengan tenaga ahli yang dimobilisasi juga
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dipastikan mendapatkan honor pula mengingat
tenaga ahli vyang bersangkutan harus melakukan
mobilisasi dari tempat dia bertugas semula
bahkan amat = dimungkinkan 'dengan tingkat

kesulitan pekerjaan yang berbeda.

. Ada Tujuan yang Akan Dicapai

Tujuan adalah hasil akhir vyang dicari
organisasi melalul eksistensi dan operasinva.
Berbagali tujuan vyang Dberbeda dikejar oleh
perusahaan. Contoh termasuk kesinambungan

keuntungan; efisiensi (misalnvya biaya

terendzh); kepuasan dan pembinaan karyawan:
mutu produk atau layanan bagi konsumen dan
pelanggan; menjadi angota perusahaan (corporate
citizenship) vang baik dan pertanggungjawaban
sosial; pemimpin pasar (misalnya menjadi
pelopor pasar dengan penemuan baru; meraih
keuntungan. dan harga saham menjadi maksimum
untuk pemeganq saham; pengendalian - aktiva;j

penyesuaian diri dengan mudah dan @ luwes;

pelayanan masyarakat.

Ada Sasaran yang Akan Dicapai

Perusahaan tidak dapat mengeriakan sesuail
secara “umum” tapi harus lebih spesifik. Tujuan

yang masih bersifat luas perlu untuk
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diterjemahkan menjadi ukuran-ukuran kinerja
pada - suatu unit, grup, tim dan individu dalam
sebuah organisasi perusahaan. Tuﬂuan yang jelas
dan spesifik akan memberikan dasar untuk
pengelolaan‘ofganisasi perusahaan, manusia dan
kinerja dalam suatu bisnis.

Bentuk tujuan §aﬁg telah ditetapkan
(Fixed) untuk Jjangka panjang, Jjangka menengah
dan lebih operasional dikenal dengan nama
Sasaran (Objective). Peter F. Druker
berpendapat bahwa Manajémen Berdasarkan 3asaran
(Management By Objective}) adalah satu-satunya
cara untuk menjalankan sebuah bisnis, karena
sasaran akan menjadi dasar pendisainan struktur
bisnis dan pekerjaan unit—uﬁit individu.
Sedaﬁgkan sasaran sebalknya bersifat Lebih
spesifik dari tujuan, dibatasi waktu, dapat
diukur dan dapat dikuantifikasikan®®.

Termasuk rancangan sasaran untuk
menentukan pasar jasa yang akan dilayani, pasar
disini dapat diartikan sebagai pelanggan
potensial - vyang memiliki kebutuhan atau
keinginan fertentu yang mungkin besrsedia atau

sanggup untuk melibatkan diri dalam proses

% Op Cit, $ri Wahyudi, hal 76
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pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan
keinginan tersebut. Setiap perusahaan Jasa
dapat menentukan pasar vyang akan dilayani

dengan dua pendekatan

1) Pendekatan pasar agregat (mass Market atau market
aggregation)

pandangan agregasi pasar menganggap
bahwa perilaku dan respon pasar bersifat
homogen. Perusahaan yang'akan melayani pasar
sasaran ini dengan program pemasaran maubun
produk tanpa memperdulikan perbedaan
perilaku. Pertimbangan yang dipilih pertama,
sifat Jjasa n@upﬁn perilaku pelangganltidak
terlalu berbeda tau sulit untuk dibedakan.
Kedus, permintaan atas jasa perusahaaan
cﬁkup'ﬂ tinggi sehingga pasar tidak
memperdulikan bila ada pembedaan produk
jasa. Ketiga, kemampuan perusahaan untuk
memproduksi jasa relatif saeragam atau
kalaupun dibedakanl tidak akan memberikan
manfaat yang berarti. Contoh : bank, bioskop
dan restoraﬁ fastfood dimana Jasa vyang

diberikan relatif ti@ak dibedakan.
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2) Pendekatan segmentasi pasar (market segmentation)

pandangan segmentasi pasar beranggapan
bahwa tidak semua pasar memiliki 'perilaku
dan respon yang homogen. Dengan demikian
perlu pengelompokan pasar keseluruhan yang
bersifat. heterogen kedalam segmen-—segmen
tertentu dimana - masing-masing ségmen
memiliki  kesamaan perilaku dan respon.
Perusahaan kemudian memilih satu atau
beberapa segmen vang akan dijedikan pasar
sasaran. Setiap segmen akan dilayani dengan
program pemasaran dan produk yang
disesualkan dengan kebutuhan dan keinginan
segmen tersebut. Contoh : jasa transportasi,

hotel, asuransi dsb®®-

5. Arsip-Arsip

Aréip merupakan salah satu produk pekerjaan
kantor (Cffice Work) vyan memiliki peran sangat
penting bagil dunia bisnis, vaitu berupa rekaman
dari kegiatan bisnis itu sendiri. Di nerkantoran
arsip tersebut diperlukan untuk membantu pelayanan
langganan ataupun keperlﬁan informasi intern®’.
Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran

Jalannya ‘organisasi, vaitu sebagai sumber

¥ Op Cit Tjiptono, hal 26-27
%7 Amsyah Zulkifti, “Manajemen Kearsipan”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986, hal xi
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informasi dan sebagal pusat ingatan bagi
organisasi. Mengingat pentingnya, pemerintah
mengeluarkan peraturan perundangan, Undang-undang
no  Prp. 19 tahun 1961 tentang Pokok-pokok
Kearsipan Nasional dalam lembaran negara Tahun
1961 no. 310, Tambahan lembaran Negara no. 2368,
kemudian diganti dengan ¥Undang-undang no 7 tahun
1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional,
Lembarén. Negara tahun 1971 "no. 32, tambahan

lembaran negara no 296488; Berikut Dbeberapa

pengertian arsip

a. Pengertian Arsip

1) Menurut Kamus umum bahasa Indonesia,

Arsip adalah simpanan surat-surat
penting, menurut pengertian tersebut tidak
semué. dapat dikatakan arsip. Surat dapat

. dikatakan arsip apabila memenuhl persyaratan
sebagai berikut
1. Surat tersebut masih mempunyal kepentingan
{pagi lembaga, orgénisasi, instansi,
percrangan) baik untuk masa kini maupun
untuk masa yang akan datang.
2. Surat fersebut karena masih mempunyal niiai

kepentingan harus disimpan dengan

# Wursanto. IG.,"Kearsipan I”, Kanistus, Yogjakarta, 1991, hal 14
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menggunakan suatu sistem tertentu sehingga
dapat dengan mudah dan cepat ditemukan

apabila sewaktfu-waktu diperlukan kembali.

2) Menurut kata asalnya, dari bahasa Belanda yakni
‘archief”, mempunyal pengertian® :

1. Tempalt penyimpanan secara teratur'bahan—
bahan arsip; bahar-bahan tertulis, piagam-
piagam, surat-surat, keputusan-keputusan,
akte-akte, daftar—daftér, dokuman—dokﬁman
dan peta-peta.

2. Kumpulan teratur daripada bahan—béhan

| kearsipan terseput

3. Bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri

i 3) Menurut Undang-undang no 7 Tahun 1971 tentang
Pokok-pokok Kearsipan Nasional, memberikan
rumusan sebagai berikut :

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh
lembaga—-lembaga negara dan badan-badan
pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik
keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam
rangka peiaksanaan kegiatan pemerintah;

2.Naskah yang dibuat dan diterima cleh badan-
badan swasta dan atau perorangan dalam

bentuk corak apapun baik dalam keadaan

8 Sebagaimana dikutib dari buku Atmosuditjo Prajudi, S, “Kesekretariatan dan Adminisirasi
Perkantoran”, Ghalia Indonesia, 1982, hal 157-158
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tunggal maupun berkélompok dalam rangka

pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

4) Menurut Seminar dokumentasi/arsip kementerian-
kementerian, memberikan rumusan :

1.Arsip adalah kumpulan surat menyurat yang
terjadi karena pekerjaan, aksi, transaksi
tindak-tanduk dokumenter (documentaire
handeling), yang disimpan sehingga setiap
kali dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk
- melaksanakan tindakan- tindakan
selanjutnya.
2.Arsip adalah suatu badan dimana diadakan
pencatatan penyimpanan dan pengolahan~‘
pengolahan tentang segala surat, baik dalam
pemerintahan mapupun scal umum, baik
kedalam maupun keluar dengan satu sistem

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penggolon"gan Arsip

Arsip dapat digolongkan menjadi beberapa

segl peninjauan yaitu menurut

1) Subjek dan isi,

berhubungan dengan masalah keuangan,

kepegawaian, pemasaran pendidikan dsb.
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2) Bentuk dan Wujudnya,

berupa surat, Pita rekaman, mikro f£ilm,

compact disk, disk, dsb.

3) Nilai dan kegunaannya,

memiliki nilai administrasi, hukun,
keuangan, ) penelitian, pendidikan,

-

dokumentasi dsb.

4) Sifat dan Kepentingannya,

5)

- Arsip yang tidak memerlukan pengolahan
(non éssential)hal—hai yang tidak penting,
arsip vyang masih mempunyai nilai kegunaan
mungkin 2-3 tahun seperti surat pemesanan,
inventaris, pengantar dsb, arsip vyang masih
mempunyai nilai penting atau mempunvai 5ilai
hukum, pendidikan dan keuangan arsip vyang
demikian masih di?ergunakan untuk membantu
kelancaran pekerjaan dan arsip vital vang
sifatnya permanen disimpan untuk selama-
lémanya seperti akte pendirian, tanah, buku

induk siswa dsb.

Sifar dan keseringan penggunaannya,

arsip yang aktif atau masih diperiukan
dalam penyelenggaraar kerja, arsip pasif

vang jarang-jarang dipergunakan dalam
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penyelenggaraan kerja dan arsip abadi yang

perlu'disimpan untuk selama-lamanya.

6) Fungsinya,

Arsip yang dinamis arsip yang
dipergunakan secara langsung dalam kegiatan

kantor sehari-hari dan arsip statis yang

sudah tidak lagi dipergunakan dalam kegiatan

kantor sehari-hari.

7) Tingkat penyimpanan dan Pemeliharaannya,

Ada arsip nasional pusat dan daerah,

arsip sentral dan unit.

8) Keasliannya, arsip aslj

tembusan atau tindasan, salinan dan

berupa petikan®®.

6. Tenggang waktu hubungan kerjasama

Masa berlaku dan berakhirnya sebuah
perjanjian. Kerjasama antar perusahaan, semuanya
berpulang - kepada asas konsensualisme atau
kesepakatan vang menjadi jiwa terwujudnya

perjanjian kerjasama tersebut. Sebelum’perjanjian
tersebut ditandatangani oleh para wakil perusahaan
jelas sudah ada MoU (Memory of Understanding) yang
telah memherikan gambaraﬁ tentang tingkat

kesulitan dan Jjenis pekerjaan, perkiraan

0 Op Cit Wursanto, hal 21-30
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selesainya, fasilitas yang disediakan dilapangan,
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak
semuannya secara transparan diungkapkan dan
dipelajari. Akhirnya berakhirnya sebuaﬁ hubungan
kerjasama ini dikarenakan:

1. Pekerjaan telah selesai

2.Jangka waktu yang ditentukan telah habis

3. Overmach

4.Tenaga ahli yang dimaksud mangkir dan

tidak ada pengganti
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BAB 1l
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dimana pola kerjasama
antar perusahaan mengenal tenaga ahli pada perusahaan-
perusahaan jasa, diperoleh data baik data primer dengan

dukungan data sekunder dapat disajikan data sebagai

berikut:

1. Pola Kerjasama antara Perusahaan Principal dan User
mengenai tenaga ahli

Pola kerjasama antar perusahaan jasa ~yang
ada selama ini terjadi karena adanya nubungan
saling membutuhkan. Hal ini dilatar belakangi oleh
kebutuhan &kan tenaga ahli dengan kualifikasi
tertentu atau dengan keahlian tertentu jumlahnya
masih terbatas. sedang kebutuhan akan tenaga. ahli
dari hari ke hari makin bertambah seiring dengan
tren kecepétan perkembangan negara Indonesia.
Sehingga kebutuhan akan tenaga ahli ﬂDemamﬂ.dengan
penawaran tenaga ahli dilapangan (Supply) menjadi
tidak seimbang.

Keadaan seperti iﬁilah vang menimbulkan
permasélahan pada perusahaan-perusahaan yang

bergerak dalam bidang jasa manakala menghadapi



kebutuhan akan tenaga ahli pada perusahaannya
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keadaan ini
dikenal dengan kekosongan sumberdaya manusia yang
memiliki keahlian khusus.

Untuk itu perusahaan-perusahaan jasa tersebut
harus mengambil langkah-langkah strategis untuk
memprediksikan kebutuhannya kebutuhan tenaga-

tenaga ahlinya.

a. Kebutuhan akan Tenaga Ahli

Kerjasama antar perusahaan dalam
pengeloldan sumberdaya manusia karena édanya
hubungan saling membutuhkan antar perusahaan,
sebagail dasar hubungan kerjasama .antar
perusahaan, antara lain:

a. Karena perluasan kegiatan perusahaan
sehingga tercipta pekerjaan-pekerjaan
dan kegiatan-kegiatan baru yang
sebelumnya tidak dilakukan  oleh
sumberdaya manusia dalam perusahaan
tersebut.

b. Kekosongan sumbexr davya manusia
dikarenakan adanya tenaga ahll vyang
berhenti bekerja dan pindah ke

perusahaan lain.
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C. Kekesongan vang disebabkan akibat suatu
pemutusan hubungan | keria, bhaik
diberhentikan dengan hormac atau tidak
dengan hormat karena dikenakan sanksi
disiplin.

d. Alasan lain karena proses alamiah
sebagai bagiaﬁ dari perusahaan yang
memasuki usia pensiun ataupun
dikarenakan tenagé ahli tersebut
meninggal dunia.

Dasar tersebut diatas menjadi awal dari
kebutuhan akan sumber .daya manusia. Kebqtﬁhan
akan sumber daya manusia dalam sebuzah
perusahaan harus sesegera mungkin dipeﬁuhi,
namun perlu dilakukan analisis terhadap potensi
sumberdaya manusia vyang dimiliki perusahaan
agar pemenuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam
perusahaan tepat guna. Langkah-langkah analisis

sumberdaya manusia dimulai dengan proses

1) Inventarisasi

Keadaan tenaga~tenaga ahli | dalam .
perusahaan saat ini harus diketahui, sebelum
mulai menganalisis bérbagai perubahan vyang
diharapkan pada angkatan kerja. Aneka ragam

tingkat usia, pola keterampilan dan
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pengaiaman, strukturlorganisasi dan tingkat
gaji dipersiapkan dan disusun sedemikian
rupa. Angka pergantian karyawan dan berbagai
kecenderungan untuk setiap kelompok ‘jabatan,
dan waktu pelatihan bagi para calon baru
untuk setiap pekerjaan harus juga diketahui.

Salah satu dari berbagai wvariabel ini
atau kelompok dari variabel tersebut secara
drastis bisa mempengéruhi keseluruhan
garmbaran mengenai potensi sumberdaya manusia
dalam .perusahaan. Pembuatan laporan
penggunaan komputer 3j3elas banyak manfaatnya
sehubungan dengan begitu banyak variabel
yang mempengaruhinya. Namun dengan
menggunakan diagram atau grafik dan bagan
Organisasi secara manual yang diberi
penjelasan Jjuga mampu urnituk melakukan

inventarisasi.

2) Perpindahan

Perpindahan atau kemauaﬁ tenaga ahli
dalam perusahaan untuk meninggalkan
perusahaan untuk perusahaan lzain, Jjelas
menimbulkan suatu tantangan khusus bagi
pengembangan sumber daya manusia dalam

perusahaan tersebut. Perpindahan ini
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3)

sebagian besar tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, maka kegiatan mempersiapkan
tenaga ahli pengganti harus dilakukan sedini
mungkiﬁ untuk mengganti mereka yang' pindah.
Untuk itu perkiraan suplai tenaga ahli
dari kemungkinan perpindahan dan jumlah yvang
gagal dalam pelatihan harus sudah dapat
diperhitungkan selama dan sesudah masa

pelatihan.

Kebijjakan, Perubahan Organisasi Dan Teknik

Pekerjaan perencana tenaga ahli akan
sempurna, para manajer perlu mengetahui
rencana keseluruhan perusahaan demi
pertumbuhan (atau pengurangan) dan harus
menafsirkan rencana tersebut dan seqgi
manusianya. Kebijakan untuk diversirikasi,
keputusan untuk mengubah metode pemasaran,
perluasan riset. pengenalan automatisasi
perkantoran, secara mendasar akan mengubah

rencana tenaga kerja. Perhatian juga harus

diberikan pada perubahan isi Jjabatan yang

mungkin terjadi sesudah pengenalan *teknik-
teknikX baru diantaranya beberapa pekerjaan
tak lagi membutuhkan banyak ﬁenaga ahli

karena pemakaian mesin dan teknologi baru.
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Pengisian kekosongan pekerjaan oleh
perusahaan lazim dilakukan melalui proses
rekrutmen. Menurut Scondang, Rekrutmen

adalzh:

“Proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar ya ng
Kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu orgamsaw 2

-

Kapabel adalah

“Sanggup, mampu, cakap, pandai... ia dianggap mampu untuk
melakukan suatu keahlian tertentu 2

Sedang menurut Steafan, Perekrutan

adalah:

“Swatu proses mecocokkan:kemampuan dan kecenderungan
para calon harus disesuaikan dengan permintaan dan imbalan
berkailan dengan pekerjaan dan pola karier tertentu.
Selanjutnya setiap orang yang melakukan perekrutan pertama-

tama harus mengerti dengan jelas pekerjaan yang harus
diisi. ™,

Proses rekrutmen dimulai pada waktu
diafnbil langkah mencari pelamar dan berakhir
ketika para pelamar mengajukan lamarannya.
Artinya secara konseptual dapat dikatakan
bahwa langkah yang segera mengikuti proses
rekrutmen adalah proses seleksi. Jika proses

rekrutmen ditempuh dengan tepat dsn baik

91 Sondang P. Siagian, Prof. Dr. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara PT, Jakarta,
2000, hal 102

92 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990,
hat 387

93 Steafan Suprana, “Teknik Menyeleksi dan merekrut karyawan Profesional”, Intermedis, C.V.,
Jakarta, 1986, hal 5
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hasilnya akan ada sekelompok pelamar yang
kemudian diseleksi guna menjamin bahwa hanya
yang paling memenuhi semua persyaratanlah
yang diterima sebagai bagian dari perusahaan
tersebﬁt.

Berbagai langkah yang diambil dalam
proses rekrutmen péda dasarnya merupakan
salah safu tugas pokok para tenaga spesialis
yang berkarya dalam satuan organisasi vyang
mengelola sumber daya‘ manusia. Dalam
melaksanakan tugas' rekrutmen, para pencari
kerja mendasarkan kegiatannya _pada
perencanaan sumber daya manusiza sebelumnya.
Perlu ditekankan bahwa kegiatan rekrutmen
tidak bisa tidak, harus berdasarksan pada
perencanaan sumber daya manusia karena dalam
rencana tersebut telah ditetapkan. berbagai
persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-
orang 1ingin bekerja dalam perusahaan vyang
bersangkutan. Untuk ritu dalam proses

rekrutmen 1ini perlu dihubungkan dengan dua

‘hal vyaitu:

d. Para manager pencari tenaga ahli baru
perlﬁ mengkaitkan identifikasi

lowongan  dengan  informasi  tentang
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analis;s pekerjaan, karena informasi
'teréebut mengandung hal-hal penting
tentang tugas apa vyang akan dilakukan
oleh para tenaga ahli baru vyang
berhasil dicari.

b. Pendapat darl para manager vang kelak
akan membawahi’ tenaga kerja baru itu
harus | diperhatikan, dipertimbangkan
dengan matang. ‘

Artinya dengan mendasarkan pada rencana
sumberdaya manusia, preferensi dari para
manajer, . informasi tentang analisis
pekeriaan dan pendapat dari para manéjer,
para -pencari tenaga' ahli akan rmemiliki
gambaran  yang lengkap tentang tuntutan
pekerjaan vyang harus dipenuhi oleh tenaga
ahli baru itu. Dengan demikian para pencari
tenaga ahli akan dapat memahami dan
menentukan secara tepat metode rekrutmen
vang bagéimana yang akan digunakan. Jika
para pencari tenaga ahli mampu  memilih
metode rekrutmen yang tepat hasilnya adalzah
terjaringnya sekelompok pelamar yang

dianggap paling memenuhi berbagai
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persyaratan untuk mengisi berbagailiowongan
vang tepat dalam organisasi.

Bentuknya yang paling sederhana,
Rencana Tenaga ahli harus mempefhitungkan
berbagal perubahan tenaga staf utama yang
dapalldiharapkan akan.terjadi setelah jangka
waktu tertentu. ~ Rencana itu harus
menguraikan secara garis -besar ketentuan-
ketéentuan yang harué dibuat untuk
perekrutan. pelatihan dan pemindahan.
Sebenarnya kompleksitas rencana semacam ini
akan tergantung | pada ukuran besarnya
organisasi, kompleksitas dan fasilitas vyang
ada.

Walaupun demikian proses pemikirannya
berjalan searah dengan pekerjaan yang
dilakukan komputer di tfempat lain, karena
prinsip-prinsip tersebut tidaklah

terpengaruh cleh besarnya masalzah.

b. Pola Kerjasama Antara Perusahaan Principal dan
User

Poia kerjasama antara perusahaan principal
dan user"dapat dibagi menjadi menjadi beberapa

pola kerjasama yang intinya pemenuhan terhadap
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kebutuhah tenaga ahli di suatu perusahaan,

diantaranya dengan:

1) Pola Peminjaman Tenaga Ahli

Pola kerjasama peminjaman tenaga ahli
antar perusahaan jasa ini ditemukan di
perusahaan Jjasa bidang Jjasa konsultan
teknik, ataupun bidang jasa lain dengan
kondisi Qang memungkinkan untuk dilakukan
kerj%sama peminjaman‘tenéga ahli ini. Pada
bidang usaha 7Jjasa Konsultan Teknik sebagai
sampelnya adalah P.T. Indra Karya (Persero).
P.T. 1Indra Karya (Persero) adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) ini Berdiri fahun
1972, pengelolaannya berada dibawah Menteri
Pendayagunaan BUMN, Pembinaan teknis'dibawah
Departemen ngerjaan Umum (DPU) dan pemegang
séhamnya adalah Departemen Keuangan. P.T.
Indra Karya (persero) ini bergerak pada
bisnis bidang jasa konsultasi teknik

diantaranya:
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Tabel 3: Jenis Layanan

NO. ... JENIS LAYANAN KONSULTASI

1. | Bendungan dan lrigasi.

2 Pembangkit tenaga Listrik (PLTA), termasuk Jaringan
* | transmisi lisiriknya.

3 Teknik Lingkungan Meliputi Instalasi penjernihan air minum
"t dan pengolah limbah.

4 Prasarana Transportasi meliputi jalan, jalan tol termasuk
" | jembatan dan fasilitas lainnya.

5. | Bangunan gedung dan industri.

6. | Survey penelitian Geologi dan-Geodesi.

Sumber : Data primer yang diotah

Adapun pelayanan Jjasa yang diberikan

meliputi:

Tabel 4: Bentuk Pelayanan Jasa

NO. | . | BENTUK PELAYANAN JASA
Survey dan Penelitian.

Studi Identifikasi Proyek.

Studi Kelayakan Proyek.

Desain ringci.

Supervise pelaksanaan.

6. Pemantauan dan evaluasi proyek.

Sumber : Data Primer yang diclah

SRl Bl R Pl |

Jumlah karyawan yang dimiliki
seluruhnya 589 orang terdiri dari tenaga-

tenaga ahli teknik dan tenaga subprofesional

antara lain:
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Tabel 5: Jumlah Tenaga Ahli

NO. . TENAGA AHLI TUMLATL
o T ik S ‘enaga
1. | Teknik Sipil. 72
2. | Teknik Listrik. €7
3. Teknik Mesin, . 65
4. Teknik Arsitektur, 83
5. | Teknik Geologi. : 60
6. | Teknik Geodesi. 57
7. Teknik Ekonomi. 45
B. | Teknik Computer. . 60
Tenaga subprofesional diantaranya: 55
¢ Juru gambar
s Juru ukur lapangan/inspektur
9 » Sekretaris administrasi proyek
' o Pengemudi
« Operator mesin
¢ Dan sebagainya
TOTAL 544

Sumber : Data primer yang diolah

45 orang pimpinan dan staf lyang
mengendalikan proyek. 400 orang teﬁaga dari
sebanyak 589 orang adalah tenaga tidak tetap
yvang Dbekerja berdasarkan kontrak jangka
pendek sesutwal dengan penempatan suatu
proyek. Hal ini menyebabkan P.T. Indra karya
(persero) dalam melayani 7jasa konsultasinya
memiliki resiko akan kekosongan tersedianya
tenaga;tenaga ahli yané dibutuhkan.

Hasil dari pola kerjasama peminjaman

tenaga ahli pada perusahaan jasa lain akan

diperoleh keuntungan yaitu memperoleh tenaga
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ahli ‘dalant waktu vang relatif singkat dan
memenuhi kualifikasi'yang memadai.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan-
perusahaan Jjasa vyang seringkali melakukan
hubungan kerjasama mengenai tenaga ahli

dengan P.T. Indra Karya (persero):

Tabel 6 : Perusahaan Jasa

NO. | . PERUSAHAAN JASA

P.T. Indah Karya (perserc)
P.T. Virama Karya (persero)
P.T. Bina Karya (persero)
P.T. Yodya Karya (persero)
P.T. Wiratman

P.T. Encona

P.T. Dacrea

N A @ N

Sumber : Deta primer yang diolsh

Seperti kasus kerjasama antara P.T.
Indra Karya (persero) dengan P.T Paramitra
Epsindo tentang pemakaian tenaga ahli untuk
pekerjaan Proyek extension of Rural
Electrification Planing System, tertanggal
15 Oktober 1997°.

P.T. Indra Karya (persero) membutuhkan
sgorang tenaga ahli programer untuk
menyelesaikan proyék extension of Rural

Electrification Planing System. Sedangkan

**Wawancara dengan Bp. Ir Arif Abadi Surya, MBA, Direktur Utama P.T Indra Karya (persero),
tanggal 27 Maret 2002.
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2)

P.T Paramitra Epsindo memiliki tenaga ahli
yang di inginkan oleh P.T. Indra Karya
(berSg;o) dan dalam MoU nya siap untuk
diperbantukan untuk pekerjazan milik P.T.
Indra KarYa (persero).

Selanjutnya *diadakan . kerjasama
peminjaman tenaga 'ahli antara ?.T. Indra
Karya (persero) dengan P.T Paramitra Epsindo
yang dituandkan dalam pérjanjian peminjaman
tenaga ahli untuk pekerjaan Proyek extension
of Rural Electrification Planing System,
tertanggal 15 Oktober 1997.

Detail wuraian pekerjaan untuk tenaga
ahli tersebut didiskripsikan pada Term of
Reference (TOR). Besar imbalan jaéa tenaga
ahli yang dipinjam berdasarkan pada
keputusan BAPENAS, yang kemudian bisa
disesuaikan * dengan kondisi lapangan dan

kekuatan perusahaan.

Pola Sub Kontrak

Pilihan selanjutnya untuk " pola
kerjasama bersifat insidental adalah Pola
Sub Kontrak. Pola ini Jjuga bisa menjadi

pilihan bagi perusahaan jasa saat mengalami

kekosongan tenaga ahli.
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Pola sub kontrak adalah pola kerjasama
antara perusahaan jasa User dengan
perusahaan Prihcipal dengan memberikan

sebagian pekerjazan milik perusahaan _user

. untuk dikerjakan perusahaan prncipal. Untuk

itu  ada  semacam sub  tender biasanya
dilakukan dengan pénunjukan langéung atau
beberapa calon perusahaan jasa principal
diminta untuk nengajukan.proposal penawaran
penyelesaiaaﬁ pekerjaan untuk dibandingkan
oleh perusahaan user.

Perﬁsahaan Jjasa Sebagai principal
adalah perusahaan dengan kekuatan sama atau
lebih rendah, untuk itu perusahaan user
tidak perlu memikirkan banyaknya tenaga ahli
vag dibutuhkan untuk menyelesaikan sub
pekerjaannva. Selanjutnya fungsi dari
perusahaan user adalah melakukan fungsi
pengawasan dan koordinasi antara tim ahlinya
dan tim dari perusahaan sub kentrak
tersebut.

Pola kerjasama sub kontrak ini biasa
dilakukan oleh peruéahaan jasa Konsultan,
Jasa Kontruksi, jasa Telekomunikasi dan

sebagainya, apabila dengan kondisi

160



pertimbangan yang memungkinkan untuk
dilakukan kerjasama sub kontrak.
Pada bidang usaha jasa Komputer éebagai
sarﬁpelr}ya adalah P.T. Maltindo Agungutama.
lP.T. Maltindo Agungutama berdiri tahun 1993,
perdomisili di Jl. Imam Bonjol no. 95@. pada
tahun 1998 akhir menempati kantor baru di
Jl. Pemuda no. 32, Sémarang, 50139, telp
(024) 3568000, hunting, email

maltindo@idola.net.id.

‘P.T. Mzltindo bergerak di bidang jasa

komputer diantaranya:

Tabel 7: Jenis Produk Layanan

NO. . _JENIS PRODUK LAYANAN

Penyedia unit komputer baik build up maupun rakitan.

Penyedia jaringan lokal / Local Area Network (LAN)

Penyedia jaringan Internet Indonesia Online Access {ldoLA)
Internet Service Provider (ISP)

Penyedia Hardware dan Sofware

SR A

Penyedia Periperall dan Assesoris

Penyedia Peralatan kantor

Training komputer dengan materi :
= Mocrisoft Office

Teknisi Komputer
Dan sebagainya

« Electronik Data Processing
+ Internet

¢ Web Design

*

&>

Sumber : Data primer yang diolah
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Jumlah karyawan seluruhnya 25 orang, 15
orang menduduki jabatan struktural, lihat

tabel berikut:

Tabel 8: Jahatan
NO | . POSISI o JUMLAH
1. Marketing 3
2, Purchasing 1
3. Manajemen 3
4, Back Office 8
Total 15

10 orang tenaga anhli dibidaﬁg
programmer, perakitan dan Jjaringan, lihat

tabel berikut:

Tabel 9: Tenaga Ahli

NO | . . .. TENAGAAHLI | JUMLAH

1. Hardware 2

2. Sofware 1

3. Internet 3

4, Perakitan Komputer 2

5. Networking/jaringan 2
Total 10

Sumber : Data yang diolah

Pengguna jasa dari P.T. Maltindo antara

lain:

Tabel 10 : Pengguna Jasa Layanan

NO. PENGGUNA JASA LAYANAN

Instansi swasta termasuk didalamnya perusahaan
manufaktur

-—

Instansi pemerintahan

Jasa perbankan

Bl

Perorangan

Sumber : Data primer yang diolah
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3) Pola Bagi Hasil

Pola bagi hasil adalah pola kerjasama
untuk menyelesaikan pekerjaan secara
bersama-sama antara dua atau lebih
peiusabaan jasa.

Pola kerjasama bagi* hasil ini ditempuh
saat ada komitmen -untuk menlakukaﬂ kerja
secara bersama-sama’ dengan konsekuensi
apabila terjadi kérugiah juga ditanggung
bersama dan untung dinikmati bersama,
sehingga juga.memperhitungkan faktor resiko.

Seperti kasus P.T. Maltindo Agungutama
mengajukan penawaran untuk pekerjaan éuply
nardware dan software untuk sebuah instansi.
Nilai penawaran yang besar menyebabkan P.T.
Maltindo memutuskan kerjasama dengan
perusahaan Jjasa 1lain, dengan perfimbangan
untuk  mengurangi resiko dan pembinaan
terhadap mitra kerja yang selama ini teiah
terjalin dendan baik.

Pola kerjasama bagi hasil ini bisa
dalam béntuk kerjasama permodalan atau

dengan memasok barang yang dibutuhkan
setelah dinilai dengan harga yang

disepakati. Khusus untuk kerjasama
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diri' dan seorang lagi berhalangan karena
harus menangani program lain, Untuk
mengatasi kekosongan tenaga ahli tersebut
dilakukaﬂ rekrutmen terhadap tenaga ahli
programmer vang diperoleh dari tenaga ahli
'prograﬁmer independent atas nama sendiri
dengan kontrak menyelesaikan. program yang
tertunda. Perusahaan jasa bidang jasa

komputer sejenis diantaranya:

Tabel 11 : Perusahaan Jasa

“NO. ‘ _ . PERUSAHAAN JASA
1. P.T. Wahana Komputer
2. C.V. DNA Komputer
3. P.T. SYSMACO, Computer systems & Sofware House
4. P.T. Realta
5. P.T. Binusatika, Information and Technoiogi ]

Sumber : Data yang diolah

Pola kerjasama jangka panjang adalah
pola kerjasama vang dilakukah oleh
perusahaan dalam tempo vyang relatif lama
atau dengan komitmen untuk melakukan
kerjasama pengelolaan usaha untuk jangka
waktu vang lama.‘

Pola kerjasama jangka panjang menjadi
pilihan vyang baik untuk pekerjaan yang.

sifatnya permanen atau terus menerus
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sepanjang waktu, pola kerjasama untuk

keadaan ini adalah dengan pola:

5) Pola Kerja Sama Operasi (KSO)

‘Pola kerjasama. operasi ini sebagai
sampelnvya adalah P.T. Telekomunikasi
Indonesia. P.T. Telekomunikasi Indonesia
selanjutnya disebut f.T Telkom berdiri séjak

| tahun 1991 dengan Peratgran Pemerintah No.
25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum} Telekomunikasi
meniadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Pemegang saﬁam P.T Telkom Indonesia adalah
Departemen keuangan dengan pembinaan teknis
dibawah Departemen Pos dan Telekomunikasi.

P.T. Telkom adalah penyelenggara 'jasa
telekomunikasi dalam negeri (lokal dan jarak
jauh) di Indonesia yang hingga tanggal 30
Juni- 1995 telah mengoperasikan sekitar 2,76
juta sambungan berbayar. Selain itu kegiatan
usaha PT. Telkom adalah menyediakan layanan
jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi
yang disediakan TELKOM dibagi dalam dua
kelompok, jasa ° telekomunikasi dasar dan

bukan dasar. Pengglompokan inipﬁn belum

dilaksanakan secara tegas, mengingat
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teknclogi telekomunikasi dan informasi

berkembang dengan pesat.

Bisnis utama TELKOM sampail saat ini
adalah menyediakan PTSN (Public Switch
Telephone Network} dan menyelenggarakan jasa-

melalui PTSN. Jenis jasa telekomunikasi yang

sudah beroperasi sampai 1995 adalah

Tabel 12: Produk Layanzn

NO| . .. . PRODUK LAYANAN

Jasa Telepen Dalam Negeri

Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara Telekomunikasi
lain, '

Jasa Telepon Bergerak Seluler

Jasa Satelit

S Pl EO R B I R

Jasa lainnya.

telepon untuk panggilan lokal

Perusahaan jasa lain dibidang

Sumber : Data primer yang diolah

‘Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan

kegiatan utama TELKOM, yang memberikan

pendapat terbesar. Komposisi vendapatan jasa
ini meliputi, biaya pasang, biaya_abonemen
(langganan) bulanan dan biaya pemakaian
jarak Jjauh.

Teknologi

kemunikasi lain diantaranvya:
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Tabel 13 : Perusahaan Jasa Telekomunikasi

No ... PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI
P.T. Satelit Indonesia (Satelindo)

P.T. Indonesia Satelit (Indosat)

P.T. Mitra Global Telekomuniksai Indonesia (MGTH

P.T. Aria West

P.T. Ericson Indonesia

6. P.T. Excelcomindo Pratama

S E RS e

Sumber : Data yang diolah

-

Untuk menjadikan TELKOM menjadi éalah
satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia
(World Class Operator) . Diperlukan
pembangunan sarana dan prasarana, mengingat

teknologi telekomunikasi yang maju pesat

harus diimbangi dengan kualitas sumber daya

manusia yang mampu untuk menanganinya
terutama - dalam pelaksanaan proyek
pembangunan sampai dengan proses
pengoperasian sarana telekomunikasi
tersebut.

Untuk itu P.T. Telkom Indonesia

mengadakan kerjasama dengan mitra telkom
vang telah mendapat persetujuan dari
“pemerintah. Kerjasama P.T. Telkom dengan
mitra kerjanvya menggunakan pola:

Teknis dari pola kerjasama Operasi ini

untuk  seluruh wilayah TIndonesia dibagi
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menjadi 7 divisi regional untuk lebih

jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 14 : Pembagian Divisi Regional

DIVISI
ey MITRA KERJASAMA.
REGIO - WILAYAH ' OPERASITELKOM
NAL C T
| - Sumatra Pramindo lkat Nusantara
ll k. i
. Jakarta dan sekitamya Aria West International
I | . Jawa Barat -
' ' . Mitra Giobal
V- Jawa Tengah & DI Yogjakarta Telekomunikasi Indonesia
v -
Ja\n.fa Timur Daya WNiitra Mallindo
Vi Kalimantan )
: Indonesia Timur meliputi .
Vit Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, :?:::?: ;ig;]r;glgtel
maluku dan Irian Jaya '

Sumber : Data yang diolah

Teikom mengikutsertakan mitra kerjanya
untuk membiayai pembangunan prasarana
jaringan, penyediaan Jjasa-jasa khusus dan
‘pelaksanaan diversivifikasi operasinya dalam
berbagai bentuk kerjasama.

Perjanjian K50 membentuk suatu
organisasi kemitraan vang bukan merupakan
badan hukum sebagai suatu Divisi dari TELKOM
(Unit KSO), vyang akan bertanggung Jjawab
untuk pengoperasian jaringan lokal di Divisi
K50. Di daiam setiapl unit KS0, dimana
masing—masing terdapat penyelenggara

telekomunikasi luar negeri, akan
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mengoperasikan Divisi-Divisi KSO- vang
bersangkutan. TELKOM vyakin bahwa pembagian
wilayah Indénesia Secara gecografis, vyaitu
menjadi Divisi-Divisi Regional dan pengadaan
keria sama dengan berbagai Mitra KSO untuk
mengembangkan  dan n@ngpperasikan Divisi-
Divisi KSO tersebut merupakan cara yang
paling menguntungkan sehubungan dengan
pelaksanaan pengembanganl dan pengoperésian
jaringan telekomunikasi pada Divisi-Divisi
KSO tersebut mengingat pentingnya
pelaksanaan rencana pengembangan sambungan,
kesulitan-kesulitan yang  dihadapi .dalam
pengembangan: sambungan mengingat daerah dan
bentuk geografis dari negara Indonesia dan
lingkup keuangan, manajerial dan sumber daya
lain.

fELKOM juga pércaya bahwa dengan
keterlibatan beberapa penyelenggara
telekomunikasi luar negeri di setiap Divisi
KSO lebih baik dari pada keterlibatan hanya
sebuah penyelenggara telekomunikasi  luar
negeri dalam seluruh Divisi KS0. Sebab,
TELKOM dapat méngambil manfaat dari

kemampuan manaierial, operasional dan teknik
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yéng berbedé. Selain itu, TELKOM vyakin bahwa
struktur KSO, dimana Mitra KSO bertanggung
Jawab atas pengoperasian jaringan
telekomunikasi Unit KSO, dapat mempercepat
pencapaian tujuan pembangunan dan
pengembangan jaringan telekomunikasi dalam
negeri serta memerithi tujuan pemerintah
dalam Repelita VI,

- Pada bulan Juni 1995, setelah tender
dilaksanakan, TELKCM dan Depparpostel
mengumumkan nama-nama pemenang Mitra K80
dalam rangka pengembangan dan pengoperasian .
fasilitas dan Jasa telekomunikasi aasar
tetap TELKOM di 5 dari 7 Divisi Regional.
Mémoranda. or Agreement sehubungan dengan
perjaﬁjian K50 telahi ditanda tangani dan
rancangan Perjanjian KSO telah diparaf pada
tanggal 30 Juni 1995 antara TELKOM dan
setiap pimpinan konsorsium vang diharapka:.
#kan ‘membentuk Perusahaan Patungan (Mitra
KSQ) . Perjanjian K50 diharapkan akan
ditandatangani dalam bentuk Yang secara
substantial sama dengan konsep Perjaniian
K50, segera sesudah Mitra KSO didirlkap

sebagal persercan terbatas dengan status
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permodalan bisa dengan perusahaan lain atau
dengan pihak bank sebagai pihak vyang
menanggung seluruh pembiayaan pekerjaan P.T.

Maltindo sampai dengan selesai.

4) Pola Pembagian Pekerjaan
Pola kerjasama yang digunakan oleh P.T.
Maltindo dalam mengétasi kekurangan sumber
daya manusia seperti kasus®®:

Pada bhulan Januari 2002 P.T. Maltindo

Agungutama mendapatkan pekerjaan penyediaan

hardware dan software untuk sebuah
organisasi. Penyediaan. hardware meliputil
sejumlah’ perangkat komputer beserta
jaringannya, dan penyediaan software

melipﬁti program khusus vang didesain
terhadap. kebutuhan organisasi tersebut.
Jatuh tempo dari pekerjaan tersebut
selambathya April 2002.

Untuk pekerjaan Hardware berialan
dengan semestinya, namun untuk pekerjaan
software terjadi hambatan terhadap tenaga
ahli programernya. Dari dua tenaga ahli
pregrammer  tersebut, secrang berhalangan

tetap sehingga memutuskan untuk mengundurkan

% Wawancara dengan ibu. Drh. Dwi Yanny L, Psi, selaku Direktris P.T. Maltindo Agungutama,
Semarang, tanggal 28 Maret 2002
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perusahaan patungan sesuai dengan peratura:
perundang-undangan ai Indonesia' vang
diharapkan akan diperoleh pada akhir tahun
1995. Pokok-pokok ‘perjanjian dari setiap
Perjanjian KSO pada dasarnya adalah sama,
kecuali yang. berhubungan dengan pendanann
dan jumlah kapasitas sambungan seperfi yang
akan diuraikan di bawah ini. Setiap Unit KSO
akan diperlakukan sebagai suatu divisi
TLLKOM vang dikelola dan dioperasikan oleh
Mitra KSO dengan nama TELKOM, unctuk dan atas
nama TELKOM dan Mitra KSO. Setiap‘Unit KSO
akan mengelola, mengoperasikan, memperbaiki
dan mcrawat sistem KSO dengan nama I'ELKOM,

untuk dan atas nama TELKOM dan Mitra KSO
sejak tanggal 1 Januari 1996 selama 15 tahun
(Masa KéO). Mitra KSO zkan melaksanakan
perencanaan, desain, :ekayasa, pendanaan dan
konstruksi tidak kurang dari 2 Juta
kapasitas sambungan secara keseluruhan.

TELKOM akan memperoleh tiga jenis pembayaran

dari setiap Unit KSO atau Mitra KSO selama
Masa KSO:; dan pada akhir Masa KS8SO seluruh

kapasitas sambungan yang telah dibangun
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harus diserahkan kepada TELKOM dengan nilai

nominal.

6) Pola joint Venture Company (JVC)

Bentuk partisipasi lain ~dalam
penyelenggaraan Jjasa telekomunikasi dasar

dengan TELKOM dapat berbentuk

Tabel 15: Bentuk Kerjasama

. NO) . ... ... BENTUKKERIASAMA
1. Perusahaan patungan/ Joint Venture Company (JVC).
2. Kerjasama operasi (KSO), dan
3. Kortrak manajemen.

Sumber : Data primer yang diolah®.

Dengan memperhatikan dua cara penanaman
modzal asing tersebut di muka, maka joint
venture merupzakan saléh satu bentuk PMA,
Beberapa pengertian tentang joint venture
dapat dikemukakan sebagai berikut

Dalam .Multinaéional Enterprise, An
Encyclopedia of Concepts _and Terms, Joint
venture adalah suatu perserikatan dari dua
atau lebih perusahaan dalam rmana mereka
menggabungkan sumber-sumber produksi,
pemasaran, keuangan da atau alasan-alasan
manajerial. Suatu Joint Venture  dapat

diadakan untuk suatu kegiatan terbatas atau

% Wawancara dengan Bp. Koeswiyono, selaku Technical Maintenance Control, P.T.
Telekomunikasi Indonesia, Divisi Regional IV, tanggal 20 Maret 2002
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satu itransaksi, tetapi juga dapat digunakan
sebagai bentuk hubungan vyang lama diantara
para pihak.

Joint Venture, (Usaha Patungan)
merupakan suatu persetuiuan antara dua
peserta atau lebih | yvang rempersatukan
sumbexr-sumber atau jésaéjaéanya, atau kedua-
duanya dalam suatu perusahaan tertentu
dengan atau tanba ‘membentuk suatu
persekutuan vang tersusun. Kemudian dengan
mengacu pada pengertian yang ‘1uas
berdasarkan suatu perjanjian, maka Jeint
Venture (usaha patungan) adalah béntuk
persekutuan vyang menekankan kepada usaha
Usaha Patungan yvang tidak sementara
sifatnya. Usaha Patungan ini terbentuk
ketika dua pihak atau lebih, baik secara
pribadi ' maupun perusahaan masing-masing
bermaksud menjadi mitra dalam suatu kegiatan
dan méngaturnya secara bersama-sama dengan
membentuk perusahaan baru yang saham-

sahamnya juga dimiliki secara bersama-sama.
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2. Hubungan Hukum pada Kerjasama Antara Perusahaan
Principal dan User mengenai Tenaga Ahli

Kerjasama antara perusahaan principal dan
user mengenail tenaga ahli merupakan suatu
peristiwa hukum. yang terjadi karena perbuatan
hukum. Hubungan hukum antara perusahaan principal
dan perusahaan user terjadi karena perjanjian yang
didasarkan pada suatu pekerjaan, untuk itu harus
menjunjung tinggi asas saling menguntungkan.

.Pengeftian tentang pekerjaan dilakukan dalam
kaitannvya déhgan berbagai pekerjaan yang harus

ditangari oleh perusahaan jasa yang membutuhkan

tenaga ahli.

a. Hubungan Hukum Karena Perjanjian

Pengertian pekerjaan menurut
Purwosutjiptq”, "mengandung unsur bahwa laba
tidak merupakan unsur mutlak. Pekerjaan disini
penekanannya pada kuaiitas pribadi, adanvya
imbalan atas pekerjaan vyang dilakuakn buka
menjadi tujuan utama. |

Namun dalam penelitian ini pekerjaan yang
dimaksud tetap titik beratnya pada kualitas
pribadi namun menjunjung tinggi profesionalisme

yaitu dengan mengukur semampuan dari tenaga

" HM.N. Purwosutjipto, SH, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, Jilid 1, Djambatan,
1991, hal 17 e )
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ahli vang dibutuhkan tersebut dengan balas jasa
atau | k@mpensasi yang sesuai dengan
pekerjaannya. Lebih lanjut mengenai pekerjaan
berikut akan diuvraikan unsur—unsurl dari
pengertian pekerjaan dalam arti hukum yaitu®®:
1) Kegiatan
linsur ini meiiputi perbuatan atau
kegiatan dalam bidang épa saja, misalnye
bidang ekonomi, sosial, politik,
pemerintahan, pendidikan, kesehatan.
Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan felah
ditetapkan berdasa§kan penunjpkan/
pengangkatan menurut hukum vyang berlaku.
Perbuatan atau kegiatan itu tidak boleh
dilalaikan -atau melanggar batas wewenang
vang telah dtentukan ancaman sanksi‘ hukum

karena pelanggaran atau indisipliner.

2) Terus-menerus

Perbuatan atau kegiatan itu dilakukan
secara. terus-menerus artinya tidak diseiingi
oleh kegiatan lain, tidak insidental,
merupakan mata pencarian yang bersifat tetap

untuk jangka waktu lama.

** Abdulkadir Muhamad, $.H., Prof. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, hal 21-22
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Jangka waktu tersebut ditentukan dalam
surat penunjukan/pengangkatan atau kontrak
kerja. Legalitas melakukan pekerjaan adalah
surat penunjukan/pengkatan/kontrak kerija

selama jangka waktu itu.

3) Terang-terangan

Terang—terangan‘ artinya mendapat

pengakuan atau izin dan pejabat pemerintah

yang berwenang, atau diangkat oleh
pemerintah/lembaga badan tempat dia
melakukan kegiatan berdssarkan surat

pengangkatan, sehingga diketahui dan diakui

oleh semua pihék (masyarakat) .

4) Kualitas Tertentu

Kualitas terténtu adalah keahlian/
keterampilan khusus yvang menunjukkan
kemampuan tertentu vang diakul oleh
pemerintah/lembaga/ . badan yvang
berkepentingan. Keahlian/ keterampilan
khusus itu diperoleh melalui ieniang
pendidikan dan pelatihén tertentu atau
karena pengalaman yang mendalam yang
dibuktikan dengan sertifikat berdasarkan

peraturan hukum yang berlaku.
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5) Kompensasi atau Imbalan jasa

Kompensasi adaiah imbalan berupa
sejumiah uang yang dibayar secara berkala
berdasarkan peraturan vyang beriaku atas
pelayanan keahlian atau keterampilan vyang
diberikan. Imbalan tersebut biasanya dibayar
bulanan. Di sampinél sejumlah wuang imbalan
tersebut dapat berupa fasilitas atau Jjaminan
kesejahteraan.

'Pengelolaan terhadap kompensasi
merupakan fungsi penting dalam pengelolaan
sumber dava manusia. Tingkat-tingkat
kompensasi dan segala macam funjanganbyang
diberikan kepada aset sumber dayg manusia
merupakan pengeluaran pokok vyang penting
vang akhirnya akan memberikan tekanan pada

posisi kompetitif persaingan perusahaan.

b. Dasar Hubungan Hukum Karena Perjanjian
Kerjasama Antar Perusahaan Jasa Mengenai
Tenaga Ahli

Perjanjian kerjasama antar perusahaan jasa
dalam hal pemanfaatan tenaga ahli merupakan
usaha untuk mengisi kekosongan akan sumber daya

manusia vyang tidak bisa disediakan oleh
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perusahaan vang mempbutuhkan tenaga ahli

tersebut.

“Suatu perjanjion adalah suatu peristiva dimana
seorang  berjanji  kepada orang lain  uniuk
20

melaksanakan sesuatu hal”™”

Perjanjian kerjasama tersehut merupakan

sebuah peristiwa yang timbul antara pemilik

. tenaga ahli  (Principal) dengan perusahaan

pengguna tenaga ahli (User). Dengan demikian
perjaniian tersebut menimbulikan perikatan

antara para pihak vyang membuatnya, demikian

diatur dalam,

Pasal 1233 KUHPerdata :

“‘Sumber dar perkatan adalah karena perjanjian dan
Undang-undang” '

Prinsipnya akibat hnkum yang ditimbulkan

dari perjanjian kerjasama tersebut adalah:

1. Perusahaan pemilik-GVMCma& berkewajiban
untuk  menugaskan tenaga ahli vang
dimilikinya sesuai kriteria yang diminta
oleh Perusahaan ?engguna (User) pada saat
MoU. Perusshaan Principal berhak atas
impbalan jasa dari perusahaan User.

2. Perusahaan pengguna tenaga ahli (User),

berkewajiban untuk menyerahkan' imbalan

* Opcit Subekti, hal |
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atas jaéa tenaga ahli yang digunakannya
sesuaili dengan tempo penyerahan yang
telah disepakati dalam Mol/. Perusahaan
Uéer berhak atas tenaga ahli yang
sesual’ dengan kriteria vang diminta
olehnya.

Bentuk perjanjiaﬁ kerjasama antar
perusahaan jasa ini ‘dalam bentuk tertulis,
kontrak atau perianjian kerjésama ini merupakan
dokumen vyang didalamnya - seluruh klausul yang
mengatur para pihak @ dijabarkan. Termasuk
memperhatikan kaedah-kaedah nukum tentang
ketenagakerjaan mengingat objek dari perjaﬁjian
tersebut adalah tenaga ahli yang bekerja dalam

perusahaan.

. Aspek Hukum Dalam Hubungan Kerjasama Antara

Perusahaan Jasa Mengenai Tenaga Ahli

Kerjasama antar perusahaan jasa dalam hal
pemanfaatan ténaga ahli merupakan sebuah
peristiwa hgkunl vang terjadi karena perbuatan
hukum. Berikut ini adalah beberapa aspek hukum
yang mempengaruvhi hubungan kerjasama antar

perusahaan jasa tersebut.
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1) Aspek Hukum Ketenagakerjfaan

Hubungan antara tenaga ahli dengan

perusahaan pemilik (Principal) adalah hubungan

kerja dimana perusahaan principal tersebut

memberikan kerja uatuk

itu harus diatur

dalam suatu perjanjian kerja Dberdasarkan

ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Mengingat sifat dari

suatu pekerijaan

vang tidak selalu tetap, hal ini

mempengaruhi lamanya hubungan kerja antara

perusahaan pemilik dengan

Untuk itu perusahaan

tenaga ahlinya.

harus pula

memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan

Kerja Waktu Tertentu.

Dimungkinkan bahwa teraga ahli adalah

orang asing, hal ini

keterbatasan sumberdaya

dimiliki oleh bangsa In

Untuk' itu dalam memanfaai

terjadi karena
manusia vang

donesia sendiri.

“kan tenaga ahli

tersebut  harus memperhatikan ketentuan

Undang-undang No. 25 Tah

Ketenagakerjaan yaitu:

Pasal 152, Undang-undang no
Ketenagakerjaan

un 1997 tentang

25 tahun 1997 tentang
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(1) Tenaga kerja warga negara asing hanya dapat bekerja di
wilayah Indonesia atas dasar izin Menteri.

{2) Penggunaan fenaga kerja warga negara asing
* dilaksanakan  secara  seleklif dalam  rangka

pendayagunaan tenaga kerja indonesia secara optimal
dan alih teknologi.

“{3) perusahaan yang menggunakan tenaga kerja warga
negara wajib memiliki izin Menteri.

Pasal 153, Undang-undang no 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan -

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga
negara asing wajib memiliki rencana penggunaan
tenaga kerja asing disahkan oleh Menteri.

(2) Rencana penggunaan tenaga kérja Warga‘negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang
. kurangnya memuat keterangan.

a. Alasan penggunaan tenaga kerja warga negara
asing;

b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja warga

negara asing dalam struktur organisasi perusahaan
yang bersangkutan.

c. Jangka wakiu penggunaan tenaga kerja warga
negara asing;

d. Penunjukan tenaga kerja warga negara indonesia

sebagai pendamping tenaga kerja warga negara
asing yang dipekerjakan.

{3) Tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga
kerja warga negara asing ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 154, Undang-undang no 25 tahun 1997 fentang
Ketenagakerjaan

Dalam rangka pendayagunaan dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan pembangunan nasional, Menteri
menetapkan jabatan dan standar kompetensi bagi setiap
tenaga kerja warga negara asing yang bekeja di

- perusahaan.

Standar kompetensi adalah kualifikasi

yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga
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negara asing antara lain ketrampilan,
keahlian kemampuan, budaya, dan bahasa.
Selain standar kompetensi perusahaan vang
mempekerjakan tenaga ahli asing harus
menunjuk = tenaga ahli Indonesia  sebagai

tenaga pendamping, demikian diatur dalam:

Pasal 155, Undang-undang no 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga
negara asing wajib:

a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indohesia sebagai

tenaga pendamping fenaga kerja warga negera asing
yang dikerjakan;

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan jabatan
yang diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing.

Pasal 156, Undang-undang no 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

(1) Sefiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja
warga negara asing dikenakan pungutan untuk setiap
tenaga kerja warga negara asing yang di pekerjakan.

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157, Undang-undang no 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

Ketertuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan,
perencanaan pengendalian dan pengawasan, jenis jabatan,
dan peloporan dalam penggunaan teraga kera warga

negara asing, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah

Ketentuan teknis untuk tata cara

perijinan, perencanaan dan pengawasan dalam

pasal 157, Undang-undang no 25 tahun 1997
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diatas akan diaturlebih lanjut dalam

peraturan pemerintah.

2) Aspek Hukum Perusahaan

Dari hasil penelitian hukum perusahaan
juga menjadi perhatian dari para pihak dalam
hubungan kerjasama antar verusahaan.
Pemahaman atas status badan usaha masing-
masing menjadi perhatian, hal ini untuk
mengakomodasi besar kecil tanggung jawab
perhsahaan masing-masing dari permasalahan
hukum vang ditimbulkan dikemudian hari.
Menurut

Pasal 1 Huruf b Undang-undang No 3 tahun 1982 fentang
Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah:

‘Setiap bentuk badan usaha yang bersifat tetap, terus
menerus dan didirikan, bekeria serta berkedudukan dalam
wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan dan atau laba”

Dari definisi tersebut dapat diuraikan

unsur-unsur perusahaan sebagai berikut!®:

4, Eentuk usaha yang berupa organisasi atau
badan usaha, yang didirikan, Dbekerja dan
berkedudukan dalam wilayah negara
Indenesia. Dalam bahasa Inggris disebut

Company.

"% Op Cit Abdutkadir ,hal 8-9
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5. Jenis wusaha vyang berupa kegiatan dalam

bidang perekonomian (perindustrian,
perdagangan, Jasa) vang dijalankan oleh

badan usaha secara. terus-menerus dalam

bahasa Inggris disebut Business. Sedangkan

menurut,

Pasal 1 angka (1) Undang-undang no 8 tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah:

“Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
can ferus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan
atau laba, bak yang diselenggarakan oleh perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum, yang didirkan dan berkedudukan
dalam wilayah negara republik Indonesia.”

Dari dua definisi diatas dapat dirinci,

bahwa unsur-unsur perusahaan adalah seperti

berikut:

(a) Badan Usaha

- Badan usaha yang menjalankan
kegiatan dalam bidang perekonomian itu
mempunyai beﬁtuk hukum tertentu,
seperti Perusahaan Dagang (PD), TFirma
(Fa), Persekutuan Komanditer {CV),
Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan
Umum {Perum), Perusahaan perseroan
(Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat
diketahui melalui akta pendirian

perusahaan yang dibuat di muka notaris,
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kecuali Koperési akta pendiriannya

dibuat o¢leh para pendiri

oleh Pejabat Koperasi.

(b) Kegiatan Dalam Bidang Perekonomisn

dan disahkan

Kegiatan ini meliputi

perindustrian, perdagangan dan

yang'dirinci sebagai berikut:

Tabel 16 : Kegtatan Bidang Perekonornian

iasa

JENIS
'KEGIATAN. |

MELIPUTT -

Perindustrian

Eksplorasi dan pengeboran minyak
Penangkepan ikan

Usaha perkayuan

Barang kerajinan

Makanan dalam kaleng
Obat-obatan

Kendaraan bermaootor

Rekaman dan perfilman
Percetakan dan penerbitan.

Perdagangan

Jual beli

Ekspor impor
Bursa efek
Restoran

Toko swalayan
Valuta asing
Sewa menyewa.

Jasa

Transportasi
Perbankan
Perbengkelan

Jahit busana
Konsuitasi kecantikan.

Sumber : Data yang diohh

(c) Terus—menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian

vang dilakukan secara terus-menerus,

artinya sebagai mata pencarian,

insidental,

insidental atau musiman.

tidak

bukan pekerjaan sambilan,

Kegiatan usaha
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ini harus Qilakukan éecara terus
menerus untuk waktu vang lama.
(d) Bersifat Tetap

Kegiatan usaha itu harus
konsisten, befsifat tetap artinya
kegiatan itu tidak berubah atau
berganti dalam waktu singkat, melainkan
untuk Jjangka waktu lama. Jangka Waktu
tersebut di tentﬁkan dalam akta
pendirian perusahaan, atau surat Izin

usaha, misalnya 1iima tahun, sepuluh
tahun.
(e) Terang—terangan

Terang-terangan artinya ditujukan
kepada dan diketahul oleh umum, bebas
berhubungan dengan pihak 1lain, diakuil
dan dibenarkan oleh pemerintah
berdasarkan undang-undang. Bentuk
terang-terangan ini dapat diketahui dan
akta pendirian ‘perusahaan, nama dan
merek perusatiaan, surat izin usaha,
surat izin tempat usaha, .akta
pendaftaran perusahaan. Molengraafsi®

menggunakan istilah bertindak keluar

"' Op Cit Abdulkadir hal 12
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vang maksudnya berhubungan dengan pihak
lain (pihak ketiga), tetapi tidak
diperscalkan apakah secara terang-
terangan dan menggunakan bentuk
tertentu. Jika wunsur ini tidak ada,
maka perusahaan itu dikatakan liar dan

melanggar undang-undang.

(f) Keuntungan dan atau Laba

Setiap kegiatan menjalankan

perusahaan tentu menggunakan sejumlah

modal. Dengaﬁ - modal perusahaan,
keuntungan dan atau laba dapat
diperoleh. Ini adalah tujuan utama

Setiap perusahaan vyaitu prefit atau

laba.

(g) Pembukuan

Pembukuan merupakan catatan
mengenai hak dan kewajiban yang
berkaitan dengan kegiatan usaha suatu

perusahaan. Menurut ketentuan:

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Sefiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan,
iapun tentang kekayaan dan tentang segala sesuatu
berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai
dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan
dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catan-
catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya
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Pasal 8 ayat (1), Undang Undang No. 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan

Setiap peruéahaan wajib membuat catatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.

Pasal 5, Undang Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan ditentukan

Catatan ferdiri dan neraca tahunan, perhitungan aba rugi
tahunan, rekening, junal transaksi harian, atau setiap
tulisan yang berisi keferangan mengenai hak dan kewajiban
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha
suatu perusahaan.

- Untuk itu setiap perusahaan
diharuskan untuk membuat pembukuan.
Selain sebagai catatan hak dan
kewajiban juga sebagai dasar bagi
perhitungan pajak yang harus dibayar
kepada pemerintahl

Uraian diatas sebagal dasar untuk

merumuskan sebuah perusahaan, menurut

Abdulkadir :

“Perusahaun  adalah setiap badan wusaha yang
menjalankan kegiatan aacm bidang perekonomian
secrna lerus-menerus, bersifat fefap, dan terang-
terangun dengan tujuan mempercleh keuntungan

dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan.”*
Status perusahaan masih dibagi
untuk perusahzan vyang memiliki status

tidak berbadan hukum dan vyang memiliki

status badan hukum.

"2 Op Cit Abdulkadir, hal 13
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Pengaturan mengenai perusahaan
yang tidak berbadan hukum masih
menggunakan Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, sedangkan untuk status

, pérusahaan dengan badan hukum atau
Perserocan terbatas telah diatur dalam
Undang-undang No 1 tahun 1885 £entang

Persercan Terbatas.

3) Peraturan Perusahaan

Objek dalam perjanijian kerjasama antar
perusahaan Jjasa mengenai tenaga ahli dalam
penelitian iri adalah tenaga ahli. Tenaga
ahli tersebut nantin?a akan diperbantukan
dari perusahaan principal ke perusahaan
User, selanjutnya akan ditempatkan dilokasi
proyek. Sebelum melakukan kerjasama‘mengenai
tenaga ahli tersebut para 'pihak dalam hal
ini adalah peruszhaan principal dan user
harus memperhatikan peratuan perusahaan yang
berliaku aimasing—masing perusahaan.
Peraturanlperusahaan adalah

“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha  yang memuot tentang  ketentuan-

ketentuan tentang syaral-syaral  kerja sertu tata
tertib perusahaan”'®

" Drs. Yunus Shamad, “Hubungan Industrial Di Indonesia”™, P.T. Bina Sumber Daya Manusia,

Iakarta, 1998, hal 65-66
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Peraturan perusahaan harus dimintakan
persetujuan dari Departemen tenaga kerja,
dalam rangka fungsi kontrol terhadap
kuglitas dari ©peraturan perusahaan yang

dibuat secara sepihak cleh perusahaan,

diatur dalam :

Pasal 39, Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang
’(etenagakerjaan

(1) Setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan
yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahiap.

(2) Kewajiban memiliki peraturan perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan
vang telah memitiki kesepakatan kerja bersama. .

(3) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama

. 60 (enam puluh) han kerja sejak naskah peraturan
perusahaan diterima.

(4) Apabila waktu 60 {enam puluh} han kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sudah telampau dan peraturan
perusahaan belum disahkan oleh Menteni atau pejabat
yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan tersebut
dapat diberfakukan.

Departemen tenaga kerja akan meiihat
apakah peraturan perusahaan tersebut
melanggar peraturan perundangan atau
kondisinya jauh dari kebiasaan vang berlaku.

 Terbentuknya peraturan perusahaan,
minimal akakan memperoleh kepastian adanya

hak dan kewajiabn pekerja dan pengusaha.
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Sehingga akan menjadi pegangan bagi masing-
masing éihak untuk melaksanakan tugas
sehari-hari. Mengingat pentingnya peraturan
'perusahaan, peraturan perusahaan harus
disusun sesegera mungkin dan pembuatannya

menjadi tanggung Jjawab dari perusahaan,

diatur dalam:

Pasal 40, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan .

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung
jawab dan pengusaha yang bersangkutan.

Isi dari peraturan perusahaan
setidaknya mencerminkan hak dan kewajiban
dari masing-masing pihak, yang diatur dalam:

Pasal 42, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Kelenagakerjaan

(1} Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat
ketentuan mengenai:

a. Hak dan kewajiban pengusaha;

b. Hak dan kewajiban pekerja;

c. Syarat kerja;

| d. Tata tertib perusahaan;
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Peraturan perusahaan vyang dikbuat tidak

boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, apabila

terjadi peraturan perusahaan bertentangan
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dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku dan terjadi perselisihan maka vyang
dipergunakan adalah peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Diatur dalam:

Pasal 42, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
. Ketenagakerjaan

(2) ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berfaku.

Pasal 43, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

Peraturan perusahaan'mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

(1) Perubshan peraturan perusahaan sebelum berakhir
" jangka wakiu berlakunya hanya dapat dHakukan atas
dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil
pekerja.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

Pengusaha wajib memberitahukan dan  menjefaskan
peraturan perusahaan kepada pekerja perusahaan yang
bersangkutan.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara
membagikan salinan peraturan perusahaan
kepada setiap pekerja, menemwpelkan peraturan
perusahaan di tempat tempat vyang mudah

dibaca oleh para pekerja, dan memberikan

penjelasan langsung kepada pekerija.
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Pasal 46, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 fentang
Ketenagakerjaan

(1) Pengusaha dilarang mengganti kesepakatan kerja
bersama dengan peraturan perusahaan, sepanjang di
perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat
pekerja.

(2) Dalam hal di perusahan tidak ada lagi serikat pekerja
dan kesepakaian kerja bersama diganti dengan
peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada

dalam peraturan perusahaan fidak boleh lebih rendah

dan  ketentuan yang ada dalam kesepatan kerja
. bersama.

L.ebih rendah dalanlrpasal 46 butir 2
Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan adalah bahwa syarat kerja
vang diatur dalam peraturan perusahaan baik
nilai atau bobotnya tidak boleh lebih rendah
dari syarat kerja yang diatuf dalam
kesepakatan kerja sama vang telah berakhir,
sehingga merugikan pekerja.

Pasal 47, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan

Ketentuan mengenai penahapan perusahaan yang wajib
membuat peraturan perusahaan serta tata cara pembuatan

dan pengesahan peraturan perusahaan diatur lebih lanjut
~ oleh Menteri. '

Meskipun dalam peraturan perundangan-
undangan ketenagakeriaan menyebutkan
pekerja, dalam hal ini tenaga ahli vang
dimaksud adalah bagian dari tenaga keria

perusahaan jasa. Untuk itu peraturan

perusahaan yang berlaku pada peruszhaan
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masing-masing juga harus dirormati dan
ditaati oleh para pihak khususnya oleh

tenaga ahli yang ditugaskan dalam perusahaan

pengguna jasanva.

3. Pertanggungjawaban Tenaga Ahli Terhadap Perusahaan

Principal, Perusahaan User Dan Owner

Dasar dari pertanggungjawaban tenagé ahli
adalah Memorandum Of Understanding (MoU) antar
perusahaan jasa mengenai- tenaga ahli. Dalam MoU
itulah hak dan kewajiban ﬁara pihak disepakati
yang Dberarti selain kesepakatan dari pihak
perusahaan Principal ataupun perusahaan User dari
pihak tenaga ahli vyang diméksud dalam MoU tersebut
juga dipastikan hak dan kewajibannya.

Penempatan tenaga ahli dilapangan erat
kaitannya dengan sejumlah hak dan kewajiban
didalamnya, dari hak dan kewajiban inilah terjadi
menentukan luasan dari bentuk pertanggunganjawab
vang harus di tanggung c¢leh masing-masing pihak.

Dari penelitian ini bentuk pertanggunganiawab
dari tenaga ahli vyang menjadi objek perjanjian
kerjasama antara perusahaan jasa mengenai tenaga
ahli untuk masing—masing bidang Jjasa berbeda.
Perbedaan iﬁi disebabkan karena karakter dari

masing-masing bidang usaha jasa tidakiah sama.
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Bentuk pertanggungjawab tenaga ahli mehgingat
tenaga ahli disini termasuk dalam tim kerija, maka
secara profesiconal . dalam tim kerja
mempertanggungjawabkannya péda saat penyerazhan
pekerjaan ataupgn proyek yang telah dikerjakannya.
Namun bila‘mengingat tenaga ahll tersebut secara

profesional direkrut melalui sebuah perianjian

kerjasama antar perusahaan Jjasa, maka perlu

diperhatikan:

a. Pertanggunganjawab Tenaga Ahli Terhadap
Perusahaan Principal

Posisi dalam tenaga ahli dalam perusahaan
principal yang Jjelas akan menunjukkan dimana
garis perintah. dan garis koordinasi dalam
departemen atau bagian vyang terkait dengan
proyek yang sedang berlangsung. Kedudukan dalam
proyek yang sedang berlangsung secara singkat
harus dijélaskan atau diﬁunjukkan dengan bagan

organisasi yang sederhzana, lihat gambarx

berikut:
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Tabel 17 : Struktur Organisasi Proyek

STRUKTUR ORGANISAS! PROYEK

KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN JASA
DIREKSI
PERUSAHAAN JASA
PIMPINAN T1M
SEKRETARIS
ADMINISTRASI S LAPANGAN
PROYEK

/ /

TENAGA TENAGA EJ TENAGA |

AHLI AHLI AHLI Dj

Sumber ; data yang diolah

a anli mempengaruhi pertanggunganjawabnya yandg

didasarkan pada kontrol kerja vyang telah

disepakati, hak dan kewajibannya diatur dalam

perjanjian kerja antara perusahaan principal

dengan tenaga ahli vyang bersangkutan sehingga

pertanggunganjawabnya berdasarkan dari hubungan

hukum yahg timbul dari hubungan kerja.

Pertanggunganjawab Tenaga Ahli Terhadap
Perusahaan User |

Tenaga ahli melaksanakan tugasnya

dilapangan, diharuskan untuk memahami tata
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laksana kerja vang ada dalam perusahaan user.
Femahaman ini berfungsi untuk mengetahui lebuh
Jauh tentang posisinya dilapangan dengan tujuan
untuk menjalin komunikasi dalam tim kerjs dan
manajemen parusahaan Usar.

Pemahaman tenaga ahlil tler_'dapall: dalam Term
Of Reference (ToR) vyang menjadi pedoman dalam

menyelesaikan pekerjaan. Namun perlu diingat

fidak semua tugas bisa didiskripsikan secara

‘detail dalam Term Of Reference (ToR}, dan dalam

ToR pun tidak mungkin diuraikan teknis

‘pekerjaan sedetail mungkin bahkan akan menjadi

penghambat dalam . penyelesaiaan pekerjaan
tersebut.

Isi dari. ToR memuat hal-hal teknis yang
cukup untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian
pekerjaan. Berdasarkan dari ToR tersebut dapat

ditentukan batasan tanggung jawab masing-masing

"tenaga ahli dalam satu tim kerja. Namun hal

ini. bukan berarti kesempatan untuk melakukan
penyimpangan. Diskripsi ifﬁ juga  menunijukkan
luas wewenang dan tanggung Jawab pekerjaan
termasuk melakukan koordinasi dengan orang-

orang dari'departemen lain yang harus dihubungi
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mengirgat pekerjaan tenaga ahli yéng

bersangkutan bekerja dalam satu tim.

. Pertanggunganjawab Tenaga Ahli Terhadap

Perusahaan Qwner

Pertanggunganjawab ‘tenaga ahli terhadap
owner adalah pertanggunganjawab secara terbatas
atau dalam kapasitas secara t(tidak langsung
dengan ﬁanaga ahli.

Hal inil terjadi karena perusahaan owner
tidak seéara langsung melakukan kontrék dengan
peruséhaan principal ataupun dengan perusahaan
user. Namun  dalam hubungan ini terdapat
tanggung Jjawak secara renteng antara tenaga
ahlil dengan perusahaan principal serta
perusahaan user.

Perusahaan principal ‘memberikan tanggung

jawab atas tLenaga ahli tersebut kepada

perusahaan user dan perusahaan user memberikan

- tanggung jawabnya kepada perusahaan owner, dan

tenaga ahli dalam hal ini memberikan tanggung

jawab secara terbatas pada profesionalismenya.

. Permasalahan yang sering muncul

Selama - ‘dilaksanakannya perjanjian

kerjasama antar perusahaan Jjasa mengenai tenaga
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ahli  ini masin  juga  didapati  sejumlah

permasalahan. Permasalahan itu dibagi menjadi:

1) Masalah non Hukum

Masalah non hukum adalah permasalahan
vang tidak berhubungan dengan hukum namun
juga menjadi faktor yang menentukan dalam
hubungan  kerjasama anbar perusahaan  dalam
hal pemanfaatan tenaga ahli ini.
Parmasalahan non hukum antara lain:

1. Perusahaan pengguna (user) tenaga ahli
merasa tidak puas dengan tenaga ahli
vang diberikan oleh peruszhaan pemilik
(Principal) tenaga ahli.

2. Adanya hambatan komunikasi antara para
pihak di lapangan.

3. Terjadi  lebih dari  satu  perintah
dilapangan.

4. Tenaga Ahli yang dimaksud mangkir dari

tugas.

|93

. Kemampuan untuk berinteraksi dan
bekerja sama dengan tenaga ahli lain

yang tergabung menijadi satu tim kerja.

2) Masalah Hukum

Masalah hukum adalah permasalahan vyang

herhubungan dengan hukam, antara lain:

—_— bR S ERAETEI
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. Perusahaan User tidak membayar dan atau

terlambat mengirimkan imbalan jasa yang
sudah ditentukan dalam perjanjian
kerjasama antar perusahaan jasa

mengenai tenaga ahli.

. Tugas yang diberikan kepada tenaga ahlil

tidak sesuai dengan Term Of Reference

(TOR) dan acuan teknik proyek

. Tenaga ahli diberhentikan sebelum

pekerjaan selesai.

. Tenaga ahli diberhentikan tanpa alasan

yang jelas.

. Atas permintaan pemilik pekerjaan,

pekerjaan dianggap selesai.

. Menurut pemilik pekerjaan, Lenaga ahli

dianggap Utidak mampu memberikan hasil

kerja sepertl yang diharapkan.

. Jangka waktu penggunaan tenaga ahli

melebihi dari vang ditentukan.

. Pelanggaran terus-menerus terhadap

peraturan perusahaan oleh tenaga ahll.

. Penggantian tenaga ahli oleh Perusahaan

pemilik tenaga ahli (Principal! dengan
vualifikassi dibawah vang diinginkan

perusahaan User.
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B. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian lapangan berikut

temuan-temuan yang telah didiskripsikan pada sub hasil

penelitian diatas, penulis mencoba untuk menganalisis

hagil-hasil penelitian tersebut guna menjawab

permasalahan yang ada dengan kajian teori vyang telah

didiskripsikan pada bab II.

1. Pola Kerjasama Antara Perusahaan Principal Dan User
Mengenai Tenaga Ahli

Berdasarkan data hasil ©penelitian diatas

diperoleh karakter dari pola kerjasama vyang

terjadi pada perusahaan jasa yang diklasifikasikan

berdasar pada kegiatan usahanya.

a. Pola Kerjasama Pada Usaha Jasa Konsuitan Teknik

Pola kerjasama pada perusahaan Jjasa

konsultan teknik bidang wusaha ini lazim

dilakukan dengan pola peminjaman tenaga ahli
- antar sesama perusahaan Jjasa, untuk lebih

jelasnya lihat bagan berikut:
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Tabel 18 : Pola Kerjasama Pada Perusahaan Jasa Konsultan Teknik

POLA KERJASAMA PADA PERUSAIAAN JASA KONSULTAN
TERNIK

POLA PEMINJAMAN TENAGA AHLI
POLA SUB KONTRAK

MEMLIKL [ MEMBUTUHKAN - [ A neEMuk ] MEMRUTUHKAN

TERERJAANT 1| TENAGA ARLY

l S OTENAGAAHLE ||  PEKERsAAN [

PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS

Sumber  Dafa yang diolah

1) Pola Perinjaman Tenaga Ahli

Pengartian dari Pola kerjasama dengan
peminjaman ini adalah kerjasama antara P.T,
Indra Karya (persero) dengan badan usaha
lain dalam urusan pinjam meminjam tenaga
ahll  untuk menyelesaikan pekerjaan P.T.
Indra Karva (persero).

Badan usaha sebagali mitra kerjasama

P.T. Indra Karya (persero) adalah badan
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usaha yang memiliki tenaga ahli siap pakal
atau siap untuk dipinjamkan ke P.T. Indra
Karya (persero).

Pelaksanaan kerjasama peminjaman tenaga
ahli ini diselenggarakan untuk pekerjaan
P.T. Indra Karya (persero}, dan sebagail
pelaksana dilapangan dibentuk tim dibawah
keoordinasi P.T. Indra Karya (persero). Masa

pelaksanaan kerjasama peminjaman tenaga ahli

tersebut terhitung sejak perjanjian
peminjaman tenaga ahli tersebut
ditandatangani.

Fola kerjasama antar - perusahaan jasa
dengan menggunakan pcla peminjaman merupakan
salah satu bentuk kerjasama diluar pola
kerjasama vang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pola ini diciptakan
untuk menjawab celah dari kerjasama antar
perusahaan pada umumnya manakala menghadapl
permasalahan sumberdaya manusia khususnya
pada Jjenis usaha bidang djasa konsultan
teknik.

Pola peminjaman tenaga ahli ini adalah
pola vang dikembangkan di masyarakat selain

yang telah diatur o¢leh pemerintah dalam
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2)

hubungan kemitraan. Jelasnya hubungan
kerjasama yang dibangun untuk memenuhi
kebutuhan tenaga ahli pada perusahaan Jjasa
pada saat menyelesaikan pekeriaannya.

Hasil vang diperoleh selama ini dari
pola kerjasama peminjaman tenaga ahli cukup
menggembirakan. Hal ini disebabkan sesual
dengan prinsip = dasar hubungan saling
menguntungkan dan dari hubungan kerjasama
ini nampak dengan Jjelas bahwa tidak ada satu
ploakpun vang merasa dirugikan dalam

hubungan kerjasama ini.

Pola Sub Kontrak

Pola hubungan sub kontrak ini merupakan
hagian dari nola hubungan komitraan,
Kamitraan diartikan dengan hubungan
kerjasama antara pengusaha Dbesar dengan
pengusaha kecil sebagail dasar hukum
pengaturan  hubungan kemitraan ini adalah,
Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha
kecil, pasal 6, pasal 27, pasal 28, pasal

29, pasal 30, pasal 31 dan pasal 32.
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Pasal B, Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usana
Kecil - '

“Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil
melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan melipuli aspek : pendanaan, persaingan,
prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan
perlindungan” :

Pasal 11, Undang—undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha
Kecil

‘Dalam menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan
dengan menetapkan peraturan  untuk  mewujudkan
kemitraan. Mecegah terjadinya hal-hal iklim yang merugikan
usaha kecil dalam pelaksanaan fransaksi usaha dengan
usaha menengah dan besar’

pola kerijasama ini merupakan salah satu
usaha pemerintah untuk menumbuhkan iklim
usahé bagi usaha kecil dengan menetapkan
peraturan tentang kemitraan dengan Peraturan
Pemerintah RI No. 44 tahun 1997 tentang
Kemitraan, tertanggal 17 Nowvember 1987
dengan tujuan menyesuaikdan dengan pola-pola
keriasama kemitraan yang sesual dengan sifat
dan tujuan usahanya.

Namun dalam usaha bidang jasa ini tidak
selalu atau bisa dipastikan untuk mitra dari
perusahaan Jjasa ‘konsultan konstruksi ini
adalah perusahaan dengan skala menengah atau

kecil. Konsep kemitraan yang dijalin disini

adalah konsep kemitraan yang didasari dengan
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tingkat profesionalisme dari perusahaan

calon mitra kerijanya.

Jelasnya perusahaan mitra vang sudah

dipercavya untuk diperkenankan menangarni

sebagian pekerjaan yang sedang ditanganinya.

b. Pola Kerjasama Pada Usaha Jasa Komputer

Pola kerjasama pada bidang usaha komputer

ini lazim dilakukan dengan pola pembagian

pekerjaan (Share). Untuk lebih Jelasnva linat

bhagan kerjasama berikut ini:

Tabel 19: Pola Kerjasama Pada Perusahaan Jasa Komputer

POLA KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN YASA MENGENAI
TENAGA AHLY PADA PERUSAHAAN JASA KOMPUTER

POLA DENGAN PEMBAGIAN PEKERJAAN

<

MEMILIKI: [ MEMBUTUHKAN: |
EKERIAAN' || “TENAGA AHLI

S| MEMILKI: | MEMBUTUHKAN:
“TENAGA AHLI “PEKERJAAN

PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITA.S

Sumber : Data yang diolah
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1) Pola Sub Kontrak

Pola sub kontrak pada bidang usaha jasa
komputer ini tidak janb berbeda dengan sub
kontrak pada pola sub kontrak pada
verusahaan jasa konsutan kontruksi. Melihat
dari pasal 26 Undang-undang no. 9 tahun 1995
tentang Usaha Kecil, ini menunjukan bahwa
kerijasama usaha vang dikehendaki oleh
pemarintah adalah usaha vang Uidak semala-
mata hubungan bisnis vyang hanya mencari
keuntungan. Naraun suatu Kerjasama yang
dilandasi dengan rasa saling membutuhkan,
memparkuac, pengembangan  dan  rasa  tangung
Jawab sosial.

Kaitan antara pengusaha induk  dengan
ANAKA perusahaan akan rtetanid hubungan
keduanya setara.

Pasal 28, Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil

“Jsaha kecil yang emlaksanakan hubungan kemitraan
dengan usaha vyang felah terdata dan pengelolaannya
sebagian besar dilakukan oleh warga negara Indonesia’

Keterkaitan usaha atau hubungan
kemitraan antara P.T. Maltindo dengan mitra
kerjanya dituangkan dalam bentuk perjanjian

tertulis sekurang-kurangnya mengatur bentuk
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2)

dan  lingkup kegiatan usaha kemltraan, hak
dan  kewaiibkan masing-masing pihak  harus
jelas, bentuk  gembinaan  dan  pengenbangan
sevia Jangka waktu perijaniian, pengakhiran
Atan perpaniangan perjaniian. Kerentuan ini
bukan merupakan ind keseluruhan dari
perjaniian, tapi  berdasarkan dengan asas
kenepaszan  berkontrak maka  keduanya bebas
unkik memperianiikan apa saja untuk

terjadinya kerjasama usaha.

Pola Pembagian Kerja

Pengertian pembagian pekerjaan antara
. T. Maltindo dengan mitra kerjanya adalah
kerjasama antara P.T. Maltindc dengan badan
usaha lain yang bergerak dibidang yang sama
dan atau mendekati dengan usaha jasa
kemputer.

Badan usaha sebagai mitra kerija P.T.
Maltindo meliputi penyediaan Hardware
Software beserta Jjaringannya. Badan usaha
ini adalah badan usaha swasta Dbaik yang
berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum

berdasarkan para peraturan perundang-

undangan hukum perusahaan Indonesia.
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Pelaksanaan kerjasama inl antara P.T
Maltinde dengan badan usaha lain akan
mambantuk divisi-divisi guna menyelesaikan
pekeriaan milik P.T. Maltindo. Pengawasan
terhadap pekerjaan sepenuhnya berada pada
P.T. Maltindo sampai dengan serah terima
pekeriaan kepada pemilik.

Nilai pekerjaan ditentukan dengan
luasan dari pekerjaan vyang diberikan oleh
P.T. Maltindo kepada mitra kerjanya, dan
spesifikasi pekerjaan ditentukan dalam Term
QOf Reference (ToR) antara P.T. Maitindo
dengan mitranya.

Masa kerijasama ini adalah lama waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan oleh mitranya Gterhitung sejak
ditandatanganinya perijanjian sub kontrék
antara P.T. Maltindo dengan Mitra kerjanya.

Pertimbangan dari P.T. Maltindo untuk
melakukan pembagian pekerjaan diantaranya:

(a) Pertimbangan modal kerja

Modal kerja yang harus disediakan

cukup hesar sehingga membutuhkan
dukungan sumber dana lain untuk
kelancaran pekerjaannya. Keadaan ini
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D

Laa diatasi dengan melakukan kerjasama
dengan beherapa pihak vaitu

(1) Pthak perbankan

Ada dua pola vyang bisa dilakukan
dengarn  bekerjasama dengan pihak
bani:

(2) Kredit

Mengajukan kredit usaha untuk
jangka pendek kepada bank dengan
jaminan dan lLingkal suku bunga
yang disepakati.

(3) Bagt hasil dengan bank
Mengajak pihak bank untuk ikut

andil dalam hal pemblayaan
terhadap pekerjaan P.T. Maltindo
dengan gislbim bagi hasil
keuntungan.

(4) Badan usaha swasta non bank

Cara lain dengan hekerjasama
dengan badan usaha non bank yang
bisa mendukung dari sisi
rembiayaan Bisa dengan lembaga
pembiavyaan atau leasing atau
dengan model pinjaman dengan
hidang usaha lain dengan sejumlah

hunga vang disepakaiti bersama,




biasanya bunga vang ditetapkan
lebih tinggi dari bank namun
dengan berbagai kemudahan untuk

proses pencairan dana tersebut.

(b) Pertimbangan dukungan sumberdaya manusia

Berdasarkan pada keadaan P.T.
Maltindo, sumberdaya manusia yang
dimilikinya akan menjadi berkurang saat
mengerjakan pekeriaan dengan nilai
kontrak yang besar atau dengan beberapa
pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu
vang bersamaan.

Untuk mengejar target waktu vang
ditetapkaﬁ, P.T. Maltindo bekerja sama
dengan badan wusaha lain bisa dengan
pembagian pekerjaan‘termasuk permodalan
dan dukungan tenaga ahli vyang dimiliki
masing-masing perusahaan.

Dasar vang dipergunakan adalzh
dasar hubungan saling menguntungkan,
saling mengisi kelemahan bersama untuk
mencapai tujuan " meraih profit
perusahaan vang ' diiakukan secara

profesional serta bertanggung Jjawab.
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c. Pola Kerjasama Pada Usaha Jasa Telekomunikasi

Pcla keriasama pada bidang usaha
telekomunikasi ini P.T. Telkom menialin
kerjaséma dengan kemitraan dengan konsorsium

vang tisak membentuk suatu badan hukum namun

sebagai suatu divisi dari P.T. Telkom.

Pola kerjasama vang diterapkan diantaranvya

dengan penerapan Kerjasama Operasi (KSO), untuk

lebih jelasnya lihat bagan berikut:

Tabel 20 ; Pola Kerjasama Pada Perusahaan Jasa Telekomuniksal

POLA KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN JASA MENGENAI
TENAGA AHLI PADA PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI

" POLA KERJASAMA OPERASI
POLA JOINT VENTURE COMPANY (JVC)

MEMILIKI: 3| MEMBUTUHKAN: B2 ! MEMILIKI - i MEMBUTURKAN :

PEKERJAAN' [} TENAGAAHLI & o TENAGAAMLF |  PEKER/AAN'

PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS

Sumber : Data yang diolah
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1) Pola Kerjasama Operasi (KSO)

Pengertian Kerja Sama Operasi (KSO)
vang dimaksud adalah kerjé sama antara
TELKOM dan badan lain {yang telah mendapat
ijin pemerintah}) di dalam penyelenggaraa
Jjasa telekomunikasi yang meliputi penyediaan
dan pelayanan pada suatu lokasi KSO selama
masa KSO. Kerja sama fersebut dilaksanakan
oleh . Unit KSO untuk dan atas nama P.T.
TELKOM.

Badan lain yang dimaksud disini adalah
badan wusaha swasta nasional (perusahaan
nasional vyang didirikan Dberdasarkan hukum
Indonesia) berbentuk perusahaan patungan
dalam bidang penyelenggaraan jasa
telekomunikasi yang dibentuk oleh konsorsiuﬁ
yang terseleksl setelah mendapat persetujuan
Menteri untuk bekerja sama dengan TELKOM di
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Dalam vpelaksanaan KSO, antara TELKCM dan
badan lain akan membentuk Unit KSO sebagai
pelaksana. Unit KSO vyang dimaksud adalah
divisi regional vang bekerja sama antara
TELKOM dan badan lain guna melaksanakan

penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk
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dan atas nama TELEKOM vang meliputi
penyediaan dan pelayanan di lokasi KSO
selama masa KSC berlangsung.

Masa pelaksanaan KS50,adalah lLamanya
waktu diselenggarakan KSO yang dimulai sejak
perjanijian KSO ditandatangani c¢leh para
pihak sampai dengan seluruh peralatan atau
perangkat yang disediakan badan lain
diserahkan dan sepenuhnya menjadi mwilik
TELKOM.

Tantangan paling serius yang harus
dihadapi oleh perusahaan - perusahaan
telekomunikasi Indonesia dalam waktu dekat
adalah reformasi vyang terijadi pada sektor
tersebut dengan diperlakukan UU No.36 Tahun
1999 Tentang Telekomunikasi. Sektor

telekomunikasi vyang dilakukan di Indcnesia

tidak bersifat berdiri .sendiri. Ia terkait

sangat erat dengan  berkembangnya iklim
globalisasi dan liberalisasi sebagai suatu
kenyataan yang tidak bisz ditawar lagi. Hal
yvang paling substantif dari pelaksanaan
reformasi sebagaimana yang diamanatkan dalam
undang-undang tantang telekomunikasi

tersebut adalah adanya semangat dan
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keinginan secara bertahap untuk menghapus
monopoli di dalam penyelenggaraan
telekomunikasi nasicnal.

Satu hal vyang akan dirasakan adalzh
kenyataan bahwa penvelenggara telekomunikasi
Indonesia telah menanda tangani era multi
operator. Sebagaimana lazim terijadi pada
mekanisme pasar, di mana makin banyak
penyedia Jjasa atau produk maka persaingan
untuk memasarkan jasa‘atau produk tersebut
semakin ketat, intensitas ©persaingan di
dalam penyelenggaraan telekomunikasi
nasional juga tidak akan lepas dari
mekanisme pasar tersebut. Sebagai pelaku
utama Lisnis penyelenggaraan jasa
telekomunikasi domistik PT. Telkom harus
mengantisipasinya dengan mengambil prakarsa
dan angkah-langkah vyang bersifat strategis
dan antisipasif.'%?

Darli sisi wvisi Telkom organisasi, PT.
Telkom perlu =~ melakukan  respostioning,
langkah tersebut dapat diwujudkan antara
lain dalam bentuk restrukturisasi

organisasi, bisnis maupun perubahan cara

104

Manajement Madya , Bidang Telekomunikasi, Nopember 1997 STMB perihal Marketing

- Telekomunikasi Dalam Era Globalisasi, hal.5.
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2)

pandang dan kultur perusahaan maupun
meningkatkan kemampuan profesionalisme
sumber davya manusianya. Respostioning
tersebut akan menempatkan PT. Telkom dalam
suatu posisi di mana secara bisnis maupun
organisasi mampu tampil dengan persiapan
serta strategis vang lebih matang. Dengan
kapasitas seperti ini maka kepentingan
negara dan bangsa yang selama ini dibebankan
kepada PT. Telkom sebagal Badan Usaha Milik
Negara akan terjaga. Di- sisi lain sebagai
perusahaan publik, kinerja yvang bisa
ditampilkan PT. Telkom akan semakin

meningkatkan kepercayaan kalangan investor.

Pola jfoint Venture Company (fVC)

Kerjasama antar modal asing dan modal
domestik dasarnya adalah suatu perjanjian
atau kontrak antara para pihsak pemegang
saham vang dari kontrak tersebut akan
menggambarkan ekuitas kekuasaan vyang nyata
melaluil sahanm-saham dalam perusahaan
terwujud.

Mengingat kerjasama Usaha Patungan ini
dibentuk berdasarkan kontrak, maka

perjanjlan Usaha Patungan mengenal penanaman

217




modal asing ini selain tunduk pada UU No. 1
Tahun 19§7 dan ketentuan-ketentuan atau
kebijakan vang dikeluarkan oleh pemerintah
mengenai PMA, Jjuga tunduk pada KUHPerdata
khususnya Buku III, Bab 2 tentang perikatan-
perikatan yang dilahirkaﬁ dari kontrak atau
persetujuan.

Menurut hukum perjanjian agar kontrak
atau perjanjian Joint Venture PMA itu
mengikat para pihak, maka harus dipenuhi

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a, Sepakat mereka mengikatkan dirinya,
b. Cakap untuk membuat suatu perjaniian,
¢. Mengenai suatu hal tertentu,

d. Suatu sebab yang halal.

Keempal syarat tersebut di atas harus
dipenuhi dalam suatu perjaniian.

Jika tidak dipenuhinya syarat ke-1 dan
ke-2 dapat mengakibatkan perjanjian dapat
dibatalkan. Sedangkan apabila tidak dipenuhi
syara£ ke-3 dan ke-4 berakibat perjanjian
batal demi hukum.

Dalam 'hﬁkum perjanjian di Indonesia
selain berlaku ketentuan pasal 3120

KUHPerdata, Jjuga menganut asas kebebasan
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-berkontrak sesuai ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata. Sehubungan dengan Joint Venture
Pﬁﬁ asas 1ni tetap dilaksanakan yaitd bahwa
pemerintah-tidak mencampuri tata tertib dan
standarisasi pembuatan kontrak dan
pelaksanaan kontrak, semua itu tergantung
pada pihak-pihak peserta dalam kontrak
‘tersebut.
| Perjanijian .Joint Venture antara partner
asing dan partner domestik akan ﬁ@lahirkan
suatu‘ hubungan-hubungan hukum. Sesual asas
kebebasan berkontrak, maka hubungan-hubungan
hukum tersebut sifatnya adalah saling
percaya dan semua partner berkewajiban untuk
setia kepada kerja sama vang diadakan,
kemudian ‘menjalankan kerja sama dengan
itikad baik, adil dan terhormat.
. Suatu kontrak Joint Ventﬁre Jjuga
berkaitan dengan pengaturan dan hubungan

hukum antara pihak dari segi hukum perdata

internasicnal, karena di dalamnya terlibat

unsur asing. Oleh karena itu untuk adanya
kepastian hukum {(law certainty), maka segala
sesuatu vang diperijaniikan dalam hubungan

kerja sama .harus dituangkan secara tegas
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dalam kontrak Joint Venture, misalnya dalam
hal terjadi perselisihan, harus disepakati
domisili' hukum mana vyang akan dipilih,
peradilan atau arbitrase. Dengan demikian
dalam kontrak Joint Venture juga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum
perdata internasional termasuk konvensi-
konvensi internasional.

Dalam kontrak Jﬁint Venture PMA
seringkali pihak-pihak -yang bekerja sama
kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi
seperti itu cenderung pihak vyang kuat akan
selalu memaksakan kehendaknya pada yvang
lemah. Cleh karena itu meskipun menurut asas
kebebasan berkontrak vang dalam kaitannya
dengan pasar bebas, dalam berkontrak
sepenuhnya adaiah urusan para pihak, namun

demi perlindungan hukum dan kepentingan

umurm, campur tangan pemerintan juga
diperlukan.
Keterlibatan negara pada kontrak

sehubungan dengan PMA dapat dilakukan pada
bidang-bidang usaha yang sangat erat
hubungannya dengan kepentingan umum dan

menguasai hajat hidup orang banyak, akan

220




tetapi keterlibatannya tidak secara detail.
Misalnya dalam perjanjian lisensi, campur
tangah ‘pemerintah dapat dilakukan pada

sistem pendaftarannya. Penvelenggaraan
bentuk-bentuk kontrak sesuai prosedur
kontrak kerjasama Usaha Patungan antara
pihak asing dengan nasional sebagaimana
telah dikemukakan, pada awalnya dituangkan
dalam suatu persetujuan dasar (Basic
Agreement) yaitu yang. menyangkut aspek
permodalzan, manajemen,‘ penggunaan tenaga
ahli, pembagian keuntungan, penyediaan
peralatan, dan bahan baku. Kemudian dari
Basic Agreement tersebut akan diikuti dengan
serangkaian kontrak-kontrak seperti
a. Persetujuan pengelolaan usaha /
management contract
b. Persetujuan mengenai revalty,
c. Persetujuan mengenal technical fee,

d. Persetujuan mengenai lisensi 1Jjika dalam

proses usaha tersebut terdapat pemindahan

teknologi,
e. dan sebagainya.

Penyelenggaraan Joint Venture PMA

seringkali terhadang masalah adanya
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kekhawatiran pihak investor asing akan
adanya country risk atau political risk,
karena mitra usahanya biasanya adalah
negara-negara vyang sedang berkembang. Untuk

memberikan perlindungan hukum pada pihak

investor tersebut, maka dalam
penyelenggaraan bentuk-bentuk kontrak,
selain tunduk pada hukum Indonesia
sebagaimana telah dikemukakan, juga

diselenggarakan dengan mengikuti perjanjian-
perjanjlan internasional baik bilateral
maupun multilateral.

Perjanjian internasional yang diteapkan
dalam rangka PMA diantaranya adalah
perjanjian jaminan investasi (Investment
Guarantee Agreement) yang dimaksudkan untuk
melindungi para penanam modal asing terhadap
kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh
resiko yang sifatnya politis ' seperti
misalnya nasionalisasi, dan kerugian karena
perang. Perjanjian jaminan investasi
tersebut bukan ditujukan terhadap kerugian
sebagal akibat resiko usahanya tetapi karena

political risk.
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Ketentuan hukum PMA di Indonesia yaitu
Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1967,
Secara implisit telah .mengandung ketentuan
yang bersifat internasional yaitu memberikan
Jaminan terhadap resike vang bersifat
political risk pada pihak investor terhadap
modal vyang ditanam di Indonesia. Meskipun
demikian pihak investor asing akan merasa
lebih aman dan terjamin jika dalam
penyelenggaraan kontraknya diselenggarakan
perjanjian jaminan investasi secara
internasional, karena negara-negara dimana
modalnva ditanam akan terikat oleh
kewajiban-kewajiban internasional sekalipun
negara-negara tersebut pada suatu ketika
akan dapat  mengadakan perubahan dalam
politiknya terhadap kepentingan orang asing.
Diadakannya perjanjian bilateral antara
hegara penanam modal dengan negara penerima
modal, maka masalah nasionalisasi bukan lagi
hanya merupakan masalah antéra pemerintah
dimaﬁa modal ditanam dengan pihak investor
vang diselesaikan oleh hukum setempat,
ﬁetapi telah menjadi masalah antar negara

{hukum internasional publik). Sehingga
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dengan demikian posisi para penanam modal

asing menijadi lebih kuat.

2. Hubungan hukum pada kerjasama antara perusahaan

principal dan user mengenai tenaga ahlii
| Hubungan  hukum yang terbentuk antara
perusahaan principal' dan perusahaan user dalam
‘pemanfaatan tenéga anli, berdasarkan pada pola

vang telah dibahas dalam permasalahan pertama,
Hubungan hukum pada kerjasama tersebult adalah
hubungan yang terintegrasi atau merupakan hubungan

yang timbul akibat dari berbagai hubungan yang

mendasarinya, vaitu:

a. Hubungan Hukum arntara Perusahaan Pemilik
Tenaga Ahli dengan Tenaga Ahli

Hubungan Hukum antara Perusahaan Pemilik
Tenaga ahli dengan Tenaga Ahli adalah hubungan
kerja atau hubungan kepegawaian.-Hubungan kerija
disini mexrupakan salinan kata Inggeris
employee ralations, industrial relations, atau
employee-employer relations. Employee relations
adalah hubungan timbal balik antara pegawai
dengan n@jikan atau pengusaha. Dasar hubungan
kepegawaian = adalah kontrak kerja atau
sebangsanya yang secara formal disepakati oleh

kedua belah pihak. Dengan kata 1lain seseorang
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sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang
lain terlebih dahulu akan diadakan perjanjian
kerja baik dalam bentuk sederhana vyang pada

umumnya  dibual  secara lisan ataupun dibuat

secara formal vyaitu dalam bentuk tertulis.

Hubungan keria sebagai realisasi dari
perjaniian keria nendaknya menunjukkan
kedudukan masing-masing pihak vang pada

IdasarnYa akan menggambarkan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekeria
secara timbal balik.'®

Pengadaan tenaga keria (procurement)
sasaran dari proses pengadaan tenaga kerja
adalah -untuk nempéroleh jumlah dan 'jenis
personalia vang tepat bagi organisasi.
Pengadaan tenaga kerja vyang -berhasil tidak
hanya akan menghasilkan penerimaan (acceptance)
organisasi atas seseorang tetapi juga
penerimaan dan kepuaéaan orang tersebut atas
pekerjaan dan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam proses ‘ pengadaan tenaga keria,
setiap pengusaha harus berpegang pada prinsip
bahwa setiap tenaga kerja vyang memenuhi

kualitas yang memadai dan sesuai dengan

' Djumadi, S.H., Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajagrafindo persada, 1993, hal 6
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kebutuhan perusahaan berhak untuk menjalani

test seleksi pegawal yang dimaksud dengan

tenaga kerja di sini menurut

UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan terutama pasal
1 angka 2 adalah :

“Sefiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dan atau
akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat”,

Sebelum dilakukan proses pengadaan tenaga

. kerja, maka ferlebi dulu harus dilakukan

prcsedur penarikan dengan menggunakan metode
analisa jabatan, langkah pertama dalam proses
penarikan dan pemilihan tenaga kerja (employved
requistion) dengan cara beban kerja dan analisa
angkatah keria. Langkah kedua, ialah kita harus
mempunyau standar perscnalia sebagal
perundingan, hal ini bisa diperoleh dari
analisa jabatan yang membentuk deskripsi
jabatan {gambaran _jabataﬁ}‘ dan spesifikasi
jabatan (persyaratan jabatan) dan akhirnya
hafus ada pelamar yang adakan kita pilih.

Menurut Drs. Heidirachman Ranupandoyo dan

Drs. Suad Husnan dalam bukunya Manajemen

Personalia dikatakan bahwa:
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“Prosecdur  penarikan  merupakan  serangkaian
metode untuk memperoleh informasi yang lengkap
dari para pelamar pada setiap langhkah kita
mempelajari  lebih jauh keadaan atau prospek
pelamar tersebut informasi yang diperoleh kemudian
dibandingkan dengan spesifikasi jabatan, sebagai
standar personalia. Apabila pelamar memuaskan,

maka la  akan  melangkah ke tahap/langkah

: o 10
berikutnya”. "%

Jadi pada tiap-tiap langkah dilakukan
perbandingan dengan standar personalia, sebagai

berikut

KERANGKA PENARIKAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENARIKAN RAMALAN PENJUALAN ANALISA JABATAN
ANALISA KERJA DESKRIPSI JABATAN
- = ~___ &
PROGRAM KEBUTUHAN TENAGA KERJA SPES!F1KASI
PENARIKAN JABATAN
~ < 5
PENYARINGAN

FORMULIR | '
PROGRAM REFERENS! PERUSAHAAN
PENARIKAN INTERVIEW

BERBAGAI TES
PEMERIKSAAN
KESEHATAN

N

INDUKSI

Sumber : Edwin B, Flippo, Persanef Management, MC. Graw Hill [nt Book
Company Tokyo, 1981, Hal. 111,

1% Heidirahman Ranupandoyo dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, BPFE UGM Yogyakarta,
bagian 2, 1997, Hal. 42-43,
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Proses analisa jabatan setelah disainnya
selesal teruvtama akan merupakan kumpulan data
yang amat penting berbagal pendekatan dapat
digunakan dan empat metode vang paling terkenal

adalah kuesicner naratif, tertulis, observasi

dan wawancara.:?

7) Hubuﬁgan Organisasional
Hubungan organisasi adalah hubungan
‘antar posisi, tugas dan fungsi formal di
dalam organisasi. Komunikasi yang digunakan
Juntuk hubungan ini disebut komunikasi
organisasional. (organitational
commuﬁication). Komunikasi  organisasional

mempunyai dimensi dan isi :

B DAL LA R IET A
1) antara atasan dengan - Perintah dan bawahan.
bawahan - Wewenang dan tanggung
jawab.

- Kewajiban dan hak, bim-
hingan (counsefing) dari
atas untuk  menjawab
keluhan (grievance) dari
bawah, dan response dari
atas terhadap saran dari

: bawah.
2) antar rekan’ - Informasi dan feedback.
~3) antar waktu (suksesi, - Pesan, peninggalan,
pergantian) peker-jaan  yang belum
‘ ter-selesaikan, tindak
lanjut atau

kesinambungar.

107 Edwin B. Flippo, Personel Management, MC. Graw Hill Int Book Company Tokyo, 1981,

Hal. 111,
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Agar berjalan e'fisien, hubungan
organisasional dilembagakan ‘lembaga hubungan

Oorganisasional antara lain

1} Perintah dan laporan

2) Wewenang dan
tanggung jawab

3} Bimbingan

keluhan

Konseling, konsultasi,

bim-bingan Karier,

pelatihan, o

- Pelatihan, gugus kendar
mutu,  audit, supervisj,
konsultasi. _ :

- Rapat koordinasi,
pelatihan

4) Response dan saran-
~ saran

5) Informasi dan

feedback kunjungan

kerja, konsultasi
€) Serah dan terima

1

Serah terima jabatan,

2) beuhgan/hab@nna/

Sejarah berkembangan hubungan industri

(HI) di negara-negarag maju sudah di mulai

pada zbad 18 Seiring dengan terjadinya

- revolusi industei di Inggris. Di AS, sejarah

hu}f,l)ungan ‘industri dapat dikaitkan. dengan
bPerkembangan dan penerapan gerakan manajemen
ilmiah (scientitfic management movement)
yang dipelopori ‘oleh‘ Taylor pada abad 19
kala itu .gerakan kaum buruh sedemikian
tingginya dan__ sempat menciptakan dua

kelompok besar Masyarakat yang berbeda vaitu

“kaum proletar/buruh dan kaum borjuis.

Rasionalisasi kehidupan eKkonomi
memungkinkan kalkulasi beban biaya produksi
dan perolehan keuntungan. Alokasi anggara'n
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perusahaan terarah sesuai dengan porsi
masing-masing fungsi organisasional. Tidak
ada biaya tambahan dalam proses produksi
sehingga peokerija mendapal. jaminan upah Y
layak. Di Kanada, alokési belanja perusahaan
untuk pekerja mencapai kisaran persentase 40
persen bankan sampai 65 persen dari total
anggaran para buruh di AS, Inggris, Jerman,
Australia, Jepang bahkan Malaysia menikmati
jaminan upah sesuai dengan standar nidup
lokal,*°®

Sampali sejauh ini perkembangan studi
hubungan industri di Indonesia sangat
lambat. Depertemen tenaga kerija dan
Cransmigrasi sebagai lembaga vyang memiliki.
kewenangan dalam menangani persdalanv
persoalan hubungan industri menghadapi
kesulitan dalam merumuskan bagaimana membuat
kebijakan perburuhan secara tepat,
persoalan-persoalan konflik mencua secara
tajam dan berﬁntun sementara perangkat
perundangan sebagai standar rujukan
pengatasan © masalah tidak mampu lagi

mengikuti kualitas peristiwa konflik. Aparat

"% Deery §. Plowman D. dan Walsh, J. Industrial Relations a Contemporary Analysis, MC Graw-
Hill Book Company, 1997. '
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pemerintah acap kesulitan menghadapi
pertentangan buruh - pengusaha sehingga
memicu situasi menjadi lebih kritis. Dengan
perubahan iklim politik, tidak mungkin lagi
konflik industri diatasi dengan kekuatan-
kekuatan militer.*%

Kelemahan peraturan perburuhan yvang
mengalami reduksi makna hanya pada batas
persoalan pengupahan terasa bertambah berat
dengan sejumlah faktor yang memburamkan
situasi ekonomi Indonesia sudah dikenal
sebagail salah satu negara dengan ekonomi
biaya tinggi (high cost economy; turut
berperannya lembaga dan aparat pemerintah
dalam bisnis kian memperkeruh situasi dengan
munpulnya blaya-biaya yang tidak semestinya.
Pengusaha harus mengeluarkan sejumlah biaya
non-produksi bahkan sampai 30% untuk
kepentingan birokrasil® faktor inilah vyang
diduga kuat sebagai penyebab penekan
terhadap besaran angka UMR.

Dalam situasi yang demikian itu sangat

wajar Jjika alokasi belanja untuk pegawai di

109 Hess. M, Understanding Indonesia Industrial Relations, Journal of Industrial Relations, 39 )]

110 Kompas, 4 Desember 20600,
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perusahaan-perusahaan Indonesia tidak lebih
dari 10% dari total anggarannya ini berarti
bahwa pekerija di Indonesia mendapat
penghasilan yang sangat jauh dibawah rekan-
rekannya di negara lain. Oleh karena itu
masuk akal jika kejadian demo atau proses
buruh selalu berkaitan dengan persoalan
upah.

Menurut John Wanna, hubungan industri
dapat ditinjau dari berbagai perspektif
tinjauan, | pertama nemfcockuskan pada
pelembagaan dari praktik dan kebiasaan,
kKemampuan peramalan mekanisme-mekanisme
Prosedur dan persyaratan-persyaratan yang
dapat diterima dan S mengatur kondisi
kesempatan kerija, pandangan ini lebih
memperhatikan bentuk dan cara penvelesaian
perselisihan. Pandangan kedua memusatkan
dirl pada hubungan kekuatan, penghasilan dan
distribusi surplus ekonomi, dan bagaimana
hubungan  industri menmproses pemeliharaan
atau membatasi pencapaian sasaran. Sasaran
ekonomi  pandangan ini lebih memperhatikan
Lujuan dan  kaitan-kaitan antara cara dan

tujuan. Pada pandangan ketiga Lentang
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hubungan industri terfokus pada perubahan
dan memperbaiki prosedur komunikasi, sifat
konsultatif menghasilkan‘praktifk vang lebih
baik, patult dicatar bah.wa keltiga pencekatan
tersebut tidak bersifat mutally exclusive,'!!

Negara-negara industri berbeda, dalam
tingkat mereka memberikan kesejahteraan
sosial. Di antara nNegara-negara maju. Sistim
pelayanan sqsial Jepang tidak begitu
berkembang Pegawai sangat bergantung pada
perusahaan mereka semakin mereka tua. Di
Amerika, pemerintah sedikit menyediakan
kerugian sosial sebaliknya di banyak negara
Erops peggwai menikmati sistim pelavanan
sosial yang luasg.'?

Tanggung Jawab sosial perusahaan
terhadap pekeria Jjuga mengatur masalah
nubungan industrial, karens perusahaan
selain mencapai ftujuan vyang - sifatnya
maﬁerial juga harus memperhatikan .mengenai
kualitas kehiduﬁan kerja (Quality of Work) .

‘Dalam  hubungan  industrial .terlibat

beberapa pihak pekeria, (buruh, pegawai,

111 John Wanna, Business Options in Industial Relation Policy, Dalam Relations in Autralia
(Merrick Vile, New Harcoure Brace Jovanovich, 1992), Hal. 255.

112 Annemicke J.N. Roobeek, Beyond The Technology Race : an Annalysus of Technology

Policy in Seve

n Industial Countries, Amsterdam El Sevier, 1990, Hal, 202.



employee), majikan (employer, pengusaha),

pemerintah dan lembaga peradilan.

Tabel 21 : Dimensi Lembaga Pemerintah, Pengusaha dan Pevarilan

1) Antara employee - Hak dan kewajiban

dengan bawahan employee,
employer - Hak dan kewajiban
employer. ‘

- Penyelesaian konflik ke
pentingan dan,

- Pemupukan kerjasama
antara kedua belah pi-hak,

- Keterbukaan info dan
pemahaman kondisi ke dua

belah pihak.
2) Antar employee - Hak dan kewajiban
dengan pemerintah employee.

- Kontrol, bimbingan dan
perlindungan dari peme-
rintah.

- Penyelesaian konflik se-
cara damai.

3) Antara - Hak dan kewajiban
employerdengan employee.
pemerintah - Kontrol, bimbingan  dan
perlindungan dari  peme-
rintah.

- Penyelesaian konflik se-
cara damai.

4) Antara employer, - Penyelesaian konflik se-
employee dan cara damai.
pemerintah  dengan - Penyelesaian konflik re-
lembaga peraditan nurut hukum,

Pada level mikro, potensi konflik
antara pekerja dengan pengusaha mulai terasa
sejak SDM memasuki pasar harga dan berlanjut
sepanjang berlangsungnya hubungan kerja
industrial terdapat ketimpangan antara
permintaan akan tenaga kerja ada umumnya
jauh  lebih dominan dari pada penawaran

tenaga kerija, misalnya dalam hal seleksi,
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perkembangan eksternal dan internal.
Organisasi (perusahaan) selalu saja berubah
adapun pokok persocalan yang selalu menjadi
bahan renegosiasi antara kedua belah pihak
antara lain

1. Pengakuan terhadap eksistensi union

(serikat pekeria).
2. Keamanan dan perlindungan terhadap
union.
3. Pemogokan dan lockouts.
4. Jam kerja.

5. Disiplin.

6. Keluhan (grievants).

7.‘ Senioritas (daftar urut).

8. Upah.

9. Kesehatan dan keselamatan kerja.

10. Tunjangan.

11. Hak-hak atasan (management rights)

Kegagalan mewuijudkan hak dan kewajiban

tersebut pada tabel. Dimensi dan hubungan
industrial meﬁgakibatkan hubungan keria
menjadi hubungan eksploitatif. Pada level
makr&, Hubungan eksploitatif antara majikan
dengan buruh disatu pihak dan rendahnya

produktivitas kerja di pihak lain, semakin
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struktural sejak revolusi industri pada abad
ke - 18. Perilaku kedua belah pihak pun
berubah. Kaum majikan (pengusaha, employer)
kaum buruh dianggap semakin represif  dan
Sewenang-wenang melalui tindakan seperti
PHK,  menutup perusahaan yang ditinggalkan
oleh pekerja karena ketidak sesuaian
negosiasi (lockout) atau menutup perusahaan
untuk  beberapa waktu lamanya (shutdown)
sementara kalangan buruh menunijukkan
keresahan yang akhirnya menjadikan
pelanggaran dan perlawanan, seperti mogok,
bqikot, dan picketing. Pada level Mikre
Sikula dan MC KXenna mencatat berbagai macam
pelanggaran ringan dan berat terhadap
perﬁsahaan sebagai dampak negatif huﬁungan
eksploatatif, !4

Hubungan Industial Pancasila merupakan
Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang
atau jasa, vyaitu pekerja, pengusana dan
pemerintah. Undang~undang nomor 25 tahun
1997 tentang ketenagkerijaan (undang~undang

ketenagakerjaan) sudah enampung pengaturan

114 Andrew F. Sikula dan John F, Mc Kenna, The Management of Human Resources Personel
Text and Current Issue, John Wiley and Sons, New York, 1984, Hal. 386.
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Hubungan Indutriaj Pancasila (HIP) yang

diarahkan untuk menvmbuhkan kembangkan

¥Yang sejajar dan terpadu di antara para
pelaku dalam Proses produksi barang dan jasa

yang  didasarkan atas nilai-niiai yang

1) Kerjasama dalam produksi (partner ip
production), bahwa rekerja dan
'pengusaha/pimpinan bPerushaan adalah teman
Seperjuangan dalam proses produksi, yang
berarti bpaik bekerija Maupun penqgusaha
atau pimpinan Perusahaan wajib bekerija
samé saling membanty dalam kelancaran
usaha dan peningkatan pProduksi,

2) Kerjasama dalam menikmati hasil
Perusahaan (partner ‘in Profit) bahwa
pekerja dan Pengusaha/pimpinan pberusahaan
adalah teman Seperjuangan dalam menikmati

hasil usaha yang dterima perusaheaan,
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dinikmati bersama dengan bagian yang
layak dan Serasi sesuai prestasi kerija.

3) Kerjasama dalam bertanggung Jjawab
(partner in responsibility); bahwa
pekerja dan Penhgusaha/pimpinan perusahaan
adalah teman Séperjuangan, di dalam

'bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha

Esa,

masyarakat sekelilingnya,

dan

dimana mereka bekerija.

kepada bagnsa

keluarganya dan

} Bekeqa ambat (loarng)

negara, kepada

kepada pekerija

kepada Perusahaan

Merua mlhk perusa-
haan

2. Mengantuk selagi kerja Memaisukan data (cata-
tan} perusahaan
3. Mangkir tanpa alasan Melawan atasan
sah
4. Main-main atay main Membawaaemam
judi
5. Membuat tipuan (horse- Mencuri
play)
6. Selalu terlambat atau Perbuatan tak terpuiji
pu-lang awa|
7. Tidak hati-hati bekerja Tidak menaati peruturan
8. Tidak mengindahkan
pera-turan keselamatan
keria
9. Tidak melaporkan kery-
sakan atau kecelakaan
kerja
10. Meninggalkan tempat

tan-Pancasila jjin
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11. Merokok di fempat ter-
larang
12. Memboroskan-  bahan
baku
13. Memanipulasi kartu
hadir pegawai Jain, N,

Gerakan pekerja dimana-mana berjalan
dengan susah payvah menurut Sikula dan MC
Kenna'*®, gerakan pekerja di Amerika Serikat
yang bermuls sejak tahun 177¢ menghadapi
tantangan besar, Seinmetz menyatakan, semula
gerakan itu dipandang sebagai illegal
conspiracies, criminal conspiracies, and
civil conspiracies.''® pj Amerika Serikat
kehadiran _serikat buruh {union) haru
mendapat pengakuan pada tahun 1935 (national
labor relations act).

Pada hal International Labor
Organization (ILC} telah berdiri sejak tahun
1919 dibawah naungan liga bangsa-bangsa dan
berkedudukan di Geneve, Swiss.

Cclletive bargaining dan hubungan
industrial dilakukan di atas berlangsung

menurut sSistem yang disebut Labour-

15 Andrew . Sikula dan John ¥ MC Kenna Opeit Hal, 367,
116 Lawrence L. Steinmetz Opcit, Hal. 223
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Management System Wether dan Davis

melakukannya demikian. !l

Tabel 23 : Labour Management System

/’ ‘ N
Protection from Protection from iliegal
Hegalunion activites management activity
Employment
l T ~ opportunities ™~ l
Management Union
\ Effective work A
performance
Honoring union
Management
contract

Pada gambar di atas terlihat hubungan
timbal balik antara pengusaha dengan serikat
pekeria (union) . Hubungan-hubungan itu
dibentuk guna melindungi satu fihak terhadap
kewenangan fihak yang lain quna menciptakan
kinerja yang efektif dan menjamin kesempatan
kerja hal-hal itu terjadi jika kedua belah
pihak menghormati kesepatakan bersama yang
telah mereka tetapkan. |

Mencapai kesepakafan merupakan proses
hubungan industrial vyang paling pelik proses

ini terdiri dari tiga langkah'®.

117 William B. Werher dan Keith Davis, Human Resources and Personel Management, (Fifth
Edition) MC Graw-Hill, New York, 1996, Hal. 526
118 William B. Werther dan Keith Davis, OP.CIT.537.
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1) Persiapan (memantau lingkungan,
membentuk tim dan menyusun rencana,
persetujuan atasan, mengecek sejauhmana
tindakan union) oleh manajemen.

2) Perundingan {berunding, kesepakatani.

3) Administrasi (pelaksanaan kesepakatan,

penyuluhan, koreksi, kontrol).

Tabel 24 : Labour— Relation Process

Management and Its
Representatives

May Result in Daily HR Activities
. carried out by

T Unigh Colletive l

Begins Negotations .
Organizing- - - - g Leadto -—we-e-—. Cor?tr.ax.:t is
Process a contract Administered

\ Labor and Its /
Repsentatives

T

Law and Regulations

Sumber : Arthur Sherman, Georg Bohlander dan Scott Snell dalam
Managin/g Human Resources 1996 hal. 616,
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3)

Hubungan Hukum antara Perusafiaan Pengguna
Tenaga Ahfi dengan Tenaga Ahfi

Hubungan Hukum antara Perusahaan
Pengguna Tenaga Ahli dengan Tenaga Ahli
adalah hubungan profesional vaitu hubungan
vang . . terjadi dasarnya ' adalah

profesionalisme. Seseorang disebut bekeria

secara profesional Jika pekerjaannya
merupakan:
1. Penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan

o

teknologi di dalam kehidupan sehari-hari

dan dalam bekerja.

. Panggilan jiwa, sesuail dengan talent yang
dimilikinya,
. Sumber nafkah {(pendapatan utama) atau

curahan perhatian utama (walaupun secara
langsung iidak mendatangkan uang) atau
lapangan kerja.

- Penerapan asas taat-tugas: Befehl is Befehl,
perintah adalah perintah.

. Kemampuan untuk dapat menilai perbedaan
sekecil apapun antara vyang organisasional
dengan vyang personal, antara vang publik
dengan  vyang privat, antara vyang salu

dengan yang lain.
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6. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan
xesadaran akan tanggung jawab yang tinggi
berdasarkan volition and free will.

7. Pekerjaan vang dilakukan berdasarkan

" pendirian, sikap, dan berilaku‘mandi:i di
satu pihak. dan siap pula bekerja tim di
pihak lain.

8. Pekerjaan vang dilakukan berdasarkan kode
etik tertentu yang mendapat pengakuan luas
di lingkungan profesional.

9. Pekerijaan yang dilakukan berdasarkan
prinsip exchange atau imbalan.

Perlu ditambahkan, profesionalisme pada
dasarnya tidak congruent dengan institusi,
jahatan, pangkét, dan sebagainya.
profesionalisme dilihat berdasarkan takaran
individual. Tidak setiap pegawai pemerintah
(semacam profesi) dapat disebut profesional
di bidang pemerintahan.

Menurut Thomason dalam Associations: Law and
memumn. Salah satu pokok bahasannya adalah
Trade Unions dan Pro_féssional Associations.  Thomason
mendefinisikan kedua subjek itu menjadi:

1. Trade Union menjadi Ascsiasi Pekerja dan,
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2. Profesional  Association menjadi | Asosiasi

Profesional.

Kedua subjek itu perlu dibedakan.
Asosiasi atau serikat pekeria {misalnya
SPSI) terutama berfungsi sebagai alat bagi
Collective Bargaining dalam hubungan industrial,
sementara Asosiasi Profesional {misalnya
IDI, Al1PI, MIPI) terutama guna meningkatkan
kadar profesi menurut definisi di atas. Di
lingkungan organisasi publik di Indonesia
dikenal semacam profesi yang disebut jabatan
profesional di samping Jjabaltan strukiural
Misalnya dosen, guru, peneliti, hakim,
jaksa, pustakawan, dan sebagainva.

Asosiasi profesional dapat
dikelompokkan menurut definisi di atas. Di
Indonesia terdapat berbagai macam aéosiasi
atau ikatan profesional, dikelompokkan
menurut ciri khas atau misi utama masing-

masing. Lihat tabel berikut:
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penempatan, penetapan kompensasi, promosi
kemudahan dan sebagainya. Pengusaha
mementingkan perolehan léba sebesar-besarnya
dengan menekan belanja’ pegawail (pekerja,
buruh). Sementara pekerja ingin mendapatkan
imbalan sebesar-besarnya dengan bekeria
seringan-ringannya akibatnya adalah gejala
vang oleh Steinmetz disebut split loyalties-
union and management.'!?

Karena merasa Dberada dalam posisi
lemah, maka untuk membangun kemampuan,
bernegosiasi dan collective bargining,
pekerja mengelompok dan membentuk organisasi
pekerja yang disebut union (serikat pekerja,
serikat buruh) sementara majikan berusaha
memperoleh dukungan pemerintah berdasarkan
prinsip exchange. Pengusaha membayar pajak
dan memberikan sumbangan serta dukungan
kepada pemerintah dan sebagail iﬁbalan,
pemerintah memberikan izin, konsasi,
perlindungan dan kemudahan.

Kendatipun  hubungan kerija semula
didasarkan pada kesepatakan bebas antara

kedua belah pihak, berhubungan dengan

113 Lawrence L. Steinmetz, Human Relations : People and Work, Harper and Row New York,
1979, Hal. 223,
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4) Adanya fangka waktu kerjasama
Lamanya waktu vyang disepakati untuk

pemanfaatan tenaga ahli oleh para pihak
blasanya Jjuga disesuaikan dengan target

penyelesaian pekerjaan.

5) Adanya imbalan jasa

Imbalan jasa dari tenaga ahli tersebut
harus disebut pula dalam klausul perjanjian
berikut perhitungannya. Ditambahkan adanva
klausul perubahan imbalan jasa yvang
tujuannya untuk melakukan penvesuaian
terhadap kebijakan vang diambil oleh
pemarintah. tidak menutup kemungkinan untuk
memberikan fasilitas lain diluar vang diatur
Oleh pemerintah dengan standar vang diambil
haruslah diatas apa yang ditetapkan oleh

pemerintah.

6) Kompensasi

Kompensasi (Compensaticn). Dalam hal
ini dapat didefinisikan sesuatu yang
berhubungan dengan pembayaran dalam bentuk
uang atau gaji/upah adalah segala sesuatu

vang diterima oleh para karyawan sebagai

250




balas jasa. Untuk kerja mereka®® Pendapat
lainnya. Edwin Flippo mendefinisikar bahwa
upah adalah jumlah keseluruhan yang
ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah
dikeluarkan oleh tenaga kérja meliputi masa
atau syarat-syarat tertentu.!?

Sedangkan menurut dewan penelitian
pengupahan nasional memberikan arti upah
yaitu suatu penerimaan sebagai suatu imbalan
dari pemberian kerja kepada penerima kerija.
Untuk suatu pekerjaan/jasa vyang telah dan
akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan
bentuk uang dan ditetapkan menurut
persetujuan undang-undang dan dibayarkan
atas perjanjlan harga antara pemberi dan
penerima kerja. %

Kompensasi berarti penghargaan/ganjaran
pada para pekerja vyang telah memberikan
kontribusi dalam mewujudkan tujuannva,
melalui kegiatan bekerja.'®® Dalam arti yang
sempit/terbatas upah mehunjukkan balas jasa

yang dibayar. Untuk jasa pegawai pekeria

119 Hani T. Handoko, Menajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Ke 2, BPFE
Yogyakarta, 1992, Hal. 155. ‘

120 R. Heidiachman Ranu Pandoyo, Manajemen Personalia, Karunika UT, 1988, Hal. 43.

121 Ibid. Hal. 43 ‘

122 Hadari H. Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gajah Mada University Press
Yogyakarta, 1997, Hal. 315.
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berdasarkan waktu atau pegawai-pegawai yang
tidak bersifat melakukan'pengawasan dan tata
usaha.??

Dari definisi yang berbeda-beda artinya
tetap jelas memiliki maksud vang sama vaitu
upah merupakan pengganti atas jasa yang
telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak
lain atau majikan.

Landasan kebijakan pengupahan adalah
pasal 27 ayat 2 UUD 1945 vyang berbunyi
"setiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang lavyak bagi
kemanusiaan". Pernyataan tersebut kemudian
diatur lebih lanjut dalam undang-undang
pokok  ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969
pasal 3, menyebutkan bahwa : "tiap tenaga
kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan
yang layak bagi kemanusiaan". Sedangkan
dalam undang-undang ketenagakerjaan No. 25
tahun 1997 pasal 109 ayat 1 menyebutkan
bahwa : "setiap'pekerjaan berhak memperoleh
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pada dasarnya, seorang karyawan vyang

menyadari dirinya diberi balas jasa vang

123 Moekijat, Manajemen Kepegawaian, Mandar Maju Bandung, 1977, Hal. 57.
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setimpal apabila dirinya melakukan FEindakan
yang sesuail dengan cara-cara crganisasi
hasrat untuk mengerjakan akan meningkat.

Sebaliknya, bila karyawan tidak diberi balas

jasa yang sesual atau ada perasaaan bahwa

dengan tidak melakukan cara-cara crganisasi
karyawan akan mendapatkan yang lebih, pasrat
untui melakukan segala sesuatu yang
merupakan komitmen dari nilai-nilai inti

akan berkurang. Perlu diingat walau

. penghargaan dan balas jas non finansial juga
jmerupakan salah satu hal penting, akan

tetapi uang tetap memegang peranan

terbesar, %

Implikasi di Indonesia dalam penentuan
kompensasi vyang dikaitkén dengan kinerja
iperusahaan perlu disesuaikan dengan ukuran
| _

;besarnya perusahaan, karakteristik pemilik,
Etingkat sangat berperan dalam penentuan
i .

istrategi kompensasi.

i

i Kebijakan Kompensasi atas dasar agency
itheory akan lebih transparan dan relatif
|

|

“adil” dari pada kebijakan kompensasi yang

:di dominasi oleh pemilik. Kebijakan

124 Luthans, F. Organizational Behavior, Seventh Edition, MC Graw Hill Book Co, Singapare,
1993, ;

|
: 253
I
!
I



kompensasi atas dasar agency theory akan

lebih memotivasi para anggota organisasi

untuk lebih meningkatkan kinerija perusahaan
dan akan meningkatkan “kemakmuran bersama”
baik menejemen maupun pemilik.

Terdapat banyak penelitian yang
dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di
Amerika yang menggunakan strategi kompensasi
dengan membayar lebih (overcompensation
strategy) kepada para eksekutif puncak.!?s

Agar tujuan dari strateéi Kompensasi
dapét tercapai, maka perusahaan harus
mempertimbangkan keseimbangan pasar
eksekutif puncak  menurut teori penghargaan
(the expectancy theory) tinggi rendahnya
motivasi atau upaya Sesecrang bergantung
pada tiga hal vyaitu
1. Kemungkinan untuk berhasil.

2. Kemungkinan untuk memperoleh balas jasa
karena keberhasilan tersebut, serta
persepsi terhadap balas jasa,‘dan;

3. Kecilnya kgmungkinan untuk berhasil

menyebabkan kurangnya motivasi untuk

125 Soetjipto, Budi Widjaya, Strategi Membayar Lebih Kepada Eksekutif Puncak
(Overcompensation Strategy), Gajah Mada University Business Review Kelola, No. 8/1V/1995,
Hal, 118, .
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menyelesaikan tugas-tugasnya meskipun
bélas Jjasa yéng akan diterima sangat
tinggi bilalnmmpu menyelesaikan tugasnya
dengan baik.!'?®

Kompensasi manajerial berhubungan
dengan kinerja perusahaan. Barkema dan Gomez
Mejia menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan
yang bertaraf internasional mempunyali
hubungan positif dengan tingkat pembavaran
para pekerja dan lebih menekankan pada
intengif jangka panjang.'?’

Penelitian yang dilakukan oleh
Finkelstein ., dan Boud menemukan bahwa
kebebasan memilih top manajer dalam
pengambilan ‘keputusan membayar lebih, vyang
secara empiris diukur Dberdasar kebijakan
dalam mencapai pertumbuhan pasar, ketidak-
stabilan permintaan, intensifitas modal,
struktur industri dan regulasi, lebih jauh
Ia menyatakan bahwa kinerja perusahaan
merupakan konsekuensi untuk menentukan
kompensasi para pekerja yang tergantung pada

perbedaan balas Jjasa kepada para pekeria

126 Soetjipto, Ibid, Hal. 121.
127 Harry G. Bekema dan Lous R Gomez-Mejia, Managerial Compensation and Firm

Performance : A General Research Framework, Academy of Management Journal, Vol. 41, 1998
Hal. 135,
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yang dapat diterima secara senang hati,
Finkelstein dan Boyd. Juga menemukan baliwa
kinerja- perusahaan .dipengaruhi secara
positif oleh aturan kebijakan manajemen dan
kompensaéi pekerja (baik kompensasi ijangka
panjang dan kompensasi jangka pendek) . !?®
Penelitian vyang dilakukan oleh David
. Etal, tentang - pengaruh investor

institusional terhadap kompensasi pada

tingkat pekerja, eksekutif, dan kompensasi

gabungan, menemukan bahwa pemilik
institusional hanya mempunyai hubungan
investasi yang mempengaruhi kompensasi

sesuai dengan preferensi pemilik pada
tingkat rendah, dan meningkatkan propesisi
intensif Jjangka panjang dalam total
kompensasi, juga ditemukan bahwa institusi
tergéﬁtung‘pada pérusahaan vang tidak dapat
mempengaruhi kompensasi'®® selain itu temuan
iainnya, tidak terdapat bukti dalam
menempatkan para direktur pada tingkat

mempengaruhi - kompensasi eksekutif. Hasil

128 Sydney Finkelstein dan Brian K Boiyd. How Much does the CEQ Matter ? The Role of
Managerial Discreation in the Setting of CEO Compensation Academy of Management Journal
Vol 41, No. 1998, Hal. 179-199.

129 David, Parthiban, Kochhar, Rahul, dan Edward Levitas, The Effect of Institutional Investor on
the Level and Mix of CEQ Compensation Academy of Management Journal Vol. 41 No.2 1998,
Hal. 200,
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temuanﬁ ini Vmenyaraﬁkan bahwa perlu
 diperﬁimbangkan teori agensi sebagai
pehjelas dengan menitik  beratkan pada
independensi eksekutift®

wzzamel dan Watson menellli tentang
‘perbandingan earning pasar dan pénawaran

harga tinggi dari pembayaran kompensasi

eksekutif rada perusahaan di Inggris,

menemuan bahwa earnihg pasar, penawaran
harga tinggi, dan kompensasi terdapat
penyimpangan secara statistik berhubungan
teﬁhadap‘urutan pembayaran, lebih lanjut Ia
-ﬁenemukan. bahwa ketiga wvariabel tersebut
terhadap . hubungan non linier yvang signifikan
terhadap pembayaran terlalu rendah dan
penelitian tersebut juga membuktikan bahwa
perbandingan T gaji ekternal merupakan
variabel = vyang sangat penting dapat
menjelaskan perubahaan kompensasi.® Hal
yang ferutama diperhatikan dalam implikasi
bagi perusahaan di Indénesia adalah faktor

budaya perusahaan (co:poréte culture) faktor

130 Catherine M, Daily, Johnson, Jonathan : Ellstrand Alan E, Compenasation Coomitee
Composition as Determinan of CEQ Compensation, Academy of Management Journal,

"Val, 41, No.2, 1998, Hal, 221. .

131 Mahmoud Ezzame dan Robert Watson, Market Comparison Parnings and The Bidding Up of

Executive Cash Compensation : Evidence from The United Kingdom Academy of Management
Journal Vol. 41. No. 2. 1998. Hal. 221. ‘
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budaya. Perusahaan merupakan salah satu
faktor contingences vang sangat mempengaruhi
kinerja perusahaan, sementara itu faktor
pemilik yang sangat dominan dan government
dalam pemberian kompensasi baik pada manajer
maupun para pelaksana operasional Kebijakan
kompensasi perlu memper-timbangkan implikasi
dari teori agensi (agency theory) dimana
dalam teori tersebut n@ﬁitik beratkan pada
“perjanjian atau kesepakétan” antara pemilik
dengan pihak manajemén dalam prakteknya di
Indonesia vang terjadi justru pihak
manajemen tunduk kepada pemilik sehingga
pengembangan organisasi dan ‘ pemberian
kompensasi di dominasi oleh pemilik.
Sementara itu fakteor contingencies
{keterkaitan) antara pemilik dan pihak
manajemen terdiri dari strategi, ketidak
stabilan permintaan, budaya nasional, dan
sistem perpajakan. Dari faktor-faktor
tersebut, nampak bahwa faktor budaya (baik
budaya nasional maupun budaya perusahaan)
lebih dominan dari pada faktor contingencies
lainnya. Dban faktor kebijakan vyang terdiri

dari kebijakan pasar, intensitas riset dan
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Tabet 25: Lembaga Hubungan Profesional

1. Fungsi sebagai alat coliective bargaining
buruh menghadapi majikan
2. Fungsi sebagai alat memajukan bisnis

3. Fungsi sebagai alat meningkatkan
kesejahteraan anggota

4. Kesarjanaan, keahlian atau kecen dekiaan
3, Lapangan kexja

6. Aliat untik memajukan profesi

7. Alat untuk memajukan atau menerapkan
iptek tertentu -

Serikat  Pekera  Seluruh
Indonesia (SPSH)

Kamar Dagang Indonesia
{KADIN}, HWMI;

PGRI

1SES, ICMWI

Masyarakat fimu
Pemerinlahan indonesia
(MIPA)

lkaian Dokter Indonesia (IDI)

Tim Pakar Dinas
Pertambangan

DKI Jakana

Sumber : Taliziduhu Ndraha, Pengantar Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama tenaga ahli tersebut terikat

kontrak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan,

tenaga hali tersebut dituntut untuk
rmenunjukan profesicnalitas yang tinggi.
Diwujudkan dalam tugas vang harus

ditangganinya sesuai dengan keahliannya,
sedang lembaga profesional vang ada dimana
tenaga ahli tersebut bernaung bisa dijadikan
sebagai alat

kontrol untuk tingkat

profesionalitasnya.
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b. Perjanjian dalam Hubungan Kerjasama mengenai
Tenaga Ahli

Perjanjian kerjasama antar peruszhaan
dalam  hal pemanfaatan tenaga ahli biasanya
dalam bentuk tertulis. Sebagai alasan
dipilihnya bentuk perjanjian tertulis adalah
untuk lebih menjamin kepastian hukum, Lebih
Jelas dan gamblang untuk melakukan revisi
ataupun melakukan klaim terhadap permasalahan

Iyang ditimbulkan selama pelaksanaan perjanijian
kerjasama tersebut. Namun tidak menutup
kemungkinan untuk diadakannya kerjasama
tersebut dengan menggunakan perjanjian tidak
tertulis, hal ini dikembalikan pada kesepakatan
masing-masing perusahaan.

Perjanijian keriasama antar perusahaan
dalam hal pemanfaatan tenaga ahli harus memuat
ketentuén—ketentuan | pokok dalam perjanjian

kerjasama tersebut adalah:

1) Adanya Perjanjian Kerjasama

Adanvya perjanjian‘ disini diwujudkan
dalam bentuk tertulis maupun secara lisan.
Dasar hukum dari perjanjian kerjasama antar

perusahaan ini adalah sama dengan perjanijian
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pada umumnya vaitu KUHPerdata. Sebagai

dasarnya adalah ketentuan,

Pasal 1319 KUHPerdata;

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus,
mapupun yang tidak terkenal dengan nama fertentu, tunduk
pada peraturan-peraturan umum.

Selain itu KUHPerdata juga menganut
sistem terbuka dengan asas kebebasan untuk
melakukan kontrak, maka perjanjian apapun
dimungkinkaq untuk dibuat khususnya
perjaniian kerjasama antar perusahaan jasa
mengenal tenaga anli ini. Sebagai batasan

dari asas kebebasan kerkontrak adalah:

Pasal 1320 KUHPerdata
Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang miengikatkan diri
2. Kecakapan untuk emmbuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

2) Adanya Para Pihak Yang Berwenang Menandatangani

Para pihak yvang berwenang untuk
menandatangani perjanjian.ini harus mewakili
sebuahn badan usaha atau peruszhaan. Para
pihak yaitu perusahaan yang membutuhkan {User)
jasa tenaga ahli dan perusahaan vyang

memiliki (Principal)  tenaga  ahli. Sebelum
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mengikatkan diri dalam perijanjian para pihak
sebagali  wakil dari perusahaan Lerutama
sebagai'perusahaan vang memiliki tenaga ahlil
yang akan ditugaskan, narus melakukan
negosiasi dengan tenaga ahli yang
bersangkutan sehubungan dengan kesiapan
dirinya untuk ditugaskan diperusahaan Jjasa

lain. Yang bherarti pula 7jika tenaga ahli

tersebut sudah menyatakan siap  untuk

dimobilisasi, dalam perjaniian tersebut
tenaga ahli tersebut juga harus
mengetahuinya isi perjaniian kerjasama
tersebut.

3) Ada Objek Perjanjian Kerjasama yaitu tenaga ahli

Objek dalam kerjasama antar perusahaan
jasa adalah pemanfaatan sumberdaya manusia,
dalam hal 1ini sebagai seorang tenaga ahli
haruslah memiliki kualifikasi khusus vyang
diminta atau vyang sedang dibutuhkan oleh
perusahaan vyang akan memanfaatkan jasanya.
Untuk itu kesiapan dari diri tenaga ahli
tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi
segala konsekuensi yang harus diterima saat

menerima tugas.
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Kebijakan kompenéasi atas dasar agency
theory akan lebih transparan dan relatif
adil dari pada kebijakan kompensasi vyang
didominasi oleh pemilik. Kebijakan
kompensasi atas dasar agency theory akan
lebih . memotivasi ypara anggota organisasi

untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan.

7) Cara pembayaran

Cara pembayaran harus jelas melalui
jasa perbankan untuk ditransfet ke rekening

perusahan pemilik (Principal) tenaga ahli.

8) Force Majure

Pencantuman klausul untuk keadaan
diluar kesalahan dari- para pihak vyang
menyebabkan hambatan pada penyelesaian

pekerjaan.

9) Dan pernyelesaian perselisihan

Mencantumkan panitera pengadilan
yang berwenang untuk memeriksanva.
Demikianlah Point-point penting vang

menjadi dasar pérjanjian kerjasama antar
perusahaan dalam hal pemanfaatan tenaga ahli,
pengembangan klausul lain bisa dilakukan
semisal tingkat resiko dari pekerijaan vang

tinggi sehingga diperlukan klausul khusu yvang
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mengatur  tentang asuransi terhadap resiko

pekerjaan.

3. Bentuk  pertangungjawaban tenaga ahli terhadap
perusahaan principal, perusahaan user dan owner

Bertanggung jawab dalam sebuah hubungan
berarti bersedia menanggung akibat atéu resiko
yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Akibat
atau resiko-yaﬁg ditimbulkan berupa

Reward

Adalah akibat yang harus ditanggung oleh seseorang karena
keberhasilannya dalam sebuah tugas atau penghargaan atas
Jasa yang diberikan kepade seseorang.

Punishment

Adalah akibat yang harus ditanggung oleh seseorang karena
kegagalan dalam sebuah tugas atau sanksi yang diberikan
kepada seseorang. ’

Antara reward dan punis}’ament bisa terjadi
kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam hubungan
kerjasama antar perusahaan Jjasa ini dapat
dipastikan peluang terjadinya reward dan
punishment besar kemungkinannya.

Dalam hubungan kerjasama antar perusahaan ini
karena mencakup baﬁyak dimensi maka bentuk
pertanggungan jawab dapat dikaji menjadi beberapa

bentuk antara lain:
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. Pertangungan Jawab secara Hukum

Dasar dari pertanggungan jawab kerja
adalah hubungan hukum. Dimana hubungan hukum
yang terjadi akibat dari perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pihak. Kualitas
pertanggungaﬁ jawabannya didkur dari perjanijian
yang telah disepakati para pihak. Karena suatu

perjaniian menurut

Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata:

“‘Semua kontrak yang dibuat secara sah beraku sebagai undang-undang
bagi yang membuatnya’. '

Dari  perjaniian kerjasama yaﬁg telzah
dibuat dapat diketahui hak dah kewajiban para
pihak serta tanggung jawab masing-masing. Bila
dilihat dari bentuk  perjanjiannya | intinya
adalah perjaniian peminjaman tenaga ahli
terhadap perusahaan lain. Untuk itu bukan saja
meliputi  hubungan  antar peruszhaan  saja
sehinggé bentuk pertanggungan jawab hanya
dibebankan antar perusahaan saja melainkan ada
objek perjanjian vaitu tenaga ahli yang Jjuga
bisa melakukan perbuatan hukum maka dapat juga

untuk . dimintakan pertanggungan jawab. Untuk

pertanggungan jawab tenaga ahli akan di bahas

- pada sub bab berikutnya.
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Pada sub bab ini dibahas  bentuk
pertanggungan Jawab para pihak adalah
perusahaan yvang mengikatkan diri dalam
perjanjian peminjaman tenaga ahli. Klausul-
klausul pada perjanjian peminjaman memuat hak
dan kewajiban para pihak, macetnya salah satu
pihak dalam melaksanzkan perjanjian tersebut
akan berakibat pada sejumlah kerugian vyang
_harus ditanggﬁng oleh perusahaan pemakai jasa
tenaga ahli vyaitu berakibat pada molornya
jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Bisa
jadi perusahaan pemakal tersebut terkena
pinalti &atau denda akibat mundurnya waktu
penyerahan proyek pada‘pemilik proyek.

Sehingga dalam hubunéan kerjasama ini
masing-masing pihak mempunyéi kewajiban dan hak
vang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung
Jawab karena apabila hal tersebut tidak
dipenvhi akan mempengaruhi tercapainya tujuan
perjanjian.

Dalam pandangan akademisi hukum!®?  I1lmu
Ekonomi merupakan suatu alat yahg kuat dan
Cepat (a powerful tool) untuk menganalisis

permasalahan~permasalahan hukum yang terjadi di

[32 Richards A. Posner, Economic Analysis of Law, Third Edition, Little. Brown and Company,
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lingkungan kita. Namun pendekatan analisis
ekonomi ini terhadap'hukum di Indonesia belum
berkembang, kecuali pemikiran-pemikiran atau
dasar-dasar Ilmu Ekonomni dalam  membentuk
ketentuan-ketentuan dalam hukum perusahaan.!?
Sementara itu, banyak kritik dan gugatan
dari pelaku-pelaku ekonomi, baik asing maupun

nasional terhadap kelengkaparn serta lembaga

hukum ' ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hukum

ekonomi dianggap tidak mampu mengimbangi gerak
laju dunia bisnis yaﬁg semékin maju  dan
kompleks, sedangkan pranata hukum selalu
tertinggal oleh kepesatan langkah ekonomi .'®?
Berbagai perubahan di atas memunculkan
beberapa pertanyaan mendasar vyaitu sejauhmana
perubahan kepemilikan mempengaruhi  struktur
organisasi, mekanisme pengawasan dan
pengambilan keputusan strategis suatu korporasi
masalah klasik bagi perusahaan vang telah go
public adalah terabaikannya investor kecil atau

minoritas,?®®®

133 Normin Pakpahan Introduction to The New Company Law of Indonesia LPHEL 1996.

134 Sunaryati Hartono Politik, Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional Atumni Bandung
1991, Hal.30. '

135 Margaret Price, Manager Keeps, A Visilant Eye Pensons and Invesement, 1996, Vol. 24,

Hal. 16
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Persaingan. yang sehat merupakan sarana
terciptanya daya saing perekohomian melalui
peningkatan efisiensi, produktivitas serta mutu
pelayanan pada masyarakat. Untuk itu kepada,
para pelaku ekonomi dituntpt untuk bertindak
dalam batas-batas perilaku bisnis lyang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
sebagai ‘perwujudan dari nilai moral. Dengan
Idemikian keberhasilan dalam kegiatan bisnis
harus <tetap dilandasi o©leh prinsip-prinsip
etika.®®

Pendekatan utama terhadap struktur pasar
tersebut ditekankan pada mekanisme perilaku
pasar (market behaviour). Perilaku pasar dapat
merupakan kaijiian mengenai prinsip—pringip meral
vang dipegang dalam dunia usaha yang bersumber
pada aturan-aturan moral agar pelaku bisnis di
dalam menjalankan usahanya menghargai nilai-
nilai etika vyang Dbersifat wuniversal dalam
masyarakat .’

Ukuran vyang dipakai terhadap perilaku
pasar ini adalah ekibat vyang ditimbulkan

terhadap pesaing bisnis lainnvya, yaitu

136 A SonyKeraf, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur Cetakan IT
Kanisus, Yopyakarta, 1992, Hal. 63. '

137 Normin §. Pakpahan Hukum Persaingan : Suatu Tinjauan Konseptual, Jurnal Hukum Bisnis,
1997, Vol. 1,
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merugikan hak serta kepentingan pihak iain.
Dalam konteks ini hukum bukanlah hanya bangunan
peraturan, melainkan bangunan ide, kultur dan
cita-cita sehingga hukum modern tidak dapzat
dilihat hanya sebagai rule of law akan tetapil
Juga harus dilihat sebagai rule of morality.??®
Perilaku bisnis menyangkut nilai-nilai
moral pelaku bisnis yaitu hati nurani pelaku
bisnis yang membedakan etika vang bkaik dan yang
.buruk, serta menetapkan nilai-nilai moral vang
patut di'anut.i39 Untuk mencapai sasaran
pembangunan industri dilakukan pembangunan
kawasan industri yang berwawasan lingkungan.?°
Berbagai pihak berkepentingan terhadap suatu
perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok
yvaitu kelompok dalam dan kelompok luar
perusahéan. Kelompok dalam adélah orang atau
kelompok vang merupékan pemegang saham atau
karyawan perusahaan. Kelompok luar adalah semua
orang atau kelompok lain vyang terkena dampak
tindak-tanduk perusahaan. Kelompok luar ini

yang sangat besar dan seringkali tidak menentu

138 Satjipto Rahardjo, “Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia”, Kompas 16 Januari
1995,

139 BN. Kuncoro Jokti, Peraturan Perundang-Undangan Perindustriam dan Perdagangan,
Makalah, Jakarta, 20 Mei 1993, Hal. 28,

140 Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Industri yang
Berwawasan Lingkungan.
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bentuknya mengharapkan peruszhaan menyesuaikan
keingingan kelompok tersebut .

- Felembagaan law and order (penegakan
peraturan dan hukum) menyangkut peraturan
perundangan yang mengatur hubungan antar pelaku
ekonomi dan lembaga (institusi) yang menjadi
tempat interaksi para pelaku ekonomi, peraturan

perundang-undangan berperan penting dalam

menegakkan aturan-aturan dasar. Interaksi

pelaku ekonomi vyang efektif transparan dan
adil, aturan-aturan permainan perlu ditegakkan
untuk  menumbuhkan iklim vyang mengairahkan
kegiatan produktif dunia usaha dan menyuburkan
kreatifitas ‘dan partisipasi masyarakat selain
itu pemerintah melalui pengembangan etika
bisnis‘ yang sehat berkewajiban melindungi
masyarakat dari pelaku bisnis yang dapat
merugikan.

Terdapat kesan bahwa proses perkembangan
ilmu dan teknologi seolah-olah kebal terhadap
tuntutan etis*"® dan memang benar. Memperhatikan

segi-segl etis tidak, menjadi tugas ilmu

141 J.S. Bracher dan A.J. Kinichi, Strategic Management Plant Clasings dan Social Responsibility
an Integrative Process Model Employee Responsibilities and Right Journal 1 No. 3, 1988, Hal.

201.

142 LK. Steiglader “The Problem of Applied Ethics Dalam D. Mieth and J. Pohier, Etics in
The Natural Sciences (Concilum) Edin Burght and T. Clark Ltd, 1989, Hal. 79.
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pengetahuan sendiri melainkan tugas manusia
dibalik ilmu dan teknologi.

‘Menurut Fuller, ada delapan nilai-nilai
vang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan
nilai-nilai tersebut vyang dinamakan delapan
prinsip legalitas adalah

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih
dahulu, hal ini berarti bahwa tidak ada
tempat bagil keputusan-keputusan secara
ad-hoc¢ atau © tindakan-tindakan yang
bersifat arbiter.

2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan
secara layak.

3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh
berlalu surut.

4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus
jelas dan terperinci : ia harus dapat di
mengerti c¢leh rakyat.

5.Hukum tidak boleh meminta dijalankan hal-
hal yang tidak mungkin.

©. Di antara sesama peraturan tidak boleh
terdapat pertentangan satu sama lain.

7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak

boleh sering diubah-ubah.
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pengembangan, dan regulasi. Sedangkan dalam
faktor kepemilikan eksekutif yang merupakan
faktor dimana para eksekutif juga turut
serta menanamkan modalnya ke perusahaan
sangét mempengafuhi penentuan kompensasi,
baik kompensasi eksekutif maupun kompensasi
kepada para pelaksana operasional.

Perumusan strategi kompensasi yang
didasarkan pada faktor-faktor tefsebut
selanjutnya akan mempengaruhi kinerja
perusahaan vyang diukur dari pertumbuhan
penjualan {(sales) pertumbuhan assets,
pertumbuhan dan stabilitas return on asset
(ROA), dan return on equity (ROE).

Sesuéi dengan agency  thecry, maka
masing-masing pihak (manajemen dan pemilik)
akan meningkat kemakmurannya. Jika kinerja
perusahaan meningkat_ empat faktor
(governance, contingencies, kebijakan dan
kepemilikan eksekutif) tersebut digunakan
sepagai dasar  untuk perumusan strategi
kompensasi; dan teori agensi digunakan untuk
menentukan kebijakan kompensasi berdasar

negosiasi antara manajemen dan pemilik.
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dan melancarkan proses interaksi pergaulan

masyarakat.
| Hanya dengan mentaati suatu gistem-

sistem aturan maka sistem integrasi secara
efekCif perlu empat masalah disele$aikan.
lebih dahulu. Masalah-masalah tersebut
adalah

1. Masalah legitimasi vang menjadi dasar
penataan pada aturan-aturan.

2. Masalah interpretasi vang menyangkut
penetapan hak-hak dan kewajiban subyek
melélui proses penerapan aturan-aturan
tertentu.

3. Masalah sanksi yaitu apa sanksinya
apabila seorang subyek mentaati atau
mengingkari suatu aturan tertentu dan
siapa yvang harus menerapkan sanksi
tersebut.

4. Masalah-masalah yurisdiksi, vyaitu siapa
yang berwenang menegakkan norma hukum,
perbuatan-perbuatan ~épa saja vang akan

diatur oleh norma tertentu.

2) Fungsi hukum dalam masyarakat

Fungsi - hukum sebagai sarana

pengendalian sosial proses. Mekanisme
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pengendalian sosial ini berupa suatu proses
yang telah direncanakan 1lebih- dahulu dan
bertujuan untuk  menganjurkan, menjawalk,
menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-
anggota masyarakat. Agar supaya mematuni
norma - hukum dan tertib hukum vyang sedang
berlaku*®®  pengendalian sosial dibedakan
menjadi rengendalian yang bersifat
preventif, dan pengendalian sosial vyang
bersifat represif bahkan ada pengendalian
sosial yang bersifat preventif represif.
Pengendalizan sosial vang bersifat
preventif berupa pencegahan terhadap
gangguan pada keseimbangan antara stabilitas
dan fleksibilitas masyarakat. Pengendalian
vang bersifat represift bertujuan untuk
mengembalikan keseimbangan vyang mengalami

gangguan.

3) Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan sosjal
engineering

Huntington Cairns mengemukakan
pendapatnya bahwa ilmu pengetahuan hukum
modern sebenarnya merupakan ilmu Cerapan

(applied science), jadi merupakan suatu

145 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia,
Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975,



teknologi berdasarkan kegiatannya penemuan-
penemuan dari ilmu pengetahuan murni (pure
science) dan dalam hal ini ilmu pengetahuan
hukum sebagai suatu socie technique harus
mampu membuat dan menerapkan peraturan-

peraturan hukum yvang diperliukan guna

mencapai - tujuan-tujuan sosial yang
diharapkan.
Konsepsi operasional dari social

engineering dengan menggunakan hukum sebagai
Sarana sebenarnya didasarkan pada duz
konsepsi lain yaitu konsepsi tentang ramalan
dari akibat-akibat vyang dikemukakan oleh
Lundberg dan Lonsing dan konsepsi  Hans
Kelsen mengenal aspek raﬁgkap dari peraturan
hukum,

Pendapat Lundberg daﬁ Lonsing mengenai
Prediction of Consequences (ramalan dari
akibat-akibat vyang terjadi), bahwa setiap
aturan hukum vyang menimbulkan perubahan
sosial, memberikan dorongan pada tingkanh
laku dari para pemegang peran, tingkah laku

dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi
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di dalam " bidang dimana individu itu
bertingkah laku.*®

Dengan mengutip Podgorechki, Schuyt
mengemukakan acdanya empat asas vang

merupakan keharusan untuk dilakukan di dalam

rangka social engineeriné yaitu

1. Penggambaran yang baik dari situasi yang
dihadapi.

2. Analisa dari penilaian kita dan
menyusunnya dalam suatu tata jenjang dari
nilai-nilai itu (apakah vang ditempuh
tidak akan menimbulkan akibat sampingan
yang akan memperburuk keadaan).

3. Verifikasi dari hipotesa-hipotesa.
(apakah cara yang telah dipilih benar-
benar akan membawa kepada tujuan).

4. Pengukuran terhadap efek dari undang-
undang yang berlaku.

Hukum sebagai pengatur pembangunan,
maka sociazl engineering itu hanya merupakan
bagian saja dari padanya, yaitu bagian yang
bersifat teknis operasional.

| Hukum sebagai pengatur pembangunan akan

harus memperhatikan hubungan dari interaksi

146 Robert B. Seidman, Law and Development : A General Model Dalam Law

and Society
Review, Jilid VII, February, 1972, Hal. 311.

274



antara hukum dan kelembagaan lainnya di
dalam masyarakat. Hukum dari masyarakat
telah menggeser aksentuasi, dalam perusahaan
hukum selama ini vang di maksud dengan
pergeseran dalam aksentuasi adalah bahwa
studi hukum itu tidak lagi semata-mata
tertuju pada hukum sebagéi preskripsi, yang
berarti mempelajari | peraturan-peraturan
melainkan TIa ingin mendeskripsikan secara
lengkap dan terurai mengenai segala seluk
beluk vyang berhubungan dengan hukum dan

bekerjanya hukum di dalam masyarakat,

fungsi hukum dalam kegiatan ekonomi

Peranan vyang strategis hukum dalam
interaksinya dengan kegiatan ekonomi adalanh
terletak pada fungsi vyang diperankan oleh
hukum di tengah-tengah masyarakat. Hukum di
samping berfungsi sebagai sarana
pengendalian sosial (social control) dalam
artian untuk menciptakan keteraturan,
ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat,
juga berfungsi sebagai sarana untuk
memperlancar proses interaksi, sosial (law
as facilitation of human interaction) dan

untuk merubah masyarakat.
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Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi
hukum meliputi pengawasan/pengendalian
sosial (social control) penyelesaian
sengketa (dispute settlement) dan rekayasa
sosial (social engineering).

Menurut Mochtar Kusumaatmaja,!? hukum
berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa
masyarakat, Cyaitu sarana pembangunan
masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan
bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan
merupakan suatu yang dianggap penting dan
sangat diperlukan.

Disamping itu hukum, sebagai tata

kaidah yang dapat berfungsi untuk
menyalurkan arah-arah kegiatan warga
masyarakat ketujuan vang dikehendaki.

Satjipto Rahardjo berpendirian bahwa fungsi
vang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat,
selalu berdampingan antara fungsi hukum
sebagail sarana pengendalian sosial dan

fungsi, hukum =~ untuk melakukan  social

engineering.

147 Mochtar Kusumaatmaja, bertolak dari bahan aliran sociological jurisprudence
mengetengahkan suatu konsep roscoe pound tentang perlunya menfungsikan [aw as tool of social
engineering, yaitu hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario
kebijakan pemerintah, Soetandyo : Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di
Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Hal. 231.

276




Fungsi hukum dilihat sebagai sarana
pengendalian sosial, maka kita akan mglihat
hukum berfungsi menjalankan tugas untuk
mempertahankan suatu tertib atau pola

kehidupan vang telah ada. Hukum di sini

sekedar menjaga agar setiap orang
menjalankan perannya sebagaimana telah
ditentukan sebagaimana diharapkan dari

padanya. Peran apa yang harus Ia jalankan
sangat ditentukan oleh sistem sosial vang
berlaku. Apabila setiap anggota masyarakat
disitu menjalankan perannvya sebagaimana
ditentukan oleh sistem s0s8ial itu,
masyarakat akan berjalan dengan baik.*®
Dapat Jjuga social engineering lebih
bersifat dinamis hukum dipergunakan sebagai

sarana melakukan perubahan-perubahan di

dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum tidak.

hanya meneguhkan pola-pola yang memang telah

¥ Ronny Hanitijo Soemitro, mekanisme fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dapat
diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori vaitu (1) Bersifat fisik (coercme power) dengan
mempergunakan kekerasan (senjata) akibatnya terasa pada jasmani seseorang dan biasanya
dilakukan di negara-negara yang sedang bergolak. Tujuannya agar anggota masyarakat takut dan
mengalah. (2) Bersifat kebendaan (utilitarian power), melalui benda-benda atau jasa, dilakukan
pada masyarakat yang sudah menghargai faktor-faktor material serta sudah mengakui perlunya
imbalan yang sesuai terhadap daya kreasi dari anggota-anggota masyarakatnya dan biasanya
terdapat pada masyarakat yang secara ekonomi kuat. Tujuannya agar sebanyak mungkin
anggota-anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. (3) Bersifat simbolis (social
power) mengutamakan proses pemberian teladan dalam bentuk norma-norma yang
diabstraksikan dari tingkah laku bagian besar anggota masyarakat tujuannya untuk
mengutamakan anggota masyarakat (Ronny Hanitujo Soemitro, Lembaran Hukum dan

Masyarakat Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP No. 6 ~ 1992 Tahun
XXI1: Hal. 26.
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8. Harus terdapat kesesuaian antara
tindakan-tindakan para pejabat hukum dan
peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Seperti juga Fuller, maka Schut
berpendapat juga bahwa hukum itu mengandung
nilai-nilai yang instrinsik, sehindga hukum itu
dapat disebut sebagai suatu sistem nilai-nilai
vyang instrinsik. Kehidupan hukum suatu bangsa
ditentukan oleh pandangan Gestaltnya (Gestalt
Visie) mengenai hukum dan ini bertolak dari
nilai—n;lai vang d;pandangnya intrinsik ada
pada hukum, apa yang nantinya harus diwujudkan
sebagai hukum di dalam masyarakat yvang
bersangkutan’ tergantung dari titik  tolak
pandangannya mengenal apa saja yang termasuk
dalam nilai-nilai itu. Di dalam pembicaraan
mengenai hukum maka nilai-nilai tersebut
berkembang menjadi hubungan antara hukum dan
moral,

Hukum adalah merupakan sebuah konsep*® dan

menurut.Soetandyo Wignyosoebroto tidak ada yang
tunggal mengenal apa vyang disebut hukum‘ itu

menurut pendapdtnya dalam sejarah pengkajian

143 Abdurachman, Tebaran Pemikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat, PT. Media Sarana
Jakarta, 1987,
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hukum  terdapat sekurang-kurangnya tiga keonsep

i ' hukum yang pernah dikermukakan orang ialah

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas
keadilan yané bernil&i universal dan

menjacdi bagian intern sistem hukum alam.

2. Hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif

1 yang berlaku pada suatu waktu dan Lempat

tertentu, dan terbit sebagai produk

eksplisit suatu sumber kekuasaan politik
vang berlegimitasi.

3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil

i dan fungsional di dalam sistem kehidupan

bermasyarakat, baik dalam pProses-proses
| pemuiihan ketertiban dan penyelesaian
sengketa .maupun dalam proses pengarahan

dan pembentukan pola-pola prilaku vyang

baru, 4

1) Pendekatan fungsional terhadap hukum

é Talcott Parsons menganggap hukum
| sebagal suatu sarana péngendalian sosial.
Menurut Parson fungsi‘ utama dari suatu
| sistem  hukum adalah melakukan  fungsi

integratif .yaitu mengurangi konflik-konflik

144 Soetandyo Wignyosoebroto, dari Hukum Kolonial Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1980,
Hal. 2.

270




ada di dalam masyarakat, melainkan Ia
berusaha wuntuk menciptakan hal-hal atau
hubungan-hubungan baru, perubahan ini hendak
dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-
keputusan yang akan diambil oleh individu-
individu dan mengarahkannya kepada tujuan
yang dikehendaki manipulasi ini dapat
digunakan dengan .berbagai macam cara
misalnya dengan memberikan ancaman pidana,
insentif dan sebagainya.*®

Penggunaan hukum untuk melakukan

perubahan dalam masyarakat berhubungan erat

dengan konsep penyelenggaraan kehidupan
sosial ekonomi suatu masyarakét. Dimana
peranan hukum menjadi lebih penting terlebih
dengan adanya konsep perkembangan masyarakat
yang didasarkan pada perencanaan. Dalam
keadaan vang demikian ini pembentukan
hukumnya, justru hukum mendahului
pelaksanaan pembangunan di ekonomi peran
hukum di sini, diharapkan berfungsi.

1. Sebagai sarana penunjang perkembangan

modernisasi.

14 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan llmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan 1lmu Hukum Alumni
Bandung 1977, Hal. 145.
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2. Hukum sebagai ”'pembéti patokan dan
pengarahan serta perencaﬁaan dalam
pembangunan ekonomi.

George Gurvitch mengatakan bahwa hukum
adalan rekayasa untuk mengemudikan suatu
mekanisme éosial - yang rumit di Dbidang
ekonomi tetapi hukum bukan semata-mata alat
rekayasa.

Di sini hukum sebagai alat
pemula/pelopor untuk melakukan perubahan
(pembaharuan) masyarakat guna mengatur dan
menata perekonmian masyarakat atau dengan
kata lain hukum dapat berperan awal gﬁna
mempercepat proses relasi di bidang ekonomi.
Pembangunan ekonomi hanya terlaksana dengan
baik apabila dilaksanakan atas dasar suatu
tertib hukum vyang memungkinkan dan dapét
mengamankan pelaksanaénnya. Kemudian dari
peraturan hukum di maksud diharapkan
memberikan dampak yang bersifat positif guna

nempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

b. Pertangungan Jawab Kerja

Dasar dari pertanggungan Jjawab kerja

adalah hubungan kerja. Hubungan kerja disini

adalah  hubunga antara tenaga ahli dengan
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perusahaan yang mempekerijakannya. Meskipun
tenaga ahli tersebut ditugaskan untuk membantu
penyelesalan pekerjaan milik perusahaan jasa
lain namun tenaga ahli tersebut masih memiliki
hubungan dengan perusahaan asal dimana tenaga
éhli tersebﬁt bekeria.

Selama ditugaskan pada pekerjaan milik
perusahaan lain tenaga ahli memiliki tanggung
jawab untuk menjaga nama baik perusahaan dén
memiliki integritas penuh dehgan segala
konsekuensinya sebab hal tersebut telah
dibicarakan sebelumnya pada proses kesepakatan.

Apapila terjadi permasalahan dilapangan
dan pihak pengguna tenaga ahli merasa dirugikan
sesuai dengan prosedur perusahaan pemiik tenaga
ahli akan diberikan laporan disamping
perisahaan tersebut juga telah melaksanakan
fungsi pengawasannya. Jika memang benar
kesalzhan yang terjadi akibat dari tenaga ahli
tersebut secara prinsip tanggung jawab ada pada
perusahaaﬁ pemilik tenaga ahli sedangkan
tanggung Jawab tenaga ahli tersebut adalah
tanggung jawab kerja mengingat tenaga ahli
tersebut memiliki hubungan utama dengan

perusahaan pemilik adalah hubungan kerija.
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Bentuk pertanggungan Jawab kerja  bisa
berupa:
1. Denda atau ganti kerugian yang besarnvya
ditentukan bersama-sama.
2. Penundaan kenaikan gaji dan pangkat

golongan dalam perusahaan secara berkala.

¢. Pertanggungan Jawab Profesional

Dasar dari pertanggungan Sawab secara
profesional adalah hubungan profesional. Dimana
hubungan profesiohal ini terjadi antara tenaga
ahli dengan perusahaan yang menggunakan Jjasa
keahliaannya. Karena keahlian seseorang hanya
bisa diukur oleh crang yang bisa akan keahiian
itu. maka ada lembaga profesional yang
independen yang berfungsi sebagai lembaga yang
mampu untuk melakukan pengujian terhadap
tingkat profesionalitas dari seorang tenaga
ahli.

Sesuali dengan kriteria vyang dimintakan
pada perjanjian kerjasama antar perusahaan
mengenai tenagal ahli vyang dibutuhkan vyang
berarti tenaga ahli tersebut harus békerja
dengan kéwenangan yang diberikan kepadanya.
Dalam hal terjadi kesalahan vyang diakibatkan

oleh keputusan atau perilaku dari tenaga ahli
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tersebut, “ tenaga ahli 'tersebut harus
mempertangguung Jjawabkannya secara profesional.
‘Perusahaan dapat meminta bantuan dari lembaga
profesional yang sesual dengan profesi dari
tenaga ahli tersebut untuk melakukan
remeriksaan misalnya : Jika tenaga ahli
tersebut seorang Insiyur lembaga profesiconalnya
Persatuan Insiyur Indonesia (PII), jika seorang
dokter lembaga profesionalnya ITkadan Doktér
Indonesia (IDI) dan kalau secrang Advokad
lembaga Profesionalnya Ikatan Advcokad indonesia
(Ikadin) dan sebagainya.
Bentuk pertanggungjawaban secara
profesicnal antara lain:
1. Pencabutan 1ijin bekerja untuk seméntara
waktu.
2. Pemecatan dari organisasi profesional

dimana tenaga ahli tersebut bernaung.

. Pertanggungan Jawab Secara Etika

Etika bersangkut-paut dengan kesadaran
bertindak. Bertindak atau bekerja secara sadar
berarti menyadari motif atau sebab dan zkibat
tindakan vyang Dbersangkutan. Sadar meiiputi
sadar dan bebas (memilih) dan sadar tetapi

tidak bebas memilih. Dalam menentukan pilihan

282




P e

sSeseorang menerlukan pegangan diantaranya
adalah Pegangan Etik. Ethic adalah “a body of

moral principle or values”. Kata sifatnya

ethical. Dari definisi diatas dapat dijabarkan.

bahwa Ethics adalah®®:
a. a system of moral principles.
L. The rules o¢f ceonduct, misalnya Etika
Kedokteran, dan
c.Etika, vyang membahas scal rightness dan
wrongness suatu tindakan, dan goodness dan

badness motif dan akibatnya.

Definisi lain kata Ethos berarti:
The fundamental character or spirit of a culture; the underlying

sentiment thal informs the beliefs, customs, or. practices of a
group or society’ g

Bentuk pertanggungjawaban secara etika
adalah bentuk pertanggung Jjawaban secara
pribadi atas tindakan vang dilakukannya
selaku tenaga ahli. Oleh karenanya sanksi
bersqmber dari diri sendiri (sanksi otonom)
dan ditimpakan kepada diri sendiri atas
perbuatan vang sama. Sanksi otonom

diwujucdkan dalam bentuk:

150

Op Cit, Taliziduhu, hal 185
1 Op Cit, Taliziduhu, hal 181
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a. Rasa penyesalan

b. Rasa malu

c. Rasa bersalzh

d. Péngakuan bersalah

@. Tekad untuk mengundurkan diri
f. Mehghukum diri sendiri

g. Menggantung diri atau harakiri

Latar Dbelakang melaksanakan sanksi

untuk diri sendiri antara lain:

1. Pengangkatan sebagail tenaga ahli bukanlah

paksaan atau sepihak, melainkan denggn
kesediaan pribadi bahkan mungkin atas
permintéan (ambisi) yang bersangkutan
sendirii, Ta mengambil keputusan bebas
{(free will) untuk menerima atau menclak
penugasan tersebut. Untuk itu tenaga ahli
memiliki komitmen etik dan moral terhadap

diri sendiri.

. Tenaga ahli tersebt dianggap sudah

memperhitungkan untung-rugi dan akibat
keputusan untuk menerima tugas tersebut
beserta konsekuensi-konsekuensi terhadap

kehidupan pribadi dan keluarganva.

. Tenaga ahli tersebut diwajibkan melakukan

tugas Jjabatan dengan kesadaran etiknya
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untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk
itu kepadanya diberikan | kewenangan
mengambil keputusan sekaligus dengan
modal, sarana, dan aturan mainnya. Ia
sadar tujuan daru tugasnya: melayani

masyarakat atau konsumen dengan sebaik-

baiknya.
. Tenaga ahli tersebut dituntut
pertanggung’jawaban atas penggunaan

kewenangan tersebut. Oleh dan melalui
kesadaran etiknya, ié tidak hanya
bertanggungjawab kepada atasannya
(pemberi wewenang formal) tetapi Jjuga

kepada masyarakat atau konsumen.

. Sebagai imbalan kepadanya diberikan (ia

berhak atas) reward jika berhasil, dan
punishment jika gagal menjalankén

tugasnya.

. setiap reward atau punishment mempunyai

nilai. Sekarang nilai tekad untuk
mengundurkan diri‘ berdésarkan kesadaran
bahwa yang bersangkutan gagal menjalankan
tugas atau nilai tekad untuk bertahan.
Persoalannya adalah, dalam hal apakah

tenaga ahli disebut atau menyebut dirinya
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gagal melakukan tugas kewajiban sehingga
ia layak menghukum dirinya sendiri.

Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam
dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga ahli
tersebut bekeria dan berhasil {sukses,
efisien, efektif, menang, unggul, dan
ungkapan lainnya), ini sudah sewajarya,
lebih-iebih Jjika ia bekerja bersama orang
lain dan dilengkapi dengan sarana serta
prasarana yang memadai. Lagi pula untuk itu
yang bersangkutan telah menerima reward-nya,
baik finansial maupun sosial.

Bagaimana jika seseorang telah bekerja
dengan baik dan berhasil tetapi ia tidak
menerima suatu rewardpuﬁ. Untuk itu berdasar
kesadaran etik ia harus rela dan menganggap
itu dari sudut etik, wajar. Sebaliknya, jika
ia berhasil tetapi ia mendapat punishment,
itulah pengorbanan sementara jika ia gagal
tetapi mendapat reward, korupsi adanya atau
juga dapat diidentifikasi sebagail reward,

kosong.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap

pockok permasalahan yang telah diuraikan .pada bab
sebelumnya, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

l1.Pola kerjasama antar perusahaan ini ©pada era

sekarang menjadi salah satu alternatif manakala
kebutuhan akan sumber daya manusia namun dengan
pertimbangan manajemen untuk pembinaan sumberdaya
manusia jangka panjang, pilihan dengan mengadakan
kerjasama inilah menijadi alasan diadakannya
kerjasama antar perusahaan jasa.

Berbagai macam ©pola kerjasamaw yang ada pada
prinsipnya untuk mencéri bentuk vyang paling sesuai
dengan kebutuhan para pihak terutama kebutuhan dari
perusahaan user sebagal pengguna tenaga ahli untuk

kurun waktu tertentu dan atau pekerjaan tertentu,

Z.Hubungan hukum pada kerjasama antar perusahaan ini

terjadi. karena perjanjian. Perjanjian kerjasama ini
merupakan sebuah peristiwa hukum vang timbul antara

perusahaan pemilik tenaga ahli (principal) dengan
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perusahaan pengguna tenaga ahli (user), dengan
demikian perjanjian tertsebut menimbulkan perikatan
antara para pihak yang membuatnya.:
Dasar dari hubungan hukum adalah bentuk perjanjian
kerjasama secara tertulis, vyang didalamnya memuat
klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para
pihak. Termasuk didalamnya memperhatikan kaidah-
kaidah hukum ketenagakerjaan,‘mengingat objek dari
perjaniian tersebut adalah tenaga ahli vyang békerja
dalam perusahaan.

3.Bentuk-bentuk pertanggungan jawab dari tenaga ahli
adalah Dbentuk upaya dalam mempertanggungjawabkan
seluruh kegiatan pekerjaan kepada pihak dimana
terjadi perikatan oleh. perusahaan principal,
perusahaan user dan perusahaan pemilik pekerjaan.
Pertanggunganjawab tenaga ahli vyang bersangkutan
terbatas pada hubungan hukum dengan terjadi meliputi
pertanggungiawaban secara hukum, pertanggunganiawab
kerja, pertanggunganijawab profesional dan

pertanggungjawaban secara etika.

B. Saran

Gelombang globalisasi ekonomi dewasa ini semakin
mengkristal dengan terbentuknya blok-blok perdagangan

akibat AFTA, GATT, APEC, WTO dsb, telah menciptakan




tantangan bisnis yang semakin besar vyaitu dengan

kompetisi (competition) yang semakin tinggi, Teknologi
(Technology) yang semakin canggih, peraturan
perundangan (legislation) yang semakin ketat serta

pelanggan (customer) yang semakin berpengetahuan.

Tantangan ini menghadapkan para pelaku bisnis

maupun produsen melakukan perubahan dan perbaikan di

semua bidang diantaranya

1.Kondisi makro politik untuk membuat iklim usaha

kondusif sehingga memberikan rangsangan pada

investasi baik asing maupun lokal.

2. Penyempurnaan berbagai peraturan perundangan

khususnya peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat

ini kurang memberikan kepastian terhadap pelaku

usaha.

3. Pembinaan terhadap lembaga—lembagéz profesional dan

lembaga~-lembaga birokrasi pemerintah untuk lebih

dapat memberikan pelayanan secara profesionzl pula.
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